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BUPATI PlNRANG 
PROVJNSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PlNRANG 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENT ANG 

PAJAK OAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan relribusi daerah mcrupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk 
membrayei pelaksanaan pemerintahan dan pcmbangunan 
daerah dalam mempcrcepat dan mewujudkan masyarakat 
yang scjahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten 
Pinrang memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan 
pcndapatan daerah berdasarkan prin:,ip demokrasi, 
pcmerataan dan keadilan, peran scrta masyarakat dan 
akuntabilitas; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Dacrah, :seluruh jenis 
Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Pera1uran 
Oaerah dan mcnjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi 
di Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak.sud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu menetapkan 
Pcraturan Daerah tentang Pajak Daerah clan Retribusi 
Daerah; 

Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822]; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan ! 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengclolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6 Pcraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Pelaksarnum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 66281; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 66461; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pemungutan Pajak Barang dan Jas.a Tertentu atas Tenaga 
Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcneeie 
Nomor 6848); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Irtdoneeia Tahun 2023 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

Dengan persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG 

dan 

BUPATI PI.NRANG 

MEMt..rrUSKAN: 

Menctapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Da!am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Plnrang. 
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Selatan. 
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemenntah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang mcmegang kekuaaaan pemerintahan oegam. 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun I 945. 
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Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemenntahan di 
bidang keuangan ncgara. 
Pemerintahan Daerah adalah penye\cnggaraan urusan pemerintahan oleh 
pcmcrintah dacrah dan dewan pcrwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sc\uas-Juasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Pcmerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara 
Pemerintahan Dacrah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Urusan Pemerintahan adalah kelruasaan pemerintahan yang menjadi 
kewcnangan Prcsiden yang pelaksenaannya dilakukan o\ch kemcnterian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah unluk mclindungi, 
melayani, memberdayakan, dan mcnyejahterakan masyarakat. 
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang se\uruh atau sebagian bcsar modalnya dimiliki oleh Daerah. 
Pendapatan Daerah adalah semua hak Oaerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 
Pajak Daerah yang selanjutnya d.isebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Oaerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memak88. berdasarkan Undang·Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Oaerah bagi 
sebesar·besarnya kemakmuran rakyat. 
Reuibusi Daerah yang selanjutnye disebut Retribusa adalah Pembayaran 
Daemh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau d.ibenkan oleh Pemerintah Daerah unruk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
Subjek Pajak adalah orang pribad.i atau badan yang de.pat dikenai Pajak. 
We.jib Pajak adalah orang pribad.i atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, clan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewenben 
perpajakan IICSUai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Subjck Retribusi adalah orang pribadi at.au badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ a tau perizinan. 
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan d.iwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut Retribusi tertentu. 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, beik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, bad.an usaha milik negara, BUMO, atau badan use.ha milik desa, 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, frrma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yaye.san, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
baden lainnye., termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
Kcndaraan Bermotor adalah semua kendara.an beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis ja1an darat atau kendaraan 
yang dioperasilcan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa 
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 
sumber daya energi tertentu menjad.i tenaga gerak kendaraan bermotor 
yang bersangkutan. 
Pajak Bumi dan Bangunan Perd.esaan clan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PBB·P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimihki, dilruasai, dan/at.au dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Baden. 
Bumi adalah permukaan bum.i yang meliputi tanah dan pemiTan I 
pedalaman. 
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Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan sccara 
tetap di atas pc:rmukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adaJah harga rata­ 
rata yang diperoleh dari tmnsaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang stjenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 
Pemlehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan at.au 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Sadan. 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 
pengelolaan, beserw. Bangunan di at.a.soya, sebagaimano dimaksud dalam 
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan. 
Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya drsingkat PBJT adalah 
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 
dan/ataujasa tcrtentu. 
Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jaaa tertentu yang dijual 
dan/atau discrahkan kepada konaumen akhir. 
Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang 

discdiakan, dijual dan/atau diserahkan, baik sccara langsung maupun 
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh reatoran. 
Reatoran adalah faailitaa pcnycdiaan layanan Makanan dan/atau Minuman 
dengan dipungut bayaran. 
Tenaga Llstrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu 
pembangkit tcnaga ltstrik yang didistribusikan untuk bcnnacam pcralatan 
listrik. 
Jasa Perhotclan adalah jasa pcnycdiaan akomodasi yang dapat dilengkapi 
dengan jasa pe1ayanan makan dan minum, kcgiatan hiburan, dan/atau 
fasilitas lainnya. 
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di 
luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, ba.ik yang diacdiakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tennasuk 
penycdiaan tcmpat peniUpan Kendaraan Bermotor. 
Jasa Keseruan dan Hiburan adalah jasa penyediaan a tau penyelenggaraan 
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 
dan/atau keramaian untuk dinikmaU. 
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 
Reklarne adalah bcnda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 
sesuatu. 
Pajak Afr Tanah yang sclanjutnya disingkat PAT adalah Pajak at.as 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau ba.tuan di 
ba.wah pennukaan tanah. 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan sumbcr alam di dalam 
dan/atau di pennukaan Bumi untuk dunanfaatkan. 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang se\anjutnya disingkat MBLB adalah 
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dala.m 
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan botu bara. 
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kcgiatan pengambilan 
dan/atau pcngusahaan sarang burung walet. 
Burung Walet adalah satwa yang lennasuk marga collooalia, yaitu collOO::Wia \ 
fuchlinp haga, oollOO::Wta marina, collOctJlia esculanta, dan collocalia lincht. 



43. Opsen adalah Pembayaran Pungutan tambahan Pajak menurut persentase 
tertcntu. 

44. Opscn Pajak Kcndaraan Bcnnotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB 
adalah Opsen yang dikcnakan oleh Daerah atas pokok PKB aesuai dengan 
ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor yang selanjutnya disebut 
Opscn BBNKB adalah Opscn yang dikenakan olch kabupaten Pinrang ata!I 
pokok BBNKB sesuai dcngan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) tahun kalender, 
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 

47. Surat Kctetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketctapan Pajak yang menentukan bcsamyajumlah pokok Pajak yang 
terutang. 

48. Surat Setoran Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pcmbayaran atau pcnyetoran Pajak yang telah dilakukan dcngan 
menggunakan fonnulir at.au tclah dilakukan dcngan care lain kc kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olch Kepala Daerah. 

49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang aelanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mclaporkan 
penghitungan dan/ atau pcmbayaran Pajak, objck Pajak dan/ atau bukan 
objek Pajak, dan/ atau hart.a dan kewajiban eesuar dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

SO. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 
adalah surat yang digunakan untuk membcritahukan bcaamya PBB-P2 
yang terutang kepada Wajib Pajak. 

51. Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang mencntukan beaamya jumlah 
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
Pajak, bcsarnya sanksi administratif, den jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar. 

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang sclanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketctape.n Pajak yang menentukan 
tambahan at.as jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif bcrupa 
bunga dan/ atau dcnda. 

54. Sadan Layanan Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis / badan daerah dala.m 
membcrikan pelayanan kepada rnesyarakat yang mempunyai Oeksibilitas 
dalam pola pcngclolaan keuangan sebagai pengecualian dari kctentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

55. Ja&a adalah kegiatan Pemerintah Dacrah Kabupatcn Pinrang berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, at.au kemanfaatan 
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

56. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang d1pungut atas Jase yang 
d.iscdiakan at.au cbberikan o\ch Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kcmanfaatan umum scrta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

57. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribus1 yang dipungut at.as Jasa yang 
discdiakan atau diberikan oleh Pemcrintah Daerah yang dapat bersifat 
mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan o\eh 
sektor swasta. 

58. Retribusi Peru.inan Tertcntu a.dalah Retribusi yang dipungut at.as kegiatan 
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pcmbinaan, pengaturan, 
pcngcndalian dan penga11o·asan alas kcgiatan, pcmanfaatan ruang, serta 
pcnggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas t 



tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

59. Pclayanan Keachatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 
dibcrikan kepada scseorang sccara paripuma baik promotif, preventif, 
kuratif, dan rchabilitatif, berupa pemeriksaan, pclayanan konsultasi dan 
tindakan dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pclayanan 
keschatan lainnya. 

60. Retribusi Pclayanan Kesehatan adalah pembayaran alas Pelayanan 
Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai 
Pcngobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pclayanan Keschatan 
\ainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelo\a oleh Pcmerintah 
Daerah, kecuali pclayanan pendaftaran. 

61. Rumah Sakit Um um Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupa.ten Pinrang. 
62. Unit Pelaksana Teknis Dines yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

UPfD Puskesmas dan Jaringannya, UPID Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, 
dan UPTO Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Pcnychatan 
Lingkungan. 

63. UPI'D Puskesmas dan Jaringannya adalah Puakesmaa Keliling, Puakeamas 
Pcmbanlu, Ba1ai Pcngobatan dan tempat Pelayanan Kesehalan lainnya 
yang sejenis. 

64. Rctribusi Pclayanan Kcbcrsihan adalah pembayaran yang dikcnakan etas 
pclayanan kcbcrsihan yang diselcnggarakan olch Pemerintah Dacrah. 

65. Rctribusi Pelayanan Parldr di Tcpi Jalan Umum adalah pcmbayaran yang 
dikcnakan etes penycdiaan parkir di tcpi jalan um um yang ditcntukan olch 
Pemerintah Dacrah scsuai ketentuan pcraturan pcrundang·undangan yang 
berlaku. 

66. Retribu11i Pclayanan Pasar adalah pcmbayaran yang d.ikcnakan ataa 
pcnycdiaan rasilita11 pasar yang khusus di&ediakan untuk pedagang yang 
dikclola oleh Pemcnntah Daerah. 

67. Rctribusi Penycdiaan Tcmpat Pelclangan adalah pembayaran yang 
dikenakan atas pcnggunaan atau pcmanfaatan tcmpat pclclangan, Jww. 

pclelangan serta fasilitas lainnya yang secara. khuaua discdiakan okh 
Pcmcrinlah Oaerah, tennasuk tcmpat yang dikontrak olch Pcmcrintah 
Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tcmpat pelelangan. 

68. Bangunan Gcdung yang selanjutnya disingkat BG adalah wujud fisik hasil 
pckcrjaan konstruksi yang mcnyatu dcngan tempat kcdudukannya, 
scbagian atau scluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ 
atau air yang berlunpi scbagai tcmpat manusia mclalrukan kcgiatannya, 
baik untuk hunian atau tcmpat tinggal, kcgiatan keoagamaan, kcgiatan 
usaha, kcgiatan sosial, budaya maupun kcgiatan khusus. 

69. Persctujuan Bangunan Gedung yang se\anjutnya disingkat PBG adalah 
perizinan yang dibcrikan kcpada pcmilik BG untuk mcmbangun baru, 
mcngubah, mcmpcrluas, mcngurangi, dan/atau mcrawat BG seauai 
dengan standar tcknis BG. 

70. Rctnbu,i Persetujuan Bangunan Gcdung sclanjutnya disebut Rctribu,i 
PBG adalah Rctnbu,i atas PBG yang di,cdiakan olch Pemcrintah Dacrah. 

71. Sertifikat Laik FUngsi Bangunan Gcdung sclanjutnya disingkat SLF adalah 
aertifikat yang diberikan oleh Pemcrintah Daerah untuk menyatakan 
kclaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan. 

72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
SBKBG ada.lah surat tanda bukti kepemilikan Bangunan Gedung. 

73. Surat Kctctapan Rctribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRO adalah 
surat kctctapan Retribusi yang mcncntukan bcsamya jumlah pokok 1 
Retribus1 yang terutang. 



Pa,aJ 2 
Ruang linglrup yang diatur dalam Pcraturan Daerah iru meliputi: 
a. Pajak; 
b. Relribusi: 
c. tata cara pemungutan Pajak dan Rctribusi; 
d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau 

pcnundaanatas pokok Pajak dan Retribuai; 
e. kerahasiaan data Wajib Pajak;dan 
r. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi. 

BABU 
PAJAK 

Bagian Kesatu 
Jenis Pajak 

Pasal 3 
Jenis Pajak yang dipungut o\eh Pemerintah Daerah terdiri atas: 
a. PBB-P2; 
b. BPHTB; 
c. PBJf atas: 

1. Maka.nan dan/atau Minuma.n; 
2. Tenaga Listrik; 
3. Jasa Perhotclan; 
4. Jass. Parkir; dan 
5. Jasa kesenian dan hiburan; 

d. Pajak Rcklame; 
e. PAT; 

f. Pajak MBJ.B; 
g. Pajak Sarang Burung Walet; 
h. Opsen PKB; dan 
1. Opsen BBNKB. 

Pasal 4 

(II Jcnia Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati tenliri atas: 
a. PBB·P2; 
b. Pajak Reklame; 
c. PAT; 
d. Opscn PKB; dan 
e. Opsen BBNKB. 

(21 Jenis Pajak yang dipungut berdaaarican penghitungan sendiri oleh Wajib 
Pajak terdiri atas: 
a. BPHTB; 
b. PBJT etas: 

1. Makanan dan/atau Minuman; 
2. Tenaga Ustrik; 
3. Jasa Perhotelan; 
4. Jasa Parkir; 
5. Jasa Kesenian dan Hiburan; 

c. Pajak MBLB; dan 
d. Pajak Sa.rang Burung Walet 

\ 



Bagian Kcdua 
Rincian Pajak 

Pa,-agmf I 

PBB-P2 

Pasal 5 

(1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kccuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

(2) Bumi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil 
kegiatan reklamasi atau pengurukan. 

(3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 seOOgaimana dim.aksud pada aya1 (I) 
meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: 
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerinlahan 

Daerah, dan kantor penyelenggara negara Jainnya yang dJcatat sebagai 
barang milik negara atau barang milik Daerah; 

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani 
kepentingan umum di bidang keagamaan, panti eoetal, keesehatan, 
pendidikan, dan kebudayaan nasiona1, yang tidak dima.ksudkan untuk 
memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tcmpat 
maluun (kuburan), peninggalan purOOkala, atau yang sejenis; 

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka a.lam, hutan wisata, 
taman nas.iona.l, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan o\eh perwaki!an diplomatik 
dan kon8ulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

r. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Sadan atau perwakilan 
lembaga intemasiona.l yang drtetapkan dengan Peraturan Menteri yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk ja1ur kereta api, moda raya terpadu 
(mass rapid lra'1Sit), lintas re.ya terpadu (light rail tran.sit}, atau yang 
sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP 
tertentu yang ditetapkan oleh BupaU, dan 

1. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh 
Pemerintah. 

l'a,a] 6 
(!) Subjek PBB·P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Burnt, 
dan/atau memililci, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 

(2) We.jib PBB-P2 merupakan orang priba.di atau Sadan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak ates Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat at.as 
Bangunan. 

Pa,al 7 
(I) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses 

pcnilaian PBB-P2. 
{3) NJOP lidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (scpuluh juta 

rupiah) untuk sctiap Wajib Pajak 
(t) DaJarn hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek 

I 
PBB·P'2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagairnana 



dima.ksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objck PBB-P2 untu.k 
sctiap Tahun Pajak. 

(SJ NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 
20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus pe.nen) dnri NJOP 
setelah dikurangi NJOP tidak kcna pajak scbagaimana dimaksud pada ayat 
)3) 

(6] Besaran persentasc NJOP scbagaimana dima.ksud pada ayat (51 atas 
kelompok objck PBB-P2 ditentukan dengan mcmpertimbangkan : 
a. kenaikan NJOP basil penllaian; 
b. bentuk pcmanfaatan Objek Pajak; dan/atau 
c. klasterisasi NJOP dalam satu Wilayah Daerah. 

(7) NJOP aebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, 
kecuali untuk objek Pajak tertcntu dapat ditctapkan sctiap tahun aesuai 
dcngan perkcmbangan Daerah. 

[8) Besa.ran NJOP ditetapkan olch Bupati. 
[9) Ketenruan lcbih Janjut mengenai Pcrulaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan mcngenai besaran perscntase sebagaimana dimaksud pada 
ayat (S) diarur dengan Pcratura.n Bupati yang bcrpcdoman pada Pcraturan 
Mentcri yang mcnyclcnggarakan Urusan Pcmcrintahan di bidang keuangan 
negara. 

Pasal8 
(1) TarifPBB-P2 ditctapkan sebagai bcrilrut: 

a. untuk NJOP kurang dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiahj 
ditetapkan eeceeer 0, 1 % (nol koma satu J)Cr.JCfl); 

b. untuk NJOP Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sa.mpai dcngan Rp. 
5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma 

dua persen); dan 

c. untuk NJOP Rp. 5.000.000.000 (li.ma miliar rupiah) atttu lcbah ditct.apkan 
sebcsar 0,3 % (no! koma tiga perscn). 

� TarifPBB-P2 berupa Lehan Produksi Pangan dan Tcmak dnctapkan sebesar 
0,08 (no! koma no! dclapan persen). 

Pasal9 
Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dtlutung dcngan cara mcngalikan dasar 
pengenaan PBB-P2 scbagaimana dimaksud dalam Pnsal 7 ayat (5) dcngan tarif 

PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

Pasal 10 
(1) Tahun PBB-P2 merupakanjangka waktu l (so.tu) tahun ka.lcndcr. 
(Z) Saat tcrutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, 

penguasaan, dan/atau pcmanfaatan Bumi dan/atau bangunan 
\3) Saal yang mcnentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang 

scbagaimana dimaksud pad.a ayat (2) yaitu menurut kcadaan objek PBB-P2 
pada tanggal 1 Januari 

(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Dacrah yang 
meliputi lctak objck PBB-P2 

(SJ Tcrmasuk da1am wilayah pernungutan PBB-P2 scba.gaimana dimaksud pada 
ayat (4) mcrupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan 
berikut berada: 
a. Jaut pedalaman dan perairan da.rat scrta Bangunan di atasnya, dan 
b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan pcrairan derat yang 

konstruksi tekniknya terhubung dcngan Bangunan yang berada di I 
daratan, kccuali pipa dan kabel bawah laut. 



Pa<agmf2 
BPHTB 

Pa89.l 11 
(I) Objck BPHTB merupakan Perolehan Hak ates Tanah dan/atau Bangunan. 
12) Perolehan Hak etas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) meliputi: 
a. pemindahan hak karena: 

1. jual bell; 
2. tukar-menukar; 
3. hibah; 
4. hibah wasiat; 
5. wans; 
6. pcmasukan dalam pcrseroan atau badan hulrum lain; 
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8. penunjukan pembeli dalrun !clang; 
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuata.n hukum tetap: 
10. penggabungan usaha; 
1 L peleburan usaha; 
12. pemekaran usaha; atau 
13. hadiah; dan 

b. pembcrian hak baru karc:na: 
I. kelanjutan pelepasan hale; atau 
2. di luar pe)epasan hak. 

(31 Hak etas Tanah dan/atau Be.ngunan sebagaimllll8. dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 
a. hak milik; 

b. hak guna use.ha; 
c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e. hak milik atas satuan ruma.h susun; dan 
(. hak pengelolaan. 

!4) Oikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan Hale etas Tanah dan/atau 
Bangune.n: 
a. untuk kantor Pemerintah, Pemcrintahan Oaerah, pcnyelenggara negara 

dan Jembaga negara lainnyayang dicatat sebagai barang milik negara atau 
barang milik Daerah; 

b. oleh negara untuk penyclcnggaraan pemcrintahan dan/atau untuk 
pclaksanaan pcmbangunan guna kcpcntingan umum; 

c. untuk Sadan atau pcrwakilan Jcmbaga intcmasional dcngan syarat tidak 
mcnjalankan usaha atau melakukan kcgiatan lain di luar fungsi dan tugas 
Sadan atau pct'W8.kilan 1cmbaga tcrscbut yang diatur dcngan pcraturan 
Menteri yang mcnyelenggnrakan Urusan Pemcrintahan di bidang 
kcuangan ncgara; 

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat bcrdasarkan asas per!akuan 
timbal balik; 

c. olch orang pribadi a tau Sadan karcna konverai hak a tau karena pcrbuatan 
hukum lain dcngan tidak adanya pcrubahan nama; 

f. olch orang pribadi atau Sadan karena wakaf; 
g. olch orang pribadi atau Bad an yang digunakan untuk kcpcntingan ibadah; 

dan 
h. untuk masyarakat bcrpenghasilan rendah sesuai dcngan ketcntuan 

pcraturan pcru.ndang·undangan. 
\51 Kriteria pengccualian objck BPHTB be.g:i masyarakat bcrpcnghasilan rend.ah 

scbagaimana dimaksud pa.da ayat 14) Huruf h yaitu untuk kepcmilikan 
rumah pcrtarna dengan kritcria tertcntu yang ditctapkan olch Bupati; 

(61 Kritcria tertcntu scbagaimana dimabud pada ayat (51 disclaraskan dcngan 1 
kcbijakan pcmbcrian kcmudahan pcmbangunan dan pcrolchan rumah bagi 



masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Mcnteri yang 
menyclenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat. 

Pa,aJ 12 
(1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi a tau Sadan yang memperoleh 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
{2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Pasal 13 
[l] Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak. 
!21 Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan 

sebagai berikut: 
a. harga transaksi untuk jual beli; 
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan 

dalam peraeroen atau Sadan hukum lainnya, pemisahan hak yang 
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan 
hak.im yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas 
tanah scbagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas 
tanah di luar pelepa.san hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, 
pemekaran usaha, dan hadiah; dan 

e. harga transe.ksi yang tereantum dalam risalah lelang untuk penunjukan 
pembeli dalam !clang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, 
daaar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun tcrjadinya perolehan. 

(4) Besaran ru1ai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 
RpS0.000.000,00 (de la pan puluh juta rupiah) untuk perolehan hale pertama 
Wajib Pajak di wilayah Daerah tcmpat teruta.ngnya BPHTB. 

[51 Dalam menentukan besaran BPtrrB terutang. Pemerintah Daerah 
menetapkan nitai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai daaar 
pengenaan BPHTB sebagimana dunak:sud pada. ayat (I). 

161 Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebaga.imana 
dtmaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima 
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus salu derajat kc at.as atau satu derajat ke bawah dengan 
pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istn, nilai perolehan objek 
Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta 
rupiah). 

(71 Hibah wasiat at.au waris tertentu &ebaga.imana dimaksud pada ayat (6) 
meliputi: 
a. pernberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan 

berdasarkan keputusan atau penetapan pengadllan; 
b. pemberian hibah wasiat at.au waris terhadap tanah ulayat; 
c. pemberian hibah wasiat atau waria untuk pembangunan panti asuhan 

dan pan ti jompo; 
d. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan 

prasarana pendidikan; dan/atau 
e. pemberian hibah wasiat at.au waris untuk pembangunan saran.a dan 

prasarana Pemerintah. 

Pasa.l 14 
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

I 



Pasal IS 
II) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara. mcngalikan 

dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaktud dalam PaaaJ 13 ayat (It 
setelah dikurangi nila.i perolchan objck Pajak tidak kcna Pajak sebe.gaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (S), atau ayat (6), dcngan tanfBPHTB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

(2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Oar:rah tempat tanah dan/atau 
Bangunan berada. 

Pasal 16 

U) Saal tr:rutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah 
dan/atau Bangunan dcngan kr:tcntuan: 
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya pcrjanjian pengikatan jual 

beli untukjual br:li; 
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, 

hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pema.sukan dalam perseroan 
atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibe.tkan 
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, 
dan/atau hadiah; 

c, pada tanggal pencrima waris, penerima waris tcrtcntu atau yang diberi 
kuasa olch pencrima waris mcndaftarkan peralihan haknya kc kantor 
bidang pertanahan untuk waris; 

d. pada ta.nggal putusan pengadilan yang mcmpunyw kckuatan hukum 
yang tctap untuk putusan hakim; 

c. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk 
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; 

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pcmberian hak untuk 
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau 

g. pa.da tanggal penunjukan pemcnang !clang untuk lclang. 
(2) Dalain hal jual beli tanah dan/arau Bangunan tidak mcnggunakan 

perjanjian pengrkatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf a, 
mak:a saat tcrutang BPHTB untukjual beliyaitu pada saat ditandatanganinya 
aktajuaJ beli. 

Pasal 17 
Dalam hal Pcrolchan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Pcrundang-undangan bukan mcrupakan Objek BPHTB, 
Bupatidapat mencrbitkan Surat Kctcrangan Bukan Objck BPHTB 

Paragraf 3 

PBJT 

Pasal 18 
Objck PBJT mcrupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konswnsi Banmg dan 
Jasa Tertcntu yang mc!iputi: 
a. Makanan dan/atau Minum.an; 
b. Tcnap. Listrik; 
c. Jasa Pcrhotclan; 
d. Jasa Parkir; dan 
e. Jasa Kcsenian dan Hiburan. 

Pasa1 19 

Ill Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebaga.imana 
dimaksud dalain Pa&D.! 18 huruf a mcliputi Makanan dan/atau Minuman 
yang discdiakan oleh: 
a. Restoran yang paling sedikit menyediak:an Layanan penyajian Makanan 

dan/atau Minwnan berupa mcja, kursi, dan/atau peralatan makan dan I 
min um: 



b. penycdia Ja.sa boga atau katering yang melakukan: 
I. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, 

penyimpanan, serta penyajian berdaaarkan pesanan; 
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan 

lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. 

(2) Dikecuelikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi 
penyerahan Makanan dan/atau Minuman: 
a. dengan peredaran usaha tidak melebih1 RpJ.000.000,00 (tigajuta rupiah) 

per bulan; 
b. dilakukan oleh toko swalayan dan :ttjenisnya yang tidak semata-mata 

menjual Maka.nan dan/atau Minuman; 
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau 
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya 

menyediakan pelayanan Jasa menunggu pesawat (lounge} pada bandar 
udara 

Pa,aJ 20 

(11 Konsumsi Tenaga Llatrik sebagaimana dimaksud dalrun Pasa.l 18 huruf b 
merupakan penggunaan Tenaga Llstrik oleh pengguna akhir. 

(2] Oikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi: 
a. konsumsi Tenaga Listrik olch inst.ans, Pemerintah, Pcmenntah Daerah 

dan penyelenggara negara lainnya; 
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, 

konsulat dan perwakilan asing berdasarkan aeee timbal balik; 

c. konsumsi Tenaga Listrik pad a rumah ibadah. pan ti jompo, pan ti asuhan, 
dan panti soaial lamnya yang sejenis; 

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 
tertentu yang tidak memerlukan bin dan instansi teknis terkrut; dan 

e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan 
pembe.ngkit Tenaga Listrik bantuan dari Pcmerintah, Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Desa. 

Pasal 21 
[I) Jasa Pcrhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasa.1 18 huruf c mehputi Jasa 

penyedui.an akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang 
rape.t/pertemuan pada penycdia Jasa Pcrhotclan scperti: 
a. hotel; 
b. hostel; 
c. vila; 
d. pondok wisata; 
e. motel; 
f. Josmen; 
g. wisma pariwisata; 
h. pesanggrahan; 
i, rumah penginapan / gueathouse/bungalo/ resort/ cottage; 
j. lempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan 
k. gtamping. 

(2f Dikecualikan dari Ja&a Pcrhotelan sebagaimana dim.aksud pada ayat (II 
meliputi: 
a. Jasa tempat tinggal aarama yang d1aelenggarakan oleh Pemerintah alau 

Pemerintah Daerah; 
b. Jasa tcmpat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panli 

asuhan, dan panti aosial lainnya yang sejcnis; 
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegratan keagamean: I 
d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 
e. Jass persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 



Pasal 22 

II) Jasa Parkir scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi: 
a. pcnyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau 
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). 

(2) Dikccualikan dari Jasa penyedlaan te:mpat parkir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (lj meliputi: 
a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah: 
b. Jasa tempat parkir yang diselenggarak.an oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri; 
c. Jasa tempat parkir yang disclenggarakan oleh kedutaan. konsulat, dan 

pcrwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan 
d. Jaaa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Rumah lbadah. 

Pasal 23 
(I) Jasa Kesenian dan Hiburan seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e 

meliputi: 
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio VlSUal lainnya yang 

dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 
b. pergelaran kescnian, musik, tari, dan/atau busana; 
c. kontes kecantikan; 
d. kontes bina.raga; 
e. pameran; 
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor; 
h. pcnnainan ketangkasan; 
1. olllhraga pennainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau 

pcralatan dan perlenglcapan untuk olahraga dan kebugaran; 
J. rekrcasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana 

budaya, wahana salju, wahana pcrmainan, pemancingan, agrowisata, dan 
kebun binatang; 

k. panti pijat dan pfjat refleksi; dan 
I. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, den mandi uap/spa. 

(2J Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada 
ayat {I) meliputi Jasa Kescnian dan Hiburan yang scmata-mata untuk: 
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; 
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau 
c. pagclaran kcscnian, musik, dan tari untuk kegiatan soaial dan/atau 

kcagamaan dcngan tidak dipungut bayanm. 

Pasal 24 
(II Subjck PBJT merupakan konsumcn Barang dan Jasa Tertentu. 
121 Wajib PBJT merupakan orang pribadi a tau Sadan yang melakukan penjualan, 

penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tcrtcntu. 

Pasal 25 
ti) Daear pengcnaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan olch konsumcn 

barang atau Jasa tertcntu, meliputi: 
a. jumlah pembayaran yang ditcrima oleh penyedla Makanan dan/atau 

Minuman utuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; 
b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT alas Tenaga Listrik; 
c. jumlah pembayaran kcpada penycdia Jasa Perhotelan untuk PB.IT atas 

Jasa Perhotc\an; 
d. jumlah pembayaran kcpada penyedia atau penyclcnggara tcmpat parkir 

dan/atau pcnyedia layanan memarkirkan kendaraan utuk PBJT atas jasa 
parlcir, dan 

c. jumlah pembeyaran d.itenma olch peyelcnggara Jasa Kcsenian dan 
Hibumn untuk PBJT atas Jasa kesenian atau hiburan. j 



t2) Dalam hal pcmbayaran sebagaimana dimak8ud pada aya.t (l) menggunakan 
vouccr atau bcntuk lain yang scjenis yang memuat nilai rupiah atau mat.a 
uang lain, dasar pcngcnaan PBJT ditetapkan scbcaar nilai rupiah atau me.ta 
uang lainnya tcrscbut. 

13) Dalam hal tidak terdapat pcmbayaran scbagaimana dimaksud pada ayat [I], 
daaar pcngenaan PBJT dihitung bcrdaaarkan harga jual be.rang dan Jasa 
sejenis yang bcrlaku di wilayah Daerah. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah mcnetapkan kebijakan pcngendalian 
pcnggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusu:, untuk PS.IT 

atas .Jeea Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pcngcnaan 
scbcsar tarif parkir sebclum dikenakan potongan. 

Pasal 26 
(II Nilaijual Tenaga Li:,trik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf 

b ditetapkan untuk: 
a. Tenaga Llstrik yang bcrasal dari sumbcr lain dengan pcmbayaran; dan 
b. Tenaga Llstrik yang dihasilkan sendiri. 

(21 Nilai jual Tenaga Ustrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang bcrasal 

dari sumbcr lain dengan pcmbayaran scbagaimana dunaksud pada ayat (l) 
huruf a, dihitung bcrdasarkan: 
e. jumlah tagihan biaya/bcban tetap ditarnbah dengan biaya pemakaian 

kWh/variabcl yang ditagihkan de.lam rekening listrik, untuk pascabayar; 
dan 

b. jumlah pcmbclum Tenaga Llstrik untuk praba.yar. 
(3) Nilaijual Tenaga Ustrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan 

sendiri scbagaimana dimaksud pada aya.t (1) hurufb dihitung bcrdasnrkan: 
a. kapasitas terscdia; 
b. tingkat penggunaan listrik; 
c. jangka waktu pcma.ka.ian listrik; dan 
d. harga satuan listrik yang bcrlaku di wilayah Daerah. 

{4) Nilai jual Tenap Ustrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang bcnlsal 

dari sumbcr lain dengan pcmbayaran eebegermane dimakeud pada ayat (2) 
hu.l'U! a dan ketcntuan tidak terdapat pcmbayaran sebageimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat l huruf (b), pcnyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib 
Pajak melakukan pcnghttungan dan pemungutan PBJT etee Tenaga Llstrik 
untuk pcnggunaan Tenaga Ll1trik yang dijual atau diserahka.n. 

Pasal 27 
(I) Tarif PBJT ditetapkan scbcsar 10% (scpuluh pcrsen). 
{2) Khusus tarif P8JT atas Jasa fuburan pada diskotek, karaoke, kelab me.lam, 

bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebcaar 40% (empat puluh lima pcrscnl­ 
{3) Khusus tarif P8JT etae Tenaga Lislrik untuk: 

a. konsumsi Tenaga LuJtrik dari sumbcr lain o!eh industn, pcrtambangan 
minyak burni dan gee alam, ditetapkan scbcsar 3% (tiga pcrscn); dan 

b. konsumsi Tenaga Li:,trik yang dihasilkan sendiri, ditctapkan scbcsar 1,5% 
(satu koma lima pcrscn). 

Pase.I 28 

Besamn pokok PBJT yang terutang dihitung dengan care mengalikan dasar 
pcngenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pa:,al 25 dengan tari.f PBJT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

t 



Pasal 29 
Saat terutangnya PB.IT clitetapkan pada saat : 
a. pembayaran atau penycrahan atas Makanan clan/at.au Minuman untuk 

PBJT atas Makanan clan/atau Minuman; 
b. konsumsi atau pembayaran atas Ten88B Listrik untuk PBJT etas Tenaga 

Listrik; 

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan utuk PBJT atas Jasa 
Perhotelan; 

cl. pembayaran atau penyemhan atas Jasa penyediaan tempat parkir utuk 
PBJT atas dasar parkir; clan 

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian clan Hiburan untuk PBJT 

atas Jasa Kesenian clan Hiburan. 

Pasal 30 

P8JT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, 
clan/atau komsumsi Baning clan Jasa Tertentu clilakukan. 

Paragraf 4 
Pajak Reklame 

Pasal 31 
(I) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelengga.raan Rek.lame. 
(2) Objek Pajak Rek.lame sebagaimana dimakeud pada ayat (I) meliputi: 

a. Reklamc pa pan/ billboard/ vid.eotron/ megatron; 
b. Reklamc kain; 
c. Reklamc mclekat/11tiker, 
d. Reklamc selebaran; 
e. Rekla.me berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung 
h. Rekla.me fdm/slide; dan 
i. Reklame peragaan. 

(3) Dikccualikan dari objck Pajak Reklame meliputi: 
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televtsl, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan, dan eejenisnya; 
b. label/merck produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membcdakan dari produk sejenis \ainnya; 
c. nama pengenal usaha a tau pro(esi yang dipasang mclekat pada Bangunan 

dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, 
bentuk, dan bahan Rcklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal 
usaha atau profcsi teraebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan dalam rangk.a kegi.etan politik, sosial, dan 
keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komenrial; dan 

e. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang 
merupakan aset institusi yang bersaagkutan 

Pasal 32 
(1) Subjek Pajak Reklame merupa.kan 

menggunakan Reklamc. 
(2) WeJib Pajak Reklame merupakan 

menyclenggarakan Rek.lame. 

orang pribadi ateu Bad= yang 

orang pribadi a tau Bad an ,=, 

I 



Pasal 33 
(I) Dasar Pcngcnaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklamc. 
(2) Dalam hal Rcklame diselenggarakan oleh prhak kettga, nilai sewa Rcklame 

sebe.gaimana dim.aksud pada ayat (1) ditctapkan berdasarkan nilai kontrak 
Reklamc. 

(3) Dalam hal Reklame diselenggaralcan sendiri, nilru sewa Reklamc sebagrumana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung dcngan mcmpcrhatikan faktor jcnis, bahan 
yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu 
penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklamc. 

(4) Dalrun ha1 nilai aewa Rcklamc scbagaimana dimakaud pada ayat (2) txtak 
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Rcklame ditctapkan 
dengan menggunalcan faktor seba.gaimana dunaksud pada ayat (3). 

(SJ Pcrhitungan nilai sewa Reklamc scbagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 34 
Tarif Pajak Rcklamc ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima pcrsen]. 

Pasal 35 
Beaaran pokok Pajak Rcklamc yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
daaar pengcnaan Pajak Reklame scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (l) 
dcngan tarifPajak Reklamc eebegaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

Pasal 36 
Saat terutang Pajak Reldame ditetapkan pada sa.at terjadinya penyelenggaraan 
Reklamc 

Pasal 37 
(I) Pajak Rcklamc yang tcrutang dipungut di wilayah Dacrah tcmpat Rcklame 

tcrsebut diselcnggarakan. 
(2) Khusus untuk Reklamc berjalan sebagaimana dimalulud dalam Pasal 3 t ayat 

{2) huruf e, Pajak Rcklamc yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
usaha pcnyelcnggara Reklamc terdaltar. 

Pa,-ograf 5 
PAT 

Paw 38 
(1) Objck PAT mcrupakan pcngambitan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 
[2) Dikecualikan dari ObJek PAT yaitu pengambilan untuk: 

a. kepcrluan dasar rumah tangga; 
b. pengairan pertanian rakyat; 
c. pcrikanan rakyat; 
d. petemakan rakyat; 
e. keperluan keagamaan; 
r. keperluan panti asuhan; 
g. keperluan pantijompo; 
h. kegiatan pcngambilan dan/atau pcmanfaatan Air Tanah untuk keperluan 

berusaha yang lrurang dari 25 (dua puluh lima) ml setiap bulan; dan 
1. kegiatan Pemerintah dan Pcmcrintah Daerah. 

Pasal 39 
(I) Subjek PAT mcrupakan orang pribadi atau Sadan yang melakukan 

pengambile.n dan/atau pcmanfaatan Air Tanah. 
(21 Wajib PAT mcrupakan orang pribadi atau Sadan yang melakukan I 

pcngambilan dan/atau pcmanfaatan Air Tanah. 



Paeal 40 
(II Da:,ar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah. 
t2) Nilai perolchan Air Tanah sebagaimana dimak,ud pada ayat (I) merupakan 

haail perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tan.ah. 
(3) Huga air baku scbagaimana dimak.sud pada ayat (2) ditetapkan bcrda.sarkan 

biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. 
141 Bobot Air Tanah eebagaunana dimabud pada ayat (2) dinyatakan dalam 

koefisien yang didasarkan atas faktor·faktor berikut: 
a. jcnis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambi\an dan/alau pemanfaatan air; 
d. volume air yang diambil dan/atau dirnanfaatkan; 
e. kualitas air; dan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibetkan oleh pengambilan dan/ 

atau pcmanfaatan air. 
(5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 

dalam Oaerah diatur dcngan Pcraturan Bupati dengan berpcdoman pada 
nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubcmur se1uai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 41 
Tarif PAT ditetapkan scbesar 20% (dua puluh persen). 

Pasal 42 
Besa.ran pokok PAT yang tcrutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pcngenaan PAT schagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT 
scbagaimana dimaksud dalaln Pasal 4 L 

Pasal 43 

Saat tcrutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pcngambilan dan/atau 
pcmanfaatan Air Tanah. 

Pasal 44 

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pcngambilan dan/atau 
pcmanfa.atan Air Tanah. 

Paragraf 6 
Pajak MBLB 

Pasal 45 
(11 Objck Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi; 

,. as bes; 
b. batu tulis; 
,. batu aetengah pc:rmata; 
d. batu kapur; 
,. batu apung; 
r. batu pcrmata; 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
L feldspar; 
j. garam batu (halite); 
k. grafit; 
I. granit/andeait; 
m. gipa; 
n. kalsit; 
0. kaolin; 

I 
p. lcusit; 
q. megneert; 



,. mika; 
,. manner; 

'- nitrat; 
u. obsidian; 

·- 
oker; 

w. pasir dan kerikil; 
x. pasir lruarsa; 
y. per lit; 
,. fosfat; 
aa. talk; 
bb. tanah scrap (fullers earth); 
cc. tanah diatom; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas {alum); 
ff. tras; 
... yarosit; 
hh. uolit; 
ii. basal· 

' 
jj. trakhit; 
kk. bclerang; 
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan 
mm. MBLB lainnya sesuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang­ 

undangan. 

(2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mcliputi pengambilan MBLB: 

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak 
diperjua.lbelikan/ dipindahtanga.nkan; 

b. untuk kcpcrluan pemancangan liang listrik/telepon, penanaman kabcl, 
pcnanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan 
tanah; dan 

c. untuk kcperluan pcmbangunan rumah ibadah, pantijompo, panti asuhan 
yang dibiayai oleh masyarakat. 

PasaJ 46 
(1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadr atau Sadan yang mengambil 

MBLB. 

(2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Sadan yang mengambil 
MBLB. 

Pasal 47 
(I) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan rulai jual hasil pengambtlan 

MBLB. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung berdasarkan 
perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap 
jenis MBLB. 

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 
harga jual rate-rata tiap-tiap jenis MBLB pad a mulut tam bang yang berlaku 
di wtlayah Daerah. 

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (31 ditetapkan sesuru 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan 
mineral clan be.tu bara. 

Paaa1 48 
TarifPajak MBLB ditetapkan sebesar 20% [dua puluh persen). 

I 



Pasal 49 
Besa.ran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dcngan cam mengalikan 
dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimakaud dalam Pasal 47 ayat (1) 
dengan tanr Pajak MBLB scbagaimana dimakaud dalam Pasal 48 

Pa,aJ 50 
{t) Saat terutang Pa.Jak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan 

MBLB di mulut tambang. 
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan 

MBLB. 

Paragraf ? 

Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal 51 
(I) Objek Pajak Sarang Burung Walct merupa.kan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang Burung Walet. 
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 

pe.da ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan 
penerimaan ncgara bukan pajak. 

Pasal 52 
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet mcrupakan orang pribadi atau Sadan 

yang mclakukan pengambilan dan/atau mengusahakan aarang Burung 
Walet. 

[2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi a tau Sadan yang 
melakukan pengambilan dan/atau menguaahakan sarong Burung Walet. 

Pasal 53 

(1) Oasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walct merupakan nilai jual sarang 
Burung Walet. 

(2} Nilaijual aarangBurung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung 
berdaearkan perkalian ant.ant harga pasaran um.um sarang Burung Walet 
yang berlaku di Dacrah dengan volume sarang Burung Walct. 

Pa,al 54 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan scbesar 7% (tujuh persen). 

Pasal 55 
Besa.ran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang tcrutang dihilung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 
dimakaud dalarn Pasal 53 ayat (I) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 54. 

Paeal 56 

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditctapkan pada saat terjadinya 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walel. 

Pa,aJ 57 

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan 
wilayah Oaerah tempat pcngambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung 
Walet. 

..,......,. 

Opsen PKB 

Pasal 58 
Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dan PKB. t 



Pasal 59 
(1) Wajib Pajak Opscn PKB merupakan Wajib PKB. 
(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak 

terutang dari PKB. 

Pasal 60 

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB mcrupakan PKB terutang. 

Pasal 61 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebcsar 66% (enam puluh cnam persen) dihitung 
dari bcsaran Pajak terutang. 

Pasal 62 
Bcsaran pokok Opeen PKB yang terutang dihitung dengan cara mcngalikan 
dasar pengenaan Opscn PKB sebagaimana dunaksud dalam Pasal 60 dengan 
tariJ Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. 

Pasal 63 

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada sa.at tcrutangnya PKB. 

Paw .. 

Wilayah pemungutan Opscn PKB yang terutang mcrupakan wilayah Daerah 
tcmpat Kcndaraan Bermotor terdaftar. 

Paragraf9 
Opsen BBNKB 

Paw 65 
Opsen BBNKB drkenakan atas Pajak terutang dari BBNKB. 

Paaal 66 

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. 
(2) Pemungutan Opsen BBNKB dila:kukan bcrsamaan dengan pemungutan 

Pajak terutang dan BBNKB. 

Pasa.l 67 
Dasar pcngcnaan untuk Opsen BBNKB mcrupakan BBNKB terutang. 

Pasal 68 
TarifOpsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam pu!uh enam perscn) dihitung 
dari besaran Pajak terutang. 

Paw 69 

Bcsaran pokok Opscn BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mcngalihkan 
dasar pengenaan Opsen BBNKB scbagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan 
tariJ Opscn BBNKB sebagrumana dimakaud dalarn Pasal 68. 

Pasal 70 
Saat terutang Opsen BBNKB d.itctapkan pada saat terutangnya BBNKB. 

Pasal 71 
Wtlayah pcmungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah t 
tempat Kcndaraan Bcrmotor terdaftar. 



Bagian Ketiga 
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK 

Pasal 72 
(1) Saat terutang Pajak ditet.apkan pada saat orang pribadi at.au Badan telah 

memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak da.lam I (saru) 
kurun wakru tertcntu dalarn masa Pajak, dalarn Tahun Pajak, atau bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan kctentuan pemturan perundang-undangan 
mcngenai pcrpajakan Daerah.. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Janglca waktu 
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung. menyetor, dan 
melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi 
Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan Bupati 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagt Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak seba.gaimana 
dimaksud pada ayat (21, ditetapkan untuk jangka waktu I (satuJ bulan 
kalender a tau jangka waktu lain paling 1wna 3 (tiga) bulan kalender 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan jangka waktu 
yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak same dengan tahun kalender 

(S) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian 
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud psda ayat (l) diatur dengan Pemturan 
Bupati. 

Bagian Keempat 
Penggunaan Hasi.J Peneri.ma.an Pajak untuk Kegiatan Yang Telah D1tentukan 

Pasal 73 
(1) Hasil penerima.an PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 58, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk 
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan mod.a dan 
sarana lransport.asi umum 

(2) Hasil pencrimaan P&JT atas Tenaga Llstrik sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 18 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk 
penyediaan penerangan jalan umum. 

(3) Kegiatan penyediaan peneranganjalan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pencrangan 
jalan umum eerta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Ltstrik untuk 
penerangan jalan umum. 

{4) Hasil penerimaan PAT Kbagaimana dimaksud dalain Pasal 38, 
dialokasikan paling scdikit 10% (sepuluh persen) untuk penccgahan, 
penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau keruaa.kan 
lingkungan hidup dalarn Dacrah yang berdarnpak terhadap kualitas dan 
kuantitas Air Tanah, meliputi: 
a. penanarnan pohon; 
b. pembuatan lubang atau sumur rcsapan; 
c. peleetarian hutan atau pepohonan;dan 
d. pengelola.an limbah. 

I 



BAB Ill 

RETRIBUSJ 

Bagian Kesa.tu 
Jenis dan Objek Retribusi 

Pasal 74 
(1) Jenis Retribusi terdiri alas: 

a. Retribuai Jaaa Umum; 
b. Retribusi Ja.sa Usaha; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertcntu. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimabud pada ayat (1) 
yaitu pclayanan jasa dan/atau pcruinan yang dilakukan oleh Pemerintah, 
badan use.ha milik negara, BUMD dan pihak awasta. 

Bagian Kedua 
Retribusi Ja.sa Umum 

Pasal 75 
{II Jen is pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) hurufa meliputi: 
a. Pelayanan Kesehatan; 
b. pelayanan kebersihan; 
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; 
d. pelayanan pasar; dan 

(21 Pdayanan sebagaimana dimaksud pada ayat fl) disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah bcrdasarkan kewenangan masing-masing 
sebagaimana dlatur dalam ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

!JJ Pclayanan acbagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pclayanan yang 
dibcrikan oleh BLUD. 

{41 Dalam ha! terdapat penyesuruan detail rincian objek atas pclayanan yang 
dibcrikan oleh BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pcnyesuaian 
detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan 
ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(SI Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dcngan ketentuan: 
a. tidak bcrtentangan dengan pcraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 
b. tidak menghwnbat iklim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(61 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pcmerintahan di bidang 
keuangan negara, mentcri yang menye:lenggarakan Urusan Pemerintahan 
dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) har:i kerja sejak Peraturan 
Bupati ditetapkan. 

Pasal 76 
(l) Subjek Retnbusi Jasa Umum merupakan orang pribacli atau Sadan yang 

menggunakan atau menikmati pclayanan Jase. Umum. 
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Sadan yang 

menurut pcraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. 

Pasal 77 
(11 Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan 

perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. 
(2) Tarif Retribusi sebagaitnana dimabud pada ayat (1) merupakan nilai 

rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besamya Retribusi yang I 
terutang. 



(3) Dalam hal tarif retribusi eebagaimana dimaksud pada ayat (11 dinyatakan 
dalam satuan mata uang selain rupiah, pcmbayaran retribusi dim.aksud 
tetap harus dilakukan dalam aatuan mata uang rupiah dengan 
menggunaan kura pada aaat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk 
kepentingan perpajakan. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dapat ditentukan 
acragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan 
sasaran penetapan tarif Retribusi. 

Pa.sa1 78 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum 

ditetapkan dengan mempcrhatikan biaya pcnyediaan jasa yang 
beraanglruta.n, kemampuan masytll"llkat, aspek kead.ilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana d.imaksud pada ayat {I) meliputi biaya operasional don 
pemeliharaan, biaya bunga, don biaya modal. 

(3) Dalam hal pcnetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pcnetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Prinsip dan sasaran delam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang 
diberikan oleh BLUD ditetapkan eeeuai dengan ketentuan pcraturan 
perundang-undangan mengenai BLUD. 

Paragraf I 
Pelayanan Kesehatan 

Paaa.l 79 
Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 75 aya1 (1) 
hurufa merupakan pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di UPrD Puskesmas, 
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, 8alai Pengobatan, UPTD Balai 
Kesehatan Gigi dan Mulut, UPTD Laboratorium Kualltas Air dan Penyehatan 
Llngkungan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan 
lainnya yang sejenis yang dimilik.i dan/atau dikelola olch Pemerintah Dacrah, 
kecuali pelayanan adm.inist.rasi. 

Pasal 80 
Tingkat pcnggunaan jasa pelayanan keseha1an diukur berdasarkan jenis 
pelayana.n, frekuensi pelayanan dan/atau jangka walctu pclayanan. 

Pa,-,graf 2 

Retribusi Keberaihan 

Pasal 81 

!I) Pelayanan Kebersihan sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 75 ayal (1) huruf 
b mcrupakan pelayanan kcbersihan yang diselenggarakan oleh Pemcrintah 
Daerah meliputi: 
a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbemya ke lokasi 

pembuangan sementara.; 
b. pengangkutan sampah dari sumbemya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara kc lokasi pembuangan akhir sampah atau pcngola.han atau 
pcmusnahan akhir sampah; 

c. pcnyediaan lokasi pembuangan atau pcngolahan atau pemusna.han 
akhir sampah; 

d. penyediaan dan/atau pcnyedotan kasus; dan 
c. pcngo!a.han limba.h cair rumah tangga, perkantoran dan industri. 

I 



(2) Dikecualikan dan pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) yaitu pelayanan kebersihanjalan umum, tarnan, tempat ibadah, sarana 
sosial dan tempat umum lainnya. 

Pasal 82 
Tingkat penggunaan Jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis 
pela.yanan, frekuenst pelayanan, volume dan/atau jenis sampah, llmbah 
kakus/limbah cair. 

Paragraf' S 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Paoal 83 
Pclayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan 
umum yang ditentukan oleh Pcmerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Paoal84 

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umwn diukur 
bel'Willarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir frekuensi 
pelayanan dan/ataujangka waktu pemakaian tempat parkir. 

Pru..,..r4 
Pelayanan Pasar 

Pasal 85 

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat {I) huruf d 
merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, 
Jos. kios, yang dikelola oleh Pemenntah Daerah, 

Pasal 86 
Tingkat penggunaan Jasa atas Pclayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi 
pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakruan 
fasilitas pasar. 

Pasal 87 
Struktur clan besaran tarif Retribusi Ja.sa Umum tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kctiga 
Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 88 

fl) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan 
objek Retribusi Jass. usaha sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 74 ayet (I) 
hurul' b meliputi: 
a. penyediaan tern.pat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan 

tempat kegiatan usaha lainnya; 
b. penyedlaan tempat pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan 

termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; 
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 
d. penyediaan tempe.t penginapan atau pesanggre.han atau vila; 
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f 
{. pelayanan Jasa kepelabuhan; j 



g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 
h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan. 
1. pemanfaatan asel Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan ruga.s 

dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset 
Daerah dcngan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimane. dimaksud pada ayat (1) dtsedia:kan 
atau diberikan oleh Pcmerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah 
sebugaimane. diatur dalam pcraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) termaeuk pelayanan yang 
diberikan oleh BLUD 

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objelt atas pelayanan yang 
diberikan oleh BLUD sebagimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Bupati se11uai dengan kctentuan pcraturan pcrundang-undangan 

(5) Detail rincian objek retribusi yang diatu:r dalam Pcraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada huruf (4), dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bertentangan dengan pcraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 
b. tidak menghambat iklim investasi di do.erah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(6) Peraturan Bupati sehagaimana dimaksud pada ayat (5) disa.mpaikan kepada 
mcnteri yang menyelenggarakan Urusan Pcmerintahan di bidang keuagan 
negara., mcntcri yang mcnyelenggarakan Un.usan Pemerintahan dalam 
negcri, DPRD paling !ambat 7 (tujuh) hari kerja semenjak Pemturan Bupati 
ditetapkan. 

Pasal 89 
(11 Subjek Retribu1i Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha. 
(2) Wajib Retribusi Jasa Usa:ha merupakan orang pribadi atau Badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pcmbayaran Retribusi at.as pelayanan jasa usaha. 

Paoal90 
(1) Beaaran Retribusi Jasa Us.aha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian 

antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. 
(2) TarifRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah 

yang ditctapkan untuk menghitung besamya Retribusi yang terutang. 
(3) Dalam hal tarif retnbusi sebagaimana drmajceud pada ayat (1) dinyatakan 

dalam satuan mata ueng selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud 
tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunaan 
kucs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk 
kepentingan pe,pajakan. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) do.pat ditentukan 
seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinaip d.an 

sasaran penetapan tarif Retribusi. 

Pasa.l 91 
(I) Prinsip dan sasaran dalam penctapan besamya tarif Retribusi Jase. Us.aha 

untu.k memperoleh lteuntungan yang layak. 
12) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keuntungan yang dipemleh apabila pelayanan Jase. Usaha terse but dilakukan 
&ecara elisien clan beronentasi pada harga pasar. 

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tanI Retribusi Jase. Uaaha yang 
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan l 
perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD. 



Paragn>f l  
Penycdiaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pua.- Grosir, Pertokoan, Dan 

Tempat Kcgietan Usaha Lainnya 

Pasal 92 
Penyediaan Tcmpat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, den tempat 
kegiatan usaha lainnya sebagaimena dimakaud dalam Paaa.J. 88 ayat (I) hurufa 
mcrupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa rasilitas pasar grosir, dan 
fasilitas pasar atau penokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha 
lainnya yang discdiakan atau diselenggarakan olch Pemerintah Daerah. 

Pasal 93 

Tingkat penggunaan Jaaa etas penyediaan tempat kcgiatan usaha diukur 
berdasarkan Juas tempat usaha, frekuenai layanan, dan/atau jangka walctu 
pcmakaian fasilit.as Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat us.aha lainnya 

Pan,graf2 

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan 
Tcnnasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 

Paul 94 
fll Penyedraan Tempat Pelelangan lkan, Temak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan 

termasuk fasilita.., lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 88 ayat (1) hurur b merupakan 
penyediaan tcmpat pclelangan yang secara khusus disediakan olch 
Pcmerintah Oacrah untuk melakukan pelelangan ikan, temak, hasil bumi, 
dan hasil hutan termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang 
d.isediakan di tempat pelclangan. 

(2) Termasuk penyediaan tempat pelclangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) merupakan tempat yang d.isewa oleh Pemerinlah Daerah dari pihak lain 
untuk dijadikan sebaga.i tempat pelelangan. 

Pasal 95 
Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat pelelangan ikan, temak, hasil 
bumi dan hasil hutan tennasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat 
pelelangan diukur berdasarkan luas tcmpat pelelangan, frekuensi pelayanan, 
dan/ataujangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelclangan. 

Paragraf 3 

Peoyediaan Tempat Khusus Parkir dr Luar Sadan Ja1an 

Paul 96 
Pcnyecliaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimabud 
dalam Pasal 68 ayat (11 hurufc merupakan penyediaan tempat khusus parkir di 
luar badan jalan yang d.isediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olch Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 97 

Tingkat penggunaan Jasa atas penycdiaan tcmpat khuaus parkir di luar badan 
jalan d.iukur berda.sarkan jenis kendaraan, frckucnsi pcla.ys.nan, dan/atau 
jangka wa.ktu pemakajan fasilitas tern pat khusus parkir di Juar bad.an jalan 

I 



Paragraf4 
Penyediaan Tern.pat Penginapan a.tau Pesanggrahan atau Villa 

Paaa! 98 
Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan a.tau vi.la sebagaim.ana 
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat 
penginapan atau pesanggrahan a.tau vila yang disediakan, dirniliki dan/atau 
dikclola oleh Pemerintah Dacrah. 

Pa,al 99 
Tingkat penggunaan Ja.sa etas penyediaan Tempat Penginapan atau 
Pesanggrahan a tau Vila diukur berdaaarkan jenis fasilit.a.s, frekuensi pelayanan, 
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tcmpat penginapan atau 
pesanggrahan atau vila. 

Parag:raf 5 
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Temak 

Pasal 100 
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Temak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa1 88 ayat (lj huruf e merupakan pclayanan rumah pemolOngan hewan 
temak tennasuk pclayanan pemcrikaaan kcsehatan hewan sebelum dan 
seaudah dipotong yang disediakan, dimihki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Da<rah 

Pasal IOI 
Tingkat penggunaan jasa atas pclayanan rumah pemotongan hewan temak 
diukur berdasarkan jenis hewan temak, jenis pelayanan, frekucnsi pelayanan, 
dan/ataujangka waktu pemakaian reenttee Rumah Potong Hewan 

-· Pelayanan Jasa Kepelebuhanan 

Pasal 102 
Pelayanan Jasa atas JWJO. Kepclabuhanan scbagrumane. dim.aksud dalam Pasal 
88 ayat (1) huruf r merupakan pclayanan kepe\abuhanan pada pclabuhan yang 
discdialcan, dimihki, dan/atau dikeloll:I. olch Pcmerintah Dacrah .. 

Pasal 103 
Tingkat penggunaan Jasa alas pclayanan Jasa kcpclebuhanan diukur 
berdasarkan f'relrucnsi pelayanan, jangka waktu pcmakaian fasilitas 
kcpclabuhan, jeni:s pelayanan, dan/atau volume pcnggunaan pelayanan 

Pa,agn,!7 
Pclayanan Tempat Rekreasi, Pariwreeja dan Olahraga 

Pasal 104 
Pelayanan Tcmpat Relaeasi, Pariw:isata dan Oiahraga. eeba.gajmana dimak:sud 
dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rclaeasi, 
pariwisata dan ola:hraga yang discdiakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah 
Dauah 

Pasal 105 
Tingkat penggunaan Jasa ata1 Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan 
Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilita.:s, frekuensi pelayanan, dan/atau 
jang.ka waktu pcmakaian fasilitas tempat rekreaar, panwisata, dan olah rage. t 



-· Peojualan Hasil Produksi Uaaha Pemcrintah Daerah 

Pasa.l 106 
Pcnjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Oacrah sebagaimana dimabud 
dalam Pasal 88 ayat (I) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha 
Pcmerintah Oaerah. 

Pasal 107 
Tingkat penggunaan Jasa atas Penjualan Hastl Pmduksi Usaha Pcmerintah 
Dacrah diukur berda.sarkanjenia dan/atau volume produksi usaha Daerah .. 

Paragrnf9 
Pemanfaatan Aset daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optima1isasi Aset Daerah 
Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Kctentuan 

Peraturan Perundang-Undangan 

Paaal 108 
Pemanfaatan a.set daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisa8i perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan 
tidak mengubah status kcpemilikan sesuai dcngan kctentuan peraturan 
perundang-undangan sebegaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) huruf i 

merupakan pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang 
tidak menganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pcrangkat 
daerah dan/atau optimalisasi aset Dacrah dengan tidak mengubah 1tatu1 
kcpemilikan aeauai dcngan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 109 
Tingkat penggunaan Jasa ataa pemanfaatan a.set Dacrah yang tidak 
mcngganggu tugae dan fungsi organiaasi perangkat Dacrah dan/atau 
Optimaliaaai a.set Dacrah dengan tidak mcngubah status kcpcmilikan seaua.i 
dengan kctentuan peraturan pcrundang-undangan diukur bcrdaaarkan jcnia 
pe)ayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aaet 

Dacrah. 

Paeal 110 
Struktur dan bcaaran tarif Retribuai Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpiaahkan dari Peraturan Dacrah ini. 

Bagian Keempat 
Rctribusi Perizinan Tertcntu 

Paaal 111  
(I) Jcnia pelayanan pcmbcrian izin yang mcrupakan objck Rctribu1i Perizinan 

Tcrtcntu acbagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat ( 1) huruf c mcliputi; 
a. PBG; dan 
b. penggunaan tcnaga kcrja asing. 

(21 Pclayanan acbagaimana dimakaud pada ayat (1) diacdiakan atau dibcrikan 
olch Pemcrintah Dacrah bcrdasarkan kcwenangan Dacrah scbagaimana I 
diatur dalam ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 



Pasal 112 

(I) Subjek Retribusi Perizinan Tertenlu merupakan orang pribadi alau Sadan 
yang menggunakan alau menikmati pemberian Perizinan Tertentu. 

(2) Wajib Retribusi Pcrizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan diwajiblcan untuk melakulcan 
pembe.yaran Retribusi etas pemberian Perizinan Tertentu. 

Pasal 113 

(I) Besa.ran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdaaarken 
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan larif retribusi. 

(2) Khu.sus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran 
Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa alas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan 
Retribusi PBG. 

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrdiri atas: 
a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau 
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung. 

Pasal 114 

(I) Tingkat penggunaan jasa ates pelayanan Penzinan Tertentu mcrupakan 
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar aJokasi beba.n biaya yang 
dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakanjasayang bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa alas pelayanan Perizinan Tertentu sebagairna.na 
dimabud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: 
a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mcncenninkan biaya 

penyelenggaraen penyediaan pelayanan; dan 
b. peleyanan penggunaan tenaga kcrja asing diukur berdasarkan frekuensi 

penyediaan pelayanan dan/ataujangka waktu pelayanan. 

Pasal 115  

(1) Prinsip dan sasaran dala.m penetapan besamya tarif Retribusi Perizinan 
Tertentu didaaarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau scluruh 
biaya penyelenggaraan pemberian i%in yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin scbagWIIlana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi biaya penerbitan dokumen uin, pengawasan, penegakan hukum, 
penatauaahaan, dan/atau blaya dampak negati! dari pemberian izin terse but. 

(3) Khusus untuk Pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Bangunan Gedung. 

(4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rence.na penggunaan tenaga kerja asing 
peapanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada 

ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 
(5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam 

�piran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dae rah t 
LIU. I 



Paragra! I 
Pelayanan PBG 

Pasal 116 
(l) Pelayanan pembenan izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l l ayat 

(l) huruf a mcliputi pcnerbitan PBG dan SLF olch Pcmcrintah Daerah sesuai 
dengan kctcntuan peraturan pen.mdang-undangan. 

(2) Penerbitan PBG den SLF scbagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. kegiatan layanan konsultasi pcmenuhan stander teknis; 
b. pcnerbitan PBG; 
c. inspeksi bangunan gcdung; 
d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan 
e. pencctakan plakat SLF. 

(31 Pmerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibcrikan 
untuk pcnnohonan pcrsetujuan: 
a. pcmbangunan baru; 
b. BG yang sudah terbangun dan bclum mcmiliki PBO dan/atau SLF; 
c. PBG pcrubahan untuk: 

1. pcrubahan fungsi BG; 
2. pcrubahan lapis BG; 
3. pcrubahan luas BG; 
4. perubahan tampak BG; 

5. perubahan spcsilika.si dan dimcnsi komponen pada BG yang 
mcmpengaruhi aspek keselamatan dan / atau kcschatan; 

6. pcrkuatan BG terhadap tingkat kcrusakan sedang atau berat; 
7. pcrlindungan dan / atau pcngcmbangan BO ca.gar budaya; a tau 
8. pcrbaikan BG yang terlctak di kawasan cager budaya. 

d. PBO pcrubahan tidak diperlukan untuk pckerjaan pcmeliharaan dan 
pckerjaan pcrawatan 

(4) PBG pcrubahan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf c tidak 

dipcrlukan untuk pckcrjaan pcmeliharaan dan pckcrjaan pcrawatan. 
(5) Dikccualikan dari pcngenaan Retribuai atas pclayanan PBG aebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ya.itu pcmbcrian izin pcrsetujuan Bangunan milik 

Pemerintah, Pemerintah Dacrah, clan Bangunan yang memiliki fungsi 
keagamaan atau peribadatan 

Pasal 117 
(I) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a tcrdiri atas 

formula untuk: 
a. Bangunan Gedung; dan 
b. Praaarana Bangunan Gedung. 

121 Formula yang menccnninkan biaya pcnyclcnggaraan pcnycdiaan pclayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I J terdiri ates: 
a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 

I. Luas Total Lantai; 
2. Indeks Lokalitas; 
3. lndeks Terintegrasi; 
4. lndeks Bangunan Gedung Terbangun, dan 

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: 
I. Volume; 
2. lndeks Prasarana Bangunan Gedung; clan 

3. lndeks Bangunan Gedung Tcrbeng 



Paragn,!2 
Penggunaan Tenaga Kcrja Asing 

Pasal 118 
(11 Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing scbagaimana dimaksud dalam 

Paaa.l 111  ayat (1) huruf b mcrupakan pclayanan pcngcsahan rcncana 
penggunaan tenaga kerja a.sing perpanjangan di Daerah scsuai dengan 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan mengenai pcnggunai 
pcnggunaan tenaga kcrja a.sing 

{2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pclayanan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yajtu pcnggunaan tenaga kerja asmg oleh instansi 
Pemerintah, Pemerintah Dacrah perwakilan negara asing, badan 
intcmasional, !embaga sosial, lembaga keagarnaan, dan jabatan tertentu di 
lembaga pendidikan. 

Pasal 119 
(I) Beaaran tarif Rctribusi pcnggunaan tcnaga kerja asing ditetapkan scbcsar 

USO 100 (aeratus dollar Amerika SerikatJ pcrjabatan per orang pcrbulan. 
(2) Retrtbual pcnggunaan tcnaga kerja assign dibayarkan scsuai dcngan jangka 

waktu persetujuan pcngesahan rencana pcnggunaaantenaga kerja asing dan 
dibayarkan dimuka. 

(3) Rctribusl pcngguna tcnaga kcrja asing sebagaaimana dimaksud pada ayat 
(I) dibayarkan dcngan rupia bcrdasa.rkan Kurs yang bcrlaku pada saat 
pcmbayaran Rctribusi oleh wajsb pajak 

Pasal 120 

(1) Tari! Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun seka.li. 
(2) Pcninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dila.kukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perckonomian, 
tanpa melakukan penambahan objek Retribus1. 

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 khusus 
layanan PBG hanya terhadap beaaran harga/indeks dalam l8bel 
HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) khusus 
layanan PrKA berdaaarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan 
pemerintah mengenai Jenis dan tarif atas jerus Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribus1 hasil peninjauan 
sebagaimana dimak.sud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat (4J diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima 
Pemanfaatan Penerimaan Retribus1 

Paaal 121 

{l) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan 
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggara.an 
pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Pemanl'.aatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh. 
BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai BLUD. 

(3) Ketentuan lebih. lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi 
sc:bogaimana dimak.sud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peratunm l 
Bupati. 



BABIV 

TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Bagi.an Kcsatu 
Pemungutan Pajak 

Pasal 122 

(I) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 
sendiri oleh WaJib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2) Pclaporan SPrPD scbagaimana dimaksud pada ayat ti) dilakukan scliap 
masa Pajak. 

13) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD 
:,ebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan l!laflQi administrasi 
berupa denda. 

(4) Sa.nksi admmistrasi berupa denda sebagaimana dimiliud pada ayat (3), 
ditctapkan dcngan STPD dcngan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD. 

151 Sanksi adminisLrUi berupa denda sebagahnana dimaksud pada ayat (3), 
tida.k dikenakanjika Wajib Pajak mengalami keadaan kahaJ' (force majeure). 

!61 Kriteria keadaan kahar [lcrce majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kcbakaran: 
c. kerusuhan massal atau huru-hura; 
d. wabah penyakit; dan/atau 
e. keadaan lain bermlsarkan pertimbangan Bupati 

Paaal 123 

{I) Pcmungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
umum dan tata caca pemungutan Pajak dan Retribusi. 

(2) Ketentuan um um dan tata care. pemungutan Pajak dan Retribusi 
&ebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi pengaturan mengenai: 
a. pendaftamn dan pendataan; 
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; 
c. pembayaran dan penyeton:rn; 
d. pelaporan; 
e. pengurange.n, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; 
r. pemeriksaan Pajak; 
g. penagihan Pajak dan Retribusi; 
h. keberatan; 
i. gugatan; 
j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati: dan 
k.. pengatu.ran lain yang berkaitan denge.n tat.a cara pemungutan Pajak dan 

Retribusi. 
(l) Pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui 1i1tem pembayamn berbasis 
elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembe.yaran berbasis elektronik belum tersedia, 
pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dapat 
dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(SJ Ketentuan umum dan tat.a cara pemungutan Pajak dan Retribusl 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesua.i 
denge.n ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 



Pasal 124 
(I} Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 4 ayat (I) wajib mendaftarkan 
diri dan/atau objek Pajalmya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
dengan menggunakan: 

a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penctapan Bupa.ti sebe.gaimana dimaksud dalam Pasal 
4 aya.t (l); da.n 

b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 
Bupati sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 4 ayat fl). 

{2) Wa.jib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 
sendiri oleh Wa.j1b Pajak sehagaima.na dimaksud dalam Pa.sa.l 4 ayat (2) 
wajib mendaftarkan diri dan/atau ob:jek Pajaknya kcpada Bupati atau 
Ptjaba.t yang ditunjuk. 

(3) Pci.daftaran sebagaimana dimabud pa.da ayat (1) dan ayat {2), kcpa.d.a 
Wajib Pajak dibcrikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang 
ditunjuk. 

(4} Selain diberikan NPWPD aebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejaba.t 
yang ditunjuk d.apat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis 
penomoran la.in yang dipersamakan untuk jcnis Pajak yang memcrlukan 
pendaftaran objck Pajak. 

(5) NPWPD sebagaimana drmakeud pada. ayat (3) untuk orang pribadi 
dihubungka.n dengan nomor induk kependudukan. 

(6) NPWPD scbagaimana dimaksud pa.da ayat (3) untuk Badan dihubungkan 
dcngan nomor induk berusaha. 

(7) Ketentuan sebegaimana. dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk: 
a. Wajib Pajak PBBKB, tennasuk pemungut PBBKB, yang berstatus 

badan usaha mllik ncgara atau badan usaha milik daerah; dan 
b. We.jib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus bad an usaha m!lik 

negara a.tau badan usaha milik daerah. 
(8) Dalam ha! Wajib Pajak seba:gaimana drmaksud pada ayat (2) tidak 

mendaftarkan diri, Kepala Dacrah a.tau Peja.bat yang ditunjuk secara 
jabatan mcncrbitkan NP'WPD berdaaarkan data yang diperoleh a.tau 
dimililci oleh Daerah. 

Bagia.n Kedua 
Pemungutan Retribusi 

Pasal 125 
(I) Bcsaran Retribusi terutang ditctapkan dengan SKRD ateu dokumen lain 

yang dipersam.akan, baik bcrbentuk dokumcn tercetak maupun dokumen 
ck:ktronik. 

(2) Dokumcn lain yang dipenamakan dapat bcrupa. karcis, Jrupon, kartu 

langganan, tagihan BLUD, dan surat pcmberitahuan pcmbayaran dari 
aplikasi pclayanan a.tau pcrixinan clcktronik. 

(3) Bupa.ti dapa.t mcmbcrikan kcmudahan perpajakan Daerah kepa.da Wajib 
Pajak, berupa.: 
a. papa.njangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau 
b. pembcrian rasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak 

tcrutang a.tau Utang Pajak. 
(4) Perpanjangan batas waktu pembayaran a.tau pelaporan Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a dtbcrikan kepada Waj1b Pajak yang 
mcngalami kcadaan kahar aehingga Wajib Pajak tidak mampu memcnuhi 
kewajiban Pajak pada waktunya. 

(5) Perpanjangan batas waktu pembayaran a.tau pelaporan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan Bupa.ti seca.ra jabatan a tau 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan d.alam keputusan I 
Bupati. 



(6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang 
atau Utang Pajak sehegaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakulcan 
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar 
Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 
pelunasan Pajak pada waktunya. 

(7J Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang 
atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan 
Bupati berda.sarkan pcnnohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam 
keputusan Bupati. 

(8) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pcmbayaran Pajak 
terutang sehegaimana dimaksud pada ayat (6), Bupau mempcrhatikan 
kepatuhan Wajib Pajak dalam pcmbayaran Pajak selama 2 (dua) tahun 
terak.hir. 

(9) Keputusan Bupati atas pcnnohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), dapat berupa: 
a. menyetujui jnmlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan pennohonan Wajib Pajak; 
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran 

atau lamanya penundaan yang ctimohonkan Wajib Pajak; atau 
c. menolak pcrmohonan Wajib Pajak. 

(IOl�tujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b paling lama 
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh em pat) bulan. 

(ll)Pembayaran angsuran setiap masa angauran dan pembayaran Pajak yang 
ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (no! koma enam persen) per bulan dari 
jumlah Pajak yang masih hams dibayar, untukjangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) 
bulan. 

(12)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (4) dan ayat (6) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 

c. kerusuhan mass.al atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(13)Ketentuan Jebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian 
kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABV 

PENGURANOAN, KERINOANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN 
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PA.JAK/RETRIBUSI 

Pasal 126 
(1) DalaJn mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat 

memberikan insentif riskal kepada pelaku usaha di Daerah. 
(2) lnsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan eteu penghapusan atas pokok Pajak, pokok 
Rctribusi, dan/atau sanksinya. 

{3) Insentif fiskal sehllgaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi.kan atas 
permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi ateu diberikan seca.ra 

jabatan o!ch Bupati berdasarkan pcrtimbe.ngan, meliputi: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 
b. k.ondisi tertentu objek Pajak, sepcrti objek Pajak tcrkena bencana a1am, 

k.ebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bulcan karena 
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan olch Wajib Pajak dan/atau 
pihak lain yang bertujuan untuk mcnghindari pembayaran Pa;jak; 

c. untuk mendukung dan mclindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 

d. untuk mcndukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas t 
Daerah; dan/atau 



e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapa.i program 
prioritas nasional. 

(4) Pembcrian insentif fiskal sebagaimana dimakaud dalam ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati dan dibcritahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

(5) Pembcritahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat {4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam 
membcrikan insentif fiskal. 

{6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata eara pembcrian 
insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 127 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dape.t memberikan keringanan, 

pengurangan, pembebaaan, dan penundaan pemba.yaran atas pokok 
dan/atau sa.nksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. 

(2) Kondisi Waj1b Pajak atau Wajib Retribusi seba.gaimana dimaksud pada ayat 
(!) bcrupe. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau 
tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi lahan 
pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati We.jib 
Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sa.mpa.i dengan ba.tas tertentu, 
dan objek Pajak yang terdampak bcncana alam, kebakaran, huru-hara, 
dan/atau kerusuhan. 

BABVI 
KERAHASIAAN DATA WA.JIB P.'.JAK 

Pasal 128 
(1) Sctiap pejabat dilarang membcritahukan kepada pihak lain aegala sesuatu 

yang diketahui atau dibcritahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 
rangkajaba.tan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 
penmdang-undangan di bidang perpajakan Daera.h. 

{2) Larangan sebagaunanadimaksud pada ayat (I) bcrlakujuga terhadaptenaga 
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan 
kelentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. 

{3) Dilce<:ualikan dari ketentuan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dan ayat 
(2) yaitu: 
a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli 

dalam sidang pengadilan; dan 
b. pejabe.t dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan o\eh Bupati untuk 

memberikan keterangan kepada pejebet lemba.ga negara atau instansi 
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 
keuangan Daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis 
kepw:la pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli 
aebagaimana dimakaud pada ayat (2), agar membcrikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tenulis dari at.au tentang Wajib Pajak kepada pihak 
yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilen dalam perkara pidana at.au 
perdata, atas pennintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan 
hukum acara perdata, Bupati dapat membcrikan izin tertulis kepada pejabat 
aebagaimana dimaksud pe.da ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), untuk mcmberiken dan memperlihatkan buku j 
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada pw:lanya. l 



BABVH 

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Pasal 129 
(1) Perangka.t Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Rctribusi 

dapat dibcri inscntif atas dasar pcncapaian kinerja tertentu. 
(2) Pcmberian insentif scbagaimana d.imaksud pada ayat (1) d.itetapkan melalui 

APBD. 
(3) Ketenruan lcbih lanjut mengenai tata cara pemberian dan peman!aatan 

inscntif sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati 
dcngan berpedoman pada ketcntuan peraturan perundang·undangan. 

BABXI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 130 

(1) Pejabat pcgawai negcri sipil tertentu di lingkungan Pcmerintah Dacrah diberi 
wewenang khusus sebagai pcnyidik untuk mclakukan pcnyidikan tindak 
pidana di bidang pcrpajakan Daerah dan Retribuai, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang mengenai Hukwn Acara Pidana. 

(2) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaltu pejabat pegawai negeri 
aipil tertentu di lingkungan Pcmerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 
yang bcrwenang scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang pcnyidik scbagaimana dimakaud pada ayat (I) meliputi: 
a. menerima, mencari, mcngumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan bcrkcnaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
dan Retribusi agar ketcrangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lcngkap dan jelas; 

b. mcncliti, mcncari, dan mengumpulkan keterangan mengcnai orang 
pribadi atau Sadan tentang kebcnaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Dacrah dan Retribusi; 
c. meminta kctcrangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 

schubunpn dengan tindak pidana di bidang pcrpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

d. mcmeriksa buku, catatan, dan dokumcn lain bc:rkenaan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusr; 
e. melakukan pcnggeledahan unruk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pcncatatan, dan dokumcn lain, scna melakukan penyitaan terhadap 
ba.han bukti teraebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pclakiJanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribuai; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tcmpat pada aaat pemeriksaan aedang berlangsung dan memerikaa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seaeorang yang bcrkaitan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah clan Retnbuai; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya clan dipcriksa sebaga.i 
teraangka atau aaksi; 

j. menghentilcan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pcnyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pcnyidik sehegaimana dimaksud pada ayat (IJ memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan basil pcnyidikannya kepada penuntut umum 
melalui penyidik pejabat Polisi Negara RepubUk lndoneaia, scaual dengan 
ketentuan yang d.iatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara i 
Pidana 



BABXll 
KETENTUAN PIOANA 

Pasal 131 
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan sc:ba.gaimana dimaksud dalam Pasal 124, sehingga merugikan 
Keuangan Oaerah, diancam dengan pidana lcurangan atau pidana denda 
aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mcmerauhi kewajiba.n perpajakan 
sebagaimana dimWud dalam Pasal 124, schingga merugikan Keuangan 
Daemh, diancam dengan pidana lcurungan atau pidana denda sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 132 
Tindak pidana di bidang perpajakan Oaerah tidak dapat dituntut apabila telah 
melampauijangka waktu 5 (limal tahun 1erhi1ung sejak saat Pajak teru1ang a tau 
maaa Pajak berakhir atau ba.gian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang 
bersangkutan berakhir. 

Pasal 133 
Wajib Rctribusi yang tldak melaksanakan kewajiba.n memba.yar atas layanan 
yang digunakan/dillikmati aeba.gaimana dimaksud da1am Pasal 76 ayat (2), 
Pasal 89 ayat (2), dan Pasal 112 ayat (2), sehinggamerugikan Keuangan Oaerah, 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (bgal bulan atau pidana denda 
paling ba.nyak 3 (tiga) kah darijumlah Retribusi tcrutang yang tidak atau kurang 
dibayar. 

Pasal 134 
Pejabe.t a tau tenaga ahli yang mclanggar lanmgan kerahasiaan data Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (I), dipidana sc:suai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pas.al 135 
Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal 
132, dan Pasal 133 merupakan pendapatan ncgara. 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pa&al 136 
(I) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban 

Wajib Pa;ak dan Wajib Retribusi yang belum diselesa.ikan sebelum Pcraturan Daerah ini diundangkan, penyelcsaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Pcreturan Daerah ini. 

(2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 
(3) Kctcntuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan be.rang milik dacrah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai ' berakhimya mass perjanjian. 



Pasal 137 
Ketentuan mengcnai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 129, hanya dapat dila.ksanakan sarnpai dengan 
diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang 
telah mempertimba.ngkan kel.es jabatan untuk tuga.s dan fungei pemungutan 
Pajak dan Retribusi. 

BABXN 
KETENTUAN PENLrTUP 

Pasal 138 
Pada saat Peraturan Daerah ini mula.i berlaku, Peraturan Bupati yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor l Tahun 2011 tentang Pajak 

Bea Perolehan HakAtaa Tanah dan Banguna.n (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2011 Nomor l); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 
Reldame (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 2); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3) 
sebllgaimana tel.eh diubah dcngan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 9); 

d. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Hotel (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 4); 

e. Peraturan Dacrah Ka bu paten Pinrang Nomor 5 Tt!..hun 2011 ten tang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2011 Nomor SJ; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tt!..hun 2011 tentang Pajak 
Pcnerangan Jalan (Lembe.ran Daerah Ka bu paten Pinrang TahWl 2011 Nomor 
6); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak 
Rcstoran (Lembaran Daerah Ka bu paten Pinrang Tahun 2011 Nomor 7); 

h. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 TahWl 2011 tenta.ng 
Retribusi lzin Mendinkan Bangunan (Lembaran Oaerah Kabupatcn Pinrang 
Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana tel.eh diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 7 Ta.bun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rctribusi lzin 

Mendirikan Bangunan {Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2018 
Nomor 7); 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pcrsampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 12); 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retnbusi Pel.eyanan Pemakaman Dan Penguburan Mayat (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 13); 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Retribusiretr:ibusi Pcmeriksa.an Alat Pemadaman Kebakacan (Lembe.ran 
Daerah Kabupaten Pinmng Tahun 2011 Nomor 14); 

I 



I. Pcraturan Oaerah Kabupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tcntang 
Rctribusi Pclayanan Pasar (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 
2011 Nomor 16),eebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah 
Ka bu paten Pin rang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Oaerah Ka bu paten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Retribusi 
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2017 Nomor 2J; 

m. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2011 Nomor 17); 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 201 l tentang 
Rctribusi Izin Trayck (Lcmbaran Dacrah Ka bu paten Pin rang Tahun 2011 
Nomor 18); 

o. Pcraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 
Nomor 19); 

p. Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2011 Nomor 20); 

q. Peraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Pelayanan Kcschatan Pada Dinas Keschatan dan Jaringannya 
(Lcmbaran Daerah Ka bu paten Pin rang Tahun 2011 Nomor 26), scbagaimana 
tctah diubah dcngan Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 11  Tahun 
2018 tcnt.ang Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 
26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kcschatan Pada Oinas 
Kesehatan dan Jaringannya (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 
2018 Nomor 11); 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2011 Nomor 27); 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempa.t Rekreasi dan Olah Raga {Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2011 Nomor 29); 

t. Peraturan Dacrah Ka bu paten Pinrang Nomor l Tahun 2012 ten tang 
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daemh Kabupaten Pinrang 
Tahun 2012 Nomor 1); 

u. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Retribusi lain Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupa.ten Pinrang Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan at.as Peratunm Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Retribusi Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16); 

v. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tcntang Pajak 
Bumi Dan Bangunan Perd.esaan Dan Perkotaan (Lembaran Dacrah 
Ka bu paten Pinrang Tal!.un 2013 Nomor 2); 

w. Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 2017 tentang 
Retribusi Pengendahan Mcnara Tclckomunikasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor I); 

x. Peraturan Oacrah Kabupaten ?inrang Nomor S Tahun 2019 tentang 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinrang 
Tahun 2019 Nomor S); 

y. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir DI Tepi Jalan Umum (Lembaran Dacrah Q 
Kabupatcn Pinrang Tahun 2019 Nomor 61; I 



z. Pera tu ran Daerah Ka bu paten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Pajak 
Bumi Dan Bangunan Pcrdcsaan Dan Pcrkota.an (Lembaran Oaerah 
Kabupaten PinrangTahun 2013 Nomor 2); 

dinyalakan tctap ber!aku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam Pcraturan Daerah mi. 

Pasal 139 
Pada saat Pcraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Pcrature.n Daerah Ka bu paten Pin rang Nomor l Tahun 2011 ten tang Pajak 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
PinrangTahun 20ll Nomor l); 

b. Pcraturan Daerah Ka bu paten Pin rang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Reklamc (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 2): 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hiburan (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2011 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Plnrang 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pcrubahan atas Pcraturan Daerah Kabupaten 
Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tcntang Pajak Hiburan fLcmbaran Daerah 
Ka bu paten Pinrang Tahun 2018 Nomor 9); 

d. Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Hotel (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2011 Nomor 4); 

e. Peraturan Dacrah Ka bu paten Pin rang Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lemba.ran Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2011 Nomor SJ; 

f. Pcraturan Daerah Ka bu paten Pin rang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Pcnerangan Jalan (Lcmbaran Daerah Ka bu paten PinrangTahun 2011 Nomor 
6); 

g. Pcraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Restoran (Lcmbaran Dae rah Ka bu paten Pinrang Tahun 2011 Nomor 7); 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribu& Izin Mendirikan Bangunan (Lcmbaran Oaerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2011 Nomor 8), aebo.gaimana telah diube.h dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Ka bu paten Pinrang Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribu& mn 

Mendirikan Bangunan (Lcmbaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2018 
Nomor 7); 

1. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pclayanan Peraampahanj Kebersihan (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 12); 

J. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pclayanan Pemakaman Dan Penguburan Mayat (Lcmbaran Daerah 
Kabupeten Pinrang Tahun 2011 Nomor 13); 

k. Pcraturan Daerah Kabupalen Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Retribusiretnbusi Pcmeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran (Lembamn 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 14); 

I. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pmrang Tahun 
2011 Nomor 161, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Peruba.han ata.s Peraturan 
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor \ 
2); I 



m. Peraturan Daerah Kabupaten Pinning Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pengujian Kcndaraan Bermotor (Lembaran Oaerah Kabupaten 
PinrangTahun 2011 Nomor 17); 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jzin Trayek {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 
Nomor 18); 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Terminal (Lcmbaran Dae rah Ka bu paten Pinrang Tahun 2011 
Nomor 19); 

p- Pemturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempat Khusus Park.ir (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2011 Nomor 20); 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tent.ang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Oinas Kesehatan dan Jaringannya 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Pinrang Tahun 2011 Nomor 26), sebagaimana 
tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 
26 Tahun 2011 ten tang Rctribusi Pclayanan Keschatan Pada Dinas 
Kcschatan dan Jaringannya (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 
2018 Nomor 11); 

r. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 27 Tahun 2011 tcntang 
Rctribusi Pcmakaian Kckayaan Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2011 Nomor 27); 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tcmpat Rekrcasi Dan Olah Raga (Lcmbaran Daerah Kabupa.ten 
Pin rang Tahun 2011 Nomor 29); 

t. Pcraturan Daerah Kabupeten Pinrang Nomor l Tahun 2012 tentang 
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupa.ten Pinrang 
Tahun 2012 Nomor 11; 

u. Pcraturan Dacrah Kabupa.tcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Retribusi lzin Usaha Pcrikanan (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2012 Nomor 161, scbagaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Pcrubahan atas Pcraturan Daerah Ka bu paten Pin rang Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Retribusi Retribusi lzin Usaha Pcrikanan (Lcmbaran Daerah 
Kabupatcn Pinrang Tahun 2012 Nomor 161; 

v. Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tcntang Pajak 
Bumi Dan Bangunan Pcrdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2); 

w. Pcraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor l Tahun 2017 tcntang 
Retribusi Pcngendalian Mcnara Tclekomunikasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor I); 

x. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Rctribusi Pclayanan Tera/Tera Ulang (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2019 Norn or 5); 

y. Pcraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum {Lcmbaran Dacrah 
Kabupaten Pin.rang Tahun 2019 Nomor 6); 

z. Peraturan Daerah Kabupatcn Pmrang Nomor 2 Tahun 2013 tcntang Pajak 
Bumi Dan Bangunan Pcrdcsaan Dan Perkotaan (Lcmbaran Dacrah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2); � 

dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. I 



Pasal 140 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pin rang. 

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal q ..) o UU oa. i '1... � � BUPATI PlNRANG, 

l�ID 
I Diundangkan di Pinrang pada tanggal � .)o.UU� '1..cn...U SEKR ARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

I 
CALO DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 1 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.07.24 1 

Dipindai dengan CamScanner 
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PENJElASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PJNRANG 
NOMOR TAHUN 2024 

TENT ANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

I. UMUM 

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 
dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (desentrahsasi 
fiskalJ, eeeuei dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. 'l'ujuannya yaitu 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing 
daerah. 

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah im dengan 
dasar bahwa Pemerintah Daerah lebih mengetahui/memahwni kondisi dan 
potensi masing-masing daerah. Oalam ha! Inl, Pemerintah Daerah diberikan 
kcwcnangan untuk mengclola kcuangan daerahnya secara mandiri yang 
diwajudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pcmerintah 
Daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kcsejahteraan 
masyarakat daerahnya. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPDI rncrupalcan tindak lanjut 
at.e.s cvllluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sebelumnya di dalam 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berlakunya UU HKPD akan 
menuntut refonnasi desentralisasi fiskal sehingga diharapkan akan mcnekan 
kctimpangan fiskal yang terjadi di berbagai dacrah. UU ini diharapkan akan 

memberikan kontribusi bagi perturnbuhan ekonomi nasional. UU HKPD juga 
menggabungkan perbaikan pengaturan mengenar Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang scbelumnya diatur dalam UU 28 tahun 2009 ten tang Pajak Daerah 
dan Rctribusi Daerah untuk memperkuat local !axing power. 

Pemerintah memberikan kewcnangan kepada Daerah untuk memungut 
Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, 
pemberian sumbeT perpajakan Daerah yang baru, penycderhanaan jenis 
Retribus1, dan hannonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Pcraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mcnjadi Undang-Undang (UU Cipta Kcrja). 
Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklaai.fikaai 5 (lima) jenis Pajak yang 
berbasis konsumsi mcnjadi satujenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memihki tujuan 
untuk (i) mcnyclaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak Daerah 
sehingga mcnghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak; {ii) 
menycderhanakan administrasi perpajakan schingga manfaat yang drpercleh 
lcbih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iiil memudahkan 
pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) 
mempermudah maayarakat dalam mcmenuhi kewajiban perpajakannya, 
sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simpliflkasi 
administrasi perpaja.kan. Sci.am integras, pejak Daerah berbaaia konsumsi, 1 



PBJT mengatur perluasan Objek Pajak scperti atas parkir valet, objek rekreas1, 
dan persewaan sarana dan prasarane. olahraga (objek olahraga permrunan). 

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak 
antara level pemerintahan provinai dan kabupatcn/kota, yaitu PKB, BBNKB, 
dan Pajak MBLB. Opscn atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pcngalihan 
dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian 
Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena pcncrimaan pcrpajakan 
akan dicatat sebqa.i PAD, serta memberikan kepastian ates penerimaan Pajak 
den membcnkan kclcluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap 
level pemcrintahan dibandingkan dcngan skema bagi haail. Semcntara itu, 
penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinai sebagai sumber pcnerimaan 
beru diharapkan dapat memperkuat fungsi pencrbitan izin dan pengawasan 
kegiatan pcrtambangan di Dacrah. Hal ini akan mcndukung pengelolaan 
Keuangan Daerah yang lebih bcrkualitas karena perencanaan, penganggaran, 
den rcalisasi APBD akan lebih bail<. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah 
untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Oaerah baik 1tu bagi pemerintah 
provinsi maupun pemcrintah kabupatcn/kota. 

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah 
Retribusi. Retribus1 diklasifikasikan daiain 3 (tige.J jenia, yaitu Retribusi Jasa 
Umum, Rctribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Pcriz.inan Tertentu. Lebih lanjut, 
jumlah atas jenis Objck Rctribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jerus 
mcnjadi 18 jdelapan belas) jcnia pclayanan. Rasionalisasi tcrscbut mcmiliki 
tujuan agar Rctribusi yang a.kan dipungut Pemerintah Dacrah adalah Rctribusi 
yang dapat dipungut dengan efcktif, sena dcngan biaya pemungutan dan biaya 
kcpatuhan yang rcndah. Selain itu, raercnalisasi dimaksudkan untuk 
mcngurangi bcban masyarakat dalam mcngakses layanen dasar publik yang 
menjadi kcwajiban Pcmcrintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan 
implementasi Undang-Undang Cipta Kcf]a dalam rangk:a mcndorong 
kcmudahan bcrusaha, iklim investasi yang kondusir, daya saing Dacrah, dan 
penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. 

Upaya Penyctarasan Undang-Undang Nomor I tahun 2022 dengan 
Undang-Undang Cipta Kcrja dilakukan mclalui pembcrian kewenangan kepada 
Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Oaerah dalam rangka 
pcmbcrian insentif flskal untuk mendorong perkembangan mvestasi di Oaerah. 
Pcmerintah dapat menycsuaikan tarif Pajak den Retribusi dengan pcnctapan 
tarif yang berlaku secara nasional, serta mclakuken pengawasan dan evaluasi 
terhadap Perda mengenru Pajak dan Retnbusi yang menghambat ekosistem 
investasi dan kcmudahan dalam berusaha. 

Peraturan daerah tentang Pajak Oacrah dan Retribusi Daerah ini 
diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asll Daerah guna 
pcnyclcnggaraan pembangunan, peningkalan layanan kcpada masyarakat, dan 
peningkatan pertumbuhen ekonom1 daerah. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal2 

Cukup jc\as. 
Pa.al 3 

Cukup jelas. 
Paw , 

Culrup jclas. 
Paw s 

Ayat fl) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) I 



Cukup jelas. 
Ayat (31 

CUkup jelas. 
Ayo.t (4) 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Huraf c 

Cukup jelas. 
Hurufd 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huraf f 

Cukup jelas. 
Hurufg 

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk 
jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), 
lintas raya terpadu {Llght Rail Transit), atau yang sejenis" 
adalah jalur rel yang digunakan sebagru. mfrastruktur 
perhubungo.n untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak 
tennasuk area lain pad.a stasiun seperti kantor, gedung 
parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan 
di stasiun. 

Hurafh 
Cukup jelas. 

Pa,aJ. 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pa,aJ 8 
Cukup jelas. 

Pa,aJ. 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 1 1  
Cukupjelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayal (11 

Cukup jelas. 
Ayat (21 

Cukup jelas. 
Ayat (31 

Cukup jelas. 
Ayat {4) 

Cukup jelas. 
Ayat {51 

Cukup jelaa. 
Ayat (61 

Cukup jelas. 
A.yet (7) 

Perolehan hak karena hibah wasial atau waris tertentu antara lain 
waris atau hibah wasiat yang berlaku pad.a kebudayaan dan adat t 



Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pesa! 16 
CUkup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Ayat (I) 
Hurura 

Contoh Penjuala.n dan/atau pcnyerahan Makanan dan/atau 
Minuman: 
I Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman 

kepada konsumen. Roti dipnxluksi dari tcmpat Jain 
(pabrik roti), kcmudian didistribusikan mclalui Toko Roti 
A untuk dijual kcpa.da konsumen. Toko Roti A tidak 
menyediakan mcja, kursi dan/atau pcralatan makan di 
lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak 
memenuhi kriteria Restoran, schingga atas penjualan roti 
dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, 
mclainkan merupe.kan objek pajak pertambahan nilai. 

2. Toko Rcu dcngan mcrek dagang B pada Mal X di Kota Z 
mela.kukan pcnjualan roti dan mmuman kcpada 
konsumen. Roti diproduksi dari tempat Jain (pabrik roti), 
kcmudian didrstribueikan mclalui Toko Roti B untuk dijual 
kcpada konsumcn. Untuk meningkalkan pclayanannya 
kepada konsumen, Toko Roti B mcnyediakan meja dan 
kursi kcpada konsumen untuk menyantap di tcmpat. O!ch 
karcna itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran 
sehingga atas pcnjualan roti dan minuman yang dllalrukan 
terulang PSJT bukan objck pajak pertambahan nilai. 

3. Toko Roti dcngan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y 
di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan 
pcngolahan bahan menjadi roti) sckaligus pcrtjualan roti 
kepada konsumen. Toko dimaksud hanya mclakukan 
pcmbuatan dan penjualan Langsung kcpada konsumen 
tanpa menycdiakan mcja, kursi, dan/atau pcralatan 
makan di lokasi pcnjualan. Oleh karena itu, Toko Roti 
dimabud tidak memcnuhi kriteria Rcstoran sehmgga atas 
pcnjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak 
terutang PBJT, melainkan mcrupakan objek pajak 
pertambahan nilai. Denge.n demikian, meskipun alas toko 
roti yang memlliki merck dagang yang sama, dapat terjadi 
pcrbedaan pcrlakuan pcrpajakan, bcrgantung pada 
pclayanan rill toko roti apakah hanye. menjual (d1stribusi) 
atau memberikan pclayanan &elayaknya Restoran. 

Cukup jelas. 
Ayat (21 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukupjclas 
Pasal 20 

Cukup jelae. 
Pasal 21 I 

Hurufb 

istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/ba.ngunan yang diperoleh 
tidak dapat diJual atau harus diwariskan kembali. 



Ayat (1) 
Hurur a 

Cukup jelas. 
Hurur b 

Cukup jelas. 
H=ufc 

Cukup jelas. 
Hururd 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Hurur r 

Cukup jelas. 
Hururg 

Cukup jelas. 
Hurufh 

Cukup jclas. 
Huruf i 

Cukup jclas. 
Hurufj 

Yang dimaksud dengan "tcmpat tinggal pribadi yang 
difungsikan scbagai hotel" adalah rumah, apartcmen, dan 
kondommium yang disediakan scbagai jasa akomodasi 
sclayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk 
pcrscwaan {kontrak) jangka panjang (lcbih dari satu bulan]. 

H=uf k 
Cukup jclas. 

Ayat {21 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jclas. 
Hurufd 

Cukup jelas. 
Hurur e 

Yang dimaksud dengan "pcrsewaan ruangan untuk 
diusahakan di hotel" adalah ruangan yang discwa oleh pclaku 
usaha untuk pcnyelcnggaraan kcgiatan usaha scpcrti kantor, 

toko, atau mesin anjungan tunai mancliri (ATM) di dalam 
hotel. 

Pasal 22 
Cukup jelae 

Pasal 23 
Ayat (\) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

H=ufb 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jclas. 

Hurufc 
Cukup jelas. I 



Huruff 
Cukup jelas. 

Hurufg 
Cukup jelas. 

Hurufh 

Yang dimaksud dengan "pennainan ketangkasan• adalah 
bentuk permainan yang berada di dalam lcawasan arena 
dan/atau taman bennain yang dipungut bayaran, baik yang 
berada di dalam ruangan maupun dt luar ruangan sepcrti 
pcnnainan ding-dong. lempar bola ke dalam keranjang, 
painlball, dan sebagainya. 
Hurufi 
Yang dimaksud dengan "olahraga pcnnainan" adalah bentuk 
pcrsewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran 
(fitness center), lapangan futaal, lapangan tcnis, kolam 
renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran etas 
pcnggunaannya. 

Hurufj 
Cukup jelas. 

Huru!k 
Cukup jelas. 

Huru!I 
Cukup jelas. 

Ayat (21 
Hurufa 

Cukup jclas. 
Hurutb 

Culcup jelae. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

1 

Ayat (I) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penjualan atau penyerahan Barang dim Jasa Tertentu olch Wajib 
Pajak tcnnasuk pcnyediaan akomodasi yang dipasarlcan oleh pihak 
kctiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam 

kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak Parr adalah pemilik 
a tau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa 
akomod.asi kcpada konsumcn akhir, bukan pcnycd18 jasa 
pemasaran atau pengelolaan mclalui platform digital. 

Pusal 24 

Cukupjelas 
Pasal 25 

Cukup jclas. 
Pasal 26 

Cukupjelas 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukupjelas 
Pasal 29 

Cukupjelas 
Pasal 30 

Cukupjclas 
Pase.I 31 



Cukup jetas. 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup Jclas 
Pa,aJ 34 

Cukup Jclas 
Pasal 35 

Culrup Jelas 
Pasal 36 

Cukup Jelas 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kcgiatan penggunaan 
Air Tanah di sumbemya tan pa dilakukan pengambilan. 

Ayat (21 
Huruf a 

Culrup jclas. 
Hw-ufb 

Cukupjclas 
Hurufc 

Cukupjelas 
Hurufd 

Culrup jclas. 
Huruf e 

Cukup jclas 
Huruff 

Cukup jc!as. 
Hurufg 

Cukup jclas 
Hurufh 

Cukupjelas 
Hurufi 

Cukupjclas 

Pasal 39 

Cukup jclas. 
Pasal 40 

Culrup jclas 
Pasal 41 

Cukupjelas. 
Pasal 42 

Cukupjclas. 
Pasal 43 

Cukup jclas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
Pasal 45 

Cukup Jcla.s 
Pasal 46 

Culrup Jclas 
Pasal 47 

Culrup Jclas 
Pasal 48 

Cukup jclas. 
Pasal 49 I 



Cukup jelas. 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
Pase.I SI 

Cukup jelas. 
Pasal 52 

Cukup jelas. 
Pa,aJ 53 

Cukup jelas. 
Pa,aJ 54 

Cukup jelas. 
Pasal 55 

Cukup jelas. 
Pasal 56 

Cukup jclas. 
Pa,aJ 57 

Cukup jclas. 
Pa,aJ 58 

Cukupjclas. 
Pasal 59 

Culrup jcJas. 
Pa,aJ 60 

Culrup jclas. 
Pase.I 61 

Cukup jcla.s. 
Pasal 62 

Contoh Penghitungan: 
1. Pada tanggal 13 Ocscmber 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten di 

wilayah Provinsi mclakukan pcmbclian Kcndaraan Bermotor baru 
mclalui dealer dcngan Nilai Jual Kcndaraan Bcrmotor (setclah 
mcmpcrhitungkan bobot) sebesar Rp. 300 juta sebagaimana d.iatur 
dalam Lampiran Pcraturan Mcntcri Oalam Ncgcri yang mcngatur 
mcngenai Oasar Pcngcnaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif 
BBNKB dalam Perda PORO Provinsi sebcsar 8%, scdangkan tarif 
Opsen BBNKB dalam Pcrda PORO Kabupatcn sebesar 66%. Maka 
dalam SKPO BBNKB yang ditcrbilkan Pemcrintah Dacrah Provinsi, 
ditagihkan jumlah pajak tcrutang scbagai berikut: 

a. BBNKB tcrutang .. 8% x Rp300 juta " Rp24 juta 
b. Opsen BBNKB tcrutang • 66% x Rp24 juta • 16 juta Total 

BBNKB dan Opscn BBNKB tcrutang • Rp40 juta, ditagihkan 
bersamaan dcngan pcmungutan BBNKB mcnjadi pcncrimaan 
Pcrncrintah Daerah Provinsi, scdangkan opscn BBNKB 
mcnjadi pcncrimaan dacrah Kabupaten. 

2. Pada saat yang bersama.an dcngan perolchan kcpcmilikan 
scbagaimana oontoh 1, kcndare.an dimaksud juga diregistrasi atas 
nama pcmilik (WaJ1b Pajak A), schingga terutang PKB. Kcndaraan 
Bcrmotor tcrscbut merupakan kcndaraan pcrtama bagi WaJtb Pajak 
A. Tarif PKB kcpcmilikan pcrtama dalam Perda PORO Provinsi 
adalah sebesar l %, dan tarif opsen PKB dalam Perda PORO 
Kabupaten adalah scbcsar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang 
ditcrbitkan Pemcrintah Dacrah Provins.i, ditagihkan jumlah pajak 
terutang sebagai berilrut: 

a. PKB tcrutang" 1% x Rp300 juta • Rp3 juta 
b. Opsen PKB terutang • 66% x Rp3 juta • Rp2 juta Total PKB 

dan Opsen PKB tcrutang • RpS juta, ditagihkan bcrsamaan 
dcngan pemungutan PKB saat pcndaftaran (regidenl) 
Kcndaraan Bermotor. 

Selanjucnya sctiap tahun Wajib Pajo.k A melakukan pcmbayaran t 



PKB dan Opsen PKB seeuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif 
dalarn Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bennotor yang ditetapkan 
setiap tahun. 

Pasal63 
Cukup jclas. 

Pasal .. 

Cukup jclas. 
Pasal 65 

Culrup jelas. 
Pasa\ 66 

Cukup jelas. 
Pasal 67 

Cukup jclas. 
Pa"168 

Cukup jelas. 
Pasal 69 

Cukup jclas. 
Pasal 70 

Cukup jclas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup Jc las. 
Pasal 73 

Cukup jelas. 
Pasal 74 

Cukup jelas. 
Pasal 75 

Cukup jclas. 
Pasal 76 

Cukup jelas. 
Pasal 77 

Cukup jelas. 
Pasal 78 

Cukup jclas. 
Pasal 79 

Cukup jclas. 
Pa"180 

Cukup jelas. 
Pasal 81 

Cukup jclas. 
Pasal 82 

Cukup jelas. 

"'"" S3 Cukupjelas 
Pa"184 

Culrup jclas. 
Pas.al 85 

Cukup jclas. 
Pasal 86 

Cukup jelas. 
Pasal 87 

Cukup jelas. 
P,"188 

Cukup jelas. 
Pasal 89 

Cukup jclas. 
P,"190 I 



Cukup jelas. 
Pasal 91 

Cukup jelas. 
Pasal 92 

Cukupjelas 
Pasal 93 

Cukup jelas. 
Pasal 94 

Cukup jelas. 
Pasal 95 

Cukup jelas. 
l'Mal 96 

Ayat (!) 

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan ja!an• 
adalah rempat khusus parkir di luar ruang mihk jalan. Contoh 
tempat khusus parkir di luar badanjalanyangd1sediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tcmpat parkir 
yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau 
dikclola oleh Pemerintah Dacrah, seperti pada rumah sakit, peear, 
sarana rekrcasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah 
Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Ayat (I) 

Cukup jc!as. 
Ayat (2) 

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, 
hotel, atau aula/ruangan yang dunilild tbm/atau dikclola Perangkat 
Dacrah, yang difungsikan sebagai tcmpat 
pcnginapan/pesanggrahan/villa 

Pasal 99 
Cukupjclas 

Paaa.l 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pesa! 102 
Cukup jelae 

Pesa! 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jclas. 

Pasal 107 
Cukup jclas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Cukup jelas. 



Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 1 1 1  

Cukupjela,. 
Pasal 112 

Cukup je\as. 
Pasal 113 

Cukup jelaa. 
Pasal 114 

Cukup jelas. 
Pasal 115 

Cukup jelas. 
Paaa.l 116 

Cukupjela,. 
Pasal 117 

Cukup jelaa. 
Pasal 118 

Cukup jelaa. 
Paaal 119 

Cukupjela,. 
Pasal 120 

Cukupjelas. 
Pasal 121 

Cukup jelaa. 
Pasal 122 

Cukup jelas. 
Pasal 123 

Cukupjelas. 
Paeal 124 

Cukupjelas. 
Pasal 125 

Cukup jelas. 
Pasal 125 

Culrup jelas. 
Pasal 126 

Cukup jelas. 
Pasal 127 

Cukupjelas. 
Pasal 128 

Cukup jelas 
Pasal 129 

Cukup jelas. 
Pasal 130 

Culrup jelas. 
Pasal 131 

Cukup jelas. 
Pasal 132 

Cukupjelas. 
Paaa.l 133 

Cukupjela,. 
Pasal 134 

Cukup jelas. 
Pasal 135 

Cukup jelaa. 
Pasal 136 

Cukup jelas. 

Pasal 137 

Culcup jelaa. 



Pasal 138 
Cukup jela.s. 

Pasal 139 
CUkup jelas. 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PJNRANO TAHUN 2024 NOMOR 

I 



LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 
NOMOR l TAHUN 2024 
TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM 

A. PELAYANAN KESEHATAN 

I. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
Tari! Rawat Jal.an/Rawat lnap PuskC$rnas dan Jaringannya 

I 
' I l 

•• J&Jfl8 PELA.YAlfAN TARJF 

.. RAWAT JA.LAJI 

1 
Pelayanan Peme:riksaan/Konsultas.i Ookter Umum dan 

20,000 Ookter 01-' 
2 

Pelayanan Pemenksa.an/Konsultasi PeTawat / 
10,000 Bidan/tena�a keaehatan lai.nn a 

3 Pelayanan Pemerik8'Wl/Konaultasi Dokter Spesialis 40,000 
4 Petayanan Pemeriksaan Kunjungan Rumah 20,000 

•• P&LAYAlfAlf KEDIK GIGI DAlf IIUU1T 

1 Gigi Sulung / Susu Ekstraksi 15,000 
2 Ekstraksi Gigi Permanen Tanpa Komplikasi 23,000 
3 Elcstraka1 Gigi Permanen dengan Komplikaai Ringan 35,000 
4 Ekltraksi Gigi Permanen Ocngan Komplikasi Benit 45,000 
5 Tambalan Amalgam/ Gl.a..u lonomer Cavitas Ringan 40,000 

• Tambalan Amalgam/ Glass lonoma Cavrtas Sedang 50,000 

' 
Tamba.lan Amalgam/ Olaq lonomer Cavil!UI Berat 60,000 

8 Perawatan Syaraf Gigi dan Oanti Obat 30,000 
9 Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar 35,000 
10 Perawatan Pu!pa Capplllg 20,000 

11 Alveolectory PeT Regio 45,000 
12 Curet, lncisi, Ek!lisi 50,000 

13 Pembersihan K.arang Gigi Rmgan RA / RB 60,000 

14 Pembersihan K.arang Gigi Sedang RA / RB 90,000 

15 Pemberahan Karang Gigi Berat RA / RB 120.000 
16 Penanganan Darurat Medik Gigi / Muhn Rmgan 40,000 
1' Penenganan Daro.rat Medik Gigi / Mulut Sedang 75,000 
18 Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Berat 120,000 
19 Proteza Gigi 1�8 gigi / rahang 250,000 
20 Proteza Gigi 1: 9 gigi / rn.hang 500,000 

c. RA.WATUfAP 

1 Rawat !nap PeThan (> 3 TI') 120.000 



2 Rawat lnap Perhari (1·2 Tl1 150,000 
3 Rawat Satu Harl (One Day Care) 120,000 

D. PELAYAJflJf UOD 

I Perawatan Luka Ringan 10,000 
2 Perawatan Luka Sedang 12,000 
3 Perawatan Luka Berat I Besar 15,000 

• Perawatan Luka Bakar S -10 % 20,000 
5 Pemwatan Luka Bakar > 10 -20 % 25,000 
6 Perawatan Luka Baka!' > 20 % 35,000 

7 Hecting Luka < S 10,000 
8 Hecting Luka 5-10 15,000 

' 
Hecting Luka> 10 25,000 

10 Pasang Jn!ua 10,000 
II Pasang Katete,- 15,000 

12 Buka Kateter 10,000 

13 Pasang Maa,g Slang / NOT 15,000 

" 
Trana!usi 15,000 

15 Bilas Lambung 20,000 
16 Angkat Jah1tan 10,000 

17 Rc,uaitaai Sedcrhana 15,000 

18 Perawatan Tali Pusat 10,000 
19 Pemwatan Payudara 10,000 

20 Vena 8eCti 100,000 

21 Sir<:um Siai 175,000 

22 Ekslrak$i Kuku 20,000 

23 Crosa lnais, Luka 15,000 
2, lnciai Abaea 10,000 

25 Ekatraksi Corpus Ahenum / Cerumen / Mata f TI-IT 20,000 

26 Spoohng Tclinga I Hidung / Mata 10,000 

27 Tampon J!:piataksis Hidung / Telinga 10,000 

28 Pernberian Makan Sonde 10,000 

29 Pemaka.ian Oksigen (Pa.sien) di luar BHP 10,000 

30 Repoeu1i Tulang Send!. 30,000 

31 Pernakaian Ncbuleer 20,000 

32 Penggunun lnkubator /Harl 20,000 

33 Pemasangan Suction 10,000 

3< Pasang Spall 10,000 

35 Fetal DopleT 10,000 



------- - 

36 Visus 
15,000 

37 Buta Wama 10,000 
38 EKO 40,000 
39 USG 40,000 
40 Amputa& Rua• Jeri 100,000 
41 Extripasi 100,000 
42 Tind1k Telinga 20,000 
43 Oksrgenasi 2 (dua) jam pertama 35,000 
44 Ok8igenasi Per Jam Selanjutnya 20,000 

•• Ok,igenaei J>tortabung (atau sesua1 harga pembelian) 200,000 

.. PBLAYARAJf L.\BORATORIUM 

1 Oarah Rutin Lengkap 50,000 
2 Darah Ru tin untuk sctiap jenis 10,000 
3 Urine Rutin Lengkap 20,000 
4 Urine Rutin Perjenis 

10,000 

5 Urine Sedimen 15,000 
6 Feces 15,000 

7 DDR 15,000 

8 Oolongan Darah 10,000 
g Planotest 20,000 
10 Sputum 20,000 
11 Reitz Serum 10,000 

•• KJIIIA DARAfl 

1 Glukoea Sewaktu 20,000 
2 Olukosa Puasa 20,000 
3 Gluko11a 2 (dua) Jam PP 20,000 
4 Kolestrol 20,000 
5 Trigliscrida 20,000 

6 HDC 25,000 
7 JDC 35,000 
8 Bilil'l.lbin Total 25,000 
g Bilirubm Direct 25,000 
10 Asam Urat 30,000 
11 U=m 25,000 
12 Kreatinin 25,000 
13 SOOT 20,000 
14 80Pr 20,000 

I 



I 

0. PELA.YAJl'A:11 PEIUIA1J'1'Alf 

1 Pereahnen Normal 600.000 
2 PeruJinan dengao Tindakan Emergenai Casar 750,000 
3 Jahitan Portio 75,000 

' 
Jalutan Perineum I dan II 25,000 

5 Jahitan Perineum l!I dan N 35,000 

• Manual Phuenta 200,000 
7 Pemerikaaan ANC / PNC 20,000 
8 Pemasangan / Pencabutan AKOR 120,000 
9 Pemaaangan / Pencabutan Implant 100,000 
10 lnjebi KB 15,000 
11 Papsmear 75,000 
12 Tindakan Kurct 750,000 
13 Pemeriksaan IVA 25,000 

H. PELAYAIIAlf AIIBULIJfCE 

1 Jarak Tcmpuh Kurang S Km 75,000 

Jarak Tcmpuh d.latas 5 Km, Setiap mene.mbah jarak 
s,ooo / Km 2 

tempuh per km biaya tersebur termasuk bbm 

•• nlfQUJLUt KUEHATAlf 

1 Pengujlan Kcsehatan Umum 
•• Registrui 
b. Anamncais 
,. Pemeriksaan Antropometn 

20,000 d. Pemcriksaan Tanda Vital 
,. Pemerikstum Fisik 
r. Pcmeriksaan Per,urtjang 
•• Penentuan o· -o.a ISehat atau Tidllk Seha!l 

2 Pengiajian Kesehatan CalOfl Pengantin 
•• RegislnlSI 
b Anamneais 
,. Pemerikaaan Antropomctti 
d. Pemcriksaan Tande Vital 20,000 
,. Pemeriksaan Fisik 
r Pemeriksaan Penunjang 
g. Penentuan Diagnosa 
h. Pemberian f[licksi Tetanus 

3 Visum ct Rcfertum Pcmerikaaan l,uar 
a. Registrasi 
b. Anamnesis 35,000 
,. Pemcrikaa.an Luka 
d. Pemberian Tmdakan dan Tera . 

' 
Pengujian K�ato.n Haji 

•• Rcgistraai Jamall.h Haji 
b. Anamne,is 
,. Pemeriksaan Antropometri 

<0,000 d. Pcmcribaan Tande. Vital 
,. Pemeriksaan Fislk 
r. Pemcribu.n Penunjang 
• Perneriksaan keaehatan Jiwa Sederhana tS -29) 



h. �eriksaan Kogniuf (Clock Dmwmg Teat,M,ni Cog 
e Clock) 

i. Abbreviated Mental Test (AM"Jl 
[. ActiYl ... ' Dailv Uvin AD 

ll. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH t.ASINRANG 

A. TARIF PELAYAltAlf RAWAT JALAII 
RO. .Jl:1118 PBLAYAlfAJf TARJr 

l hlai,anan PolfkHn:fk Po.gt (Jam 8.00-14.00) 

I Pclayanan Konsultasi Dokter Spesialis Rp 40,000 

2 Pclayanan Konsultasi Dokter Gigi Rp 25,000 

3 Pclayanan Komiultasi Dokter Umum Rp 25,000 

4 Pelayanan Konsultasi Khusus Rp 25,000 

s Pelayanan Konsulta8i Konsulta8i Gizi Rp 20,000 

6 Petayanan Pcmeriksaan Bidan Rp 20,000 

7 Konsul Spesialis Antar Poliklinik Rp 25,000 

11 .hlal'CfflGR PolfkH1tfk tll luar Jam K•rftt 

I Pclayanan Konsultasi Dokter Spesialis Rp 100,000 

2 Pelayanan Konsultasr Dokter Gigi Rp 60.000 

3 Pclayanan Konsultasi Ookter Umum Rp 60,000 

4 Pelayanan Konsultasi Khusus Rp 60,000 

m 'l'fndaka.n Mflff.s Non Operat(f Rawat Jalan 

� PolfkHn.lk S,,.•lalf.s PfflJ14kft DQlam 

I Konsultasi Khusus Rp eo.ooo 

2 EKG Rp 40,000 

3 Medikolegal Rp 50,000 

4 Treadmil Rp 150,000 

s Punksi Abdomen Rp 300,000 

6 Punksi Pleura Rp 300,000 

7 Streess Echo Treadmil Rp 300,000 

b. Polfklfnfk Sputa.It. .a.dah 

I Pasang Kateter Rp 25,000 

2 Buka Katetcr Rp 10,000 

3 Pcrawatan Iuka kotor Rp 10,000 

4 Perawatan Iuka bakar 5·10 % Rp 25,000 

1 



5 Pcrawatan Iuka bakar 10-20 % Rp 30,000 

6 Pcrawatan Iuka bakar > 20 % Rp 35,000 

7 Perawatan payudara Rp 15,000 

8 Pcrawatan Iuka ringan Rp 15,000 

9 Pcrawatan Iuka sedang Rp 20,000 

10 Pcrawatan Iuka Beret Rp 30,000 

II Vena secti Rp 150,000 

12 Sircum sisi Rp 175,000 

13 Pasang Spalk Rp 15,000 

14 Hccting Iuka < 5 Rp 17,500 

15 Hecting Iuka 5-10 Rp 25,000 

16 Hcctlng Iuka > 20 Rp 35,000 

17 Angkat Jahitan < 5 Rp 15,000 

18 Angkat Jahitan 5· 10 Rp 20,000 

19 Angkat Jahitan > 20 Rp 25,000 

20 Ekstraksi (Cabut) Kuku Rp 40,000 

21 Cross lnsisi Luka Rp 25,000 

22 lnsisi Abses/Punksi abses Rp 30,000 

23 Injcksi Kcloid Rp 50,000 

24 Extirpasi Rp 150,000 

25 Blopsi Rp 75,000 

26 Businasi Rp 10,000 

27 Buka Gips Rp 40,000 

28 AfTWirc Rp 35,000 

29 Cautcr Nevus Rp 100,000 

30 Kaustikjaringan Rp 30,000 

31 Pasang Bidai Rp 60,000 

32 Foot Care Diabetik Rp 75,000 

33 Rawat Colostomy Rp 50,000 

•• Polfklinlk Spulalla llata 

I Epilasi Rp 20,000 

2 Ekstraksi Korp. Alicnum Kornca Rp 75,000 

3 Ekstraksi Korp. Alienum Konjuntiva Rp 50,000 
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4 Visus Rp 25,000 

5 Tes Buta wama Rp 15,000 

6 Funduskopi Rp 30,000 

7 Slit Lamp Rp 30,000 

8 Tonometri Rp 20,000 

9 Kampimctri Rp 15,000 

10 USG Mata Rp 60,000 

11 Ancll Teat Rp 20,000 

12 Refraksi Rp 30,000 

13 Auto Refractometer Rp 30,000 

14 Goruoscopy Rp 50,000 

15 Screping Konjungtiva/Komea Rp 30,000 

16 Water Drinking Test Rp 30,000 

17 lrigasi Rp 25,000 

18 Pem. Lensa dengan lensometer Rp 30,000 

19 lnsisi Hordeolum Rp 50,000 

20 Tes Fluoresensr Rp 15,000 

21 Biometri Rp 30,000 

22 Retinometri Rp 30,000 

23 Aff Heeling konjuntiva/paipebra Rp 50,000 

d. PoHldbdk SpulalU Klfb(danan dan 

ltandlingan (Obgi,Y 

l Antena Care (ANC) Rp 10,000 

2 Pemeriksaan dalarn (VT} Rp 15,000 

3 Vaginal Toilet Rp 20,000 

4 Vulva hygine Rp 15,000 

5 Papsmar / Biopsi Rp 75,000 

6 Pemakaian Kardiotocogmfi Rp 75,000 

7 Pcrawatan Iuka pasea operasi Rp 15,000 

8 Pcmaaangan /Pencebutan AKDR Rp 75,000 

9 Pema.sangan /Pcncabutan implant Rp 75,000 

10 Jnjeksi KB Rp 15,000 

11 Pasang/lepas pasarium Rp 15,000 
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12 Pasang tampon vagina/uterus Rp 50,000 
13 Cabut tampon vagina/uterus Rp 30,000 

14 Pasang batang laminaria Rp 40,000 

IS Hidrotubasi Rp 250,000 

16 U S G  2  Dimcnsi Rp 100,000 

17 U S O 3 Dimensi Rp 150,000 

18 U S G 4 Dimensi Rp 250,000 
,. Polilr:llnllr: Spe11alk Aaakli Tumbuh Kembanf: 

I Ncbulizer Rp 25,000 

2 Tuberkulin test Rp 50,000 

3 EKG anak Rp 40,000 

• Pemcriksaan Tumbuh kemba.ng Rp 100,000 

5 Dilatasi Spincter Ani Rp 50,000 

6 Denvert teer Rp 50,000 

7 Cat/clams Rp 100,000 

8 Fharingoscopy Rp 30,000 

9 Klisma tinggi Rp 20,000 

10 Klisma rendah Rp 20,000 

11 Rectal toucher Rp 10,000 

12 lnjeksi kolestasis Rp 20,000 

13 Eduka.si tumbuh kembang Rp 20,000 

14 ELMS Rp 25,000 

15 ADHD Rp 50,000 

16 M·CHAT Rp 50,000 
,. PoHlr:liailr: Spe1!1ll1 s.n.r 

I Funduscopy Rp 30,000 

2 EEG Rp 285,000 

3 Tes Fungsi Kortikal Pasien Lama Rp 50,000 

• Tes Fungsi Kortikal Pasicn Barn Rp 100,000 

5 lnjcksi Lokal Rp 100,000 

6 lnjeksi Vabinasi Rabies Rp 50,000 

7 MMSE Rp 20,000 

8 TES CDT Rp 15,000 



9 Halminton Dcpresion Scale Rp 15,000 

10 Asscsment Nyeri [Skor Vas) Rp 15,000 

II Fungsi Luhur Rp 100,000 

12 Pemeriksaan Gait Rp 25,000 

13 Halpike Manuver Rp 15,000 

14 Epley / Brand Daroft Rp 15,000 

15 Romberg / Tandem Rp 15,000 

16 Pemeribaan Fisik Neurologi (Pasien baru) Rp 25,000 

17 Pungksi Lumba! Rp 100,000 

18 Neurorestorasi vertigo Rp 75,000 

19 Tes pcspirasi Rp 75,000 

20 Ncurorestorasi Stimulasi Kognitif Rp 50,000 

21 EMO Rp 400,000 

•· 
PDllldlnlk Bpe•lallli THT 

I Ekstraksi Corpus AHenum Telinga Rp 65,000 

2 Spooling telinga Rp 30,000 

3 Tampon telinga/Ta.mpon Burowi Rp 40,000 

4 Ekstrak.si ccrumen obturans Rp 50,000 

5 Toilet telinga Rp 30,000 

6 Ekstirpasi granulama Jiang telinga Rp 75,000 

7 Tampon hidung scmcntara Rp 50,000 

8 Tampon boorzalf/tampon tetap Rp 100,000 

9 Ekstraksi corpus alienun hidung Rp 80,000 

10 Eks.Corp.Alienum dalam hipofaring Rp 100,000 

II Puretone audiometri Rp 100,000 

12 Kaustik jaringan granulasi Rp 50,000 

13 Timpanometri Rp 150,000 

14 Alf hccting cavum nasi Rp 50,000 

15 Pemeriksaan Garfu Tale Rp 30,000 

16 Otoscopy Rp 30,000 

17 Laringoscopy lndirek Rp 50,000 

18 Air tampon telinga Rp 45,000 

19 Afr tampon hidung Rp 65,000 

I 
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20 Ganti canul tracheastom.l Rp 100,000 
21 Endoscopy Rp 200,000 
22 lnsi9i abses peritonsiler Rp 150,000 

23 Eplay manuver Rp 75,000 

24 Suction Rp 15,000 

25 Rawat Iuka THT Rp 30,000 

26 Rinoskopi anterior Rp 30,000 

27 Fharingoscopy Rp 30,000 

28 Test Oto Acoustic Emission (OAE) Rp 100,000 

29 Test BERA Rp 500,000 

h. Po)Odtnlk 1pe1..U. kullt claD. keJunlD 

I Pemeriksaan dengan lampu wood Rp 35,000 

2 Pemcriksaan kerokan KOH Rp 25,000 

3 Pemeriksaan fluor albus Rp 25,000 

4 lndakan injeksi triamsinolon Rp 20,000 

5 Elektro surgery Rp 40,000 

• Cuci Iuka Rp 15,000 

7 Aspirasi bull Rp 20,000 

L 
Pollkiinlk cici. Bedah mulut, hrlodonsla dan 
Konsenui Ni 

I Pcncabutan gigi sulung /susu Rp 40,000 

2 Pcncebutran gigiv permanen tanpa komplikasi Rp 52,500 

3 Ekstraksi dengan komplikasi ringan Rp 60,000 

4 Ekstraksi dengan komplikasi benu Rp 70,000 

5 Tambahan ART civitas !ledang Rp 58,000 

• Tambahan ART civitas bcrat Rp 70,000 

7 Tambahan amalgan civitas sedang Rp 55,000 

8 Tambahan amalgan civitas berat Rp 72,000 

g Perawatan syaraf gigi ganti obat Rp 60,000 

JO Buka pulpa, pcngisian saluran akar Rp 60,000 

I I Aleveolectomy Rp 300,000 

12 Hechng Rp 25,000 

13 Tambalan light curing (LC) ringan Rp 100,000 



14 Tambalan light curing {LC) sedang Rp 120,000 

15 Tambalan light curing {LC) berat Rp 140,000 

16 Odontectomy (impaksi molor 3 RB) Rp 300,000 

17 Curet, insisi, eksisi operculectomy Rp 100.000 

18 Scalling (simple gingiVJtis) Rp 70,000 

19 Sealling simple gingivitis kronis) Rp 90,000 

20 Pembuatan gigi pelau 

. Gigi I Rp 125,000 

. Gigi II Rp 102,500 

. Gigi tiruan -rahang bawah/rahang atas Rp 700,000 

21 Pengangkatan mucooel Rp 120,000 

22 Jnsisi absea Rp 50,000 

23 Penanganan darurat medik F).�/ mulut 

. ringan Rp 60,000 

. eedeng Rp 100,000 

. berat Rp 150,000 

24 
Dental CJllllllination oral mucosa] peliodontaJ 

Rp. 209.100 survey (89.311 

25 
Other diagnostic prooedures on teeth, gums and 

Rp. 316.800 alveoli, control (24.19) 

26 Dcbridement (96.54) Rp. 287.200 

27 Other dental operation (24.99) Rp. 287.200 

28 Incision of gum or alveolar bone (24.0) Rp. 307.800 

29 Application of orthodontic appliance (24. 7) Rp. 287.200 

30 
Other orthodontic operation, occlusal adjustment 

Rp. 287.200 (24.8) 

31 Suture of laoeration of gum (24.32) Rp. 307.800 

32 Dental packing (97.22) Rp. 287.200 

33 Afr heeling (97 .34) Rp. 287.200 

34 
Attachment of pedicle or Rap graft to lip and 

Rp. 321.500 mouth (27 .57) 

35 Excision of lesion or tissue (24.3 IJ Rp. 307.800 

36 Biopsy of gum (24.11) Rp. 316.800 

37 Other operations on gum cmere {24.39) Rp. 307.800 

t 



38 Removal of residual root Rp. 309.100 
39 Other surgical ext.faction of tooth Rp. 309.100 

40 Other irrigation of wound Rp. 202.900 

41 Suture of leccration of other part of mouth Rp. 202.900 

42 Removal ofthcrapeutic device Rp. 202.900 

43 
Localcxcision or dcdestruction lesion or tissue of 

Rp. 614.700 bony palate 

44 Replacement of wound packlng or dTrun Rp. 202.900 

45 Drainage of face and fioor of mouth Rp. 614.700 

46 Incision of palate Rp. 614.700 

47 Excision or odontogenic lesion Rp. 614.700 

48 Other excision of salivary gland disease Rp. 614.700 

49 Reposition of left mandible external fixation Rp. 614.700 

so Excision of lesion or tissue of gum Rp. 614.700 

51 Dental wiring Rp. 614.700 

52 Removal of dental wiring Rp. 614.700 

SJ Odontectomy Rp. 1.505.200 

S4 Oral Diagnosis Rp. 150.000 

55 Reslorasi komposit Rp. 350.000 

56 Rcstorasi GI Rp. 250.000 

57 Perawatan Pulp Capping Rp. 310.000 

SB Open akscs Rp. 397.000 

59 Devitalisasi Rp. 310.000 

60 Preparesi Saluran Akar (satu saluran 1:1.kar) Rp. 310.000 

61 Stcrilisasi SaJuran Akar Rp. 325.000 

62 Obturasi Rp. 310.000 

63 Trepanasc Rp. 325.000 

64 Apekl'l Rcscksi Rp. 3.000.000 

65 Veneer direct Rp. SS0.000 

66 Pengcluaran Guttapercha (Relreotment) Rp. 450.000 

67 Pengcluaran Alat Patah Rp. 800.000 

68 Aplikasi MTA plug Rp. 500.000 

69 One Visit Endodontic Akar Tunggal Rp. 1.500.000 

I 
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70 One Visit Endodontic AkarJamak Rp. 2.000.000 
71 Post + Core Build Up Rp. 900.000 
J. Ttndab11 OpenUI Rawat Jalall 

I Pelayanan Ringan Rp 100,000 
2 Pelayanan Scdang Rp 200,000 

3 Pelayanan Berat Rp 300,000 
.. PollkH11lk Jhra 

I Test MMPI II Rp 230,000 

2 Test MMPI Anak dan Remaja Rp 230,000 

3 Psikotherapi Supportif Rp 60,000 
4 TBT /Cognitife Behavior Therapi Rp 60,000 

5 Family Therapi Rp 60,000 
6 Psikometri HDRS (Skala Oepresi Hamilton) Rp 40,000 

7 Psikometri CDT (Children Depresi Inventory) Rp 40,000 

• Psikometri BDI/BARS Rp 40,000 

9 Psikometri Young Mania Rating Skale (YMRS) Rp 40,000 

10 Penanganan Gangguan P8ikotik Rp 60,000 

II Pcnanganan Oangguan Cemas Rp 60,000 

12 Penanganan Gangguan Panik Rp 60,000 

13 Penanganan Gangguan Dcpresi Rp 60,000 

14 Penanganan Gangguan Sulit Tidur Rp 60,000 

15 Penanganan EPS (Ekstra Piramidae Syndrom) Rp 60,000 

16 Suntilran Obat Psikotropik Rp 50,000 

17 
Penanganan Gangguan Suaaana 

Rp 60,000 Pera3aan(mood/ afektil) 

18 Penanganan Gangguan Mental OJ-ganik (GMO) Rp 70,000 

I, Pollldl11llr. VCT 

I Konseling Pre Test Rp 30,000 

2 Konseling Kepatuhan Obat Rp 30,000 

3 Konseling Post Tes Rp 30,000 

m. Pollkllnlll: OrthopedJ 

I Aspirasi Sendt Rp 100,000 

2 Body jakct gips Rp 40,000 



3 Buka Gipa Rp 200,000 

4 Cabut Kwirc Rp 250,000 

5 Cabut Screw Rp 50,000 

6 Fore Arm Slab Rp 150,000 

7 Long ann plcsler Rp 50,000 

8 Long leg plcstcr Rp 40,000 

9 Pasang body cast Rp 100,000 

10 Short leg plester Rp 40,000 

11 Smartmento plester Rp 40,000 

12 Spica gips Rp 40,000 

13 U-Slab Rp 35,000 

14 Up Gips Rp 40,000 

B TARIF PELAYAl'IAl'I RAWAT DARURAT ' 

,o. JE1f18 PELAYAJlfAJI' TARIF 

1 Pa.led pelaganan bdaruratan 

1 Pclayanan ringan Rp 100,000 

2 Pelayanan sedang Rp 200,000 

3 Pelayanan berat Rp 300,000 

11 TtndakG,a 1'Wdlk lucu paket IGD 

I Transfusi Rp 25,000 

2 Perawatan tracheostomy Rp 18,000 

3 Perawatan tali pusat Rp 10,000 

4 Vulva hygine Rp 10,000 

5 Vaginal toilet Rp 20,000 

6 Papsmar/Biopsi Rp 50,000 

7 Vena eecti Rp 150,000 

8 Sircum sisi Rp 175,000 

9 Pasang spalk Rp 15,000 

IO Ekstraksi (Cabut) Kuku Rp 40,000 

11 Cros lnsilli Iuka Rp 25,000 

12 lnsisi Abses/Punksi abses Rp 30,000 

13 Ekstraksi Corpus Alineum/Cerumae/Telinga Juar Rp 30,000 
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14 Spooling Tclinga/hidung/ Mata Rp 20,000 

15 Tampon Episkasisi Masif Rp 20,000 
16 Kumbah Larnbung Rp 50,000 
17 Reposisi Tulang Sendi/Tempo Mandibular Joint Rp 40,000 

18 Pemakaian Nebulizer Rp 25,000 
19 Klisma rendah/tinggi Rp 20,000 

20 Ekaploras.i Iuka Rp 10,000 

21 Pembcrian makan sonde Rp 10,000 

22 Pasang businasi Rp 10,000 

23 Pemakaian KArdiotocografi Rp 30,000 

24 lnjeksi Keloid Rp 30,000 

25 Perawatan Iuka ringan Rp 15,000 

26 Perawatan Iuka sedang Rp 20,000 

27 Perawatan Iuka berat Rp 30,000 

28 Hecting Iuka < 5 Rp 17,500 

29 Heeling Iuka 5-10 Rp 25,000 

30 Hecting Iuka > 20 Rp 35,000 

31 Angkat Jahitan < S Rp 15,000 

32 AngkatJahitan 5-10 Rp 20,000 

33 Angkat Jahilan > 20 Rp 25,000 

34 Penggunaan syringe Pump/ln!us pump Rp 40,000 

35 AtTWire Rp 35,000 

36 Expilasi Rp 15,000 

37 Apoling untuk trauma bo.han kimia Rp 25,000 

38 Pa.sang keteter unn Rp 25,000 

39 Buka keteter urin Rp 10,000 

40 Irigasl Rp 20,000 

41 Tampon telinga/Tampon burowi Rp 15,000 

42 Elultraksi cerumen obturans Rp 25,000 

43 Kaustik Rp 30,000 

44 lnsisi abses liang tclinga Rp 40,000 

45 Toilet tclinga Rp 15,000 

46 Parasintesisi/ miringitomi Rp 50,000 



47 Ekstrala!i granule.ma liang teiinga Rp 40,000 

48 Katerisasi tuba eustahius Rp 25,000 
49 Tampon Hidung sementara Rp 20,000 

50 Tampon boorzalf/tampon tetap Rp 45,000 

SI Spooling sinus maksilaris Rp 50,000 

52 Ekstraksi Corpua alineun hidung Rp 40,000 

53 Resusitasi Kardropulmunar (RKP) Rp 65,000 

54 Pernaeangen ETT (lntubasi) Rp 60,000 
SS Eksplorasi laring Rp 20,000 
56 Biopsi laring Rp 80,000 

57 Eksplorasi tenggorok Rp 20,000 

58 Ekstraksi Corpua alineun tenggorok Rp 50,000 

59 Aff hectmg daerah tenggorok Rp 25,000 

60 Spooling Cateter Rp 10,000 

61 Pcnggunaan Jncubator/hari Rp 30,000 

62 Resusitasi bayi patologis Rp 100,000 

63 Pasang bidai Rp 40,000 

64 Pasang rangscl Rp 15,000 

65 U S G 2 Dimensi Rp 100,000 

66 U S G 3 Dimemsi Rp 150,000 

67 U S Q 4 Dimensi Rp 250,000 

68 Pungkus Buli buli Rp 100,000 

69 PunkBi Pleura Rp 150,000 

70 Amputasi ruas jari Rp 100,000 

71 PasangNGT Rp 20,000 

m Jrortflll Sputalt. UGD Rp 40,000 

I 

C TMUF PBLAYAlfAlf PERAWATAl'I • 

RO. JEN'JS PBLAYAll'Alf TARIF 

I Rawat -n,. hart ton- Day Carel Rp 200,000 

II Rawat ffiUlfl haTf (Da11 Care} Rp 150,000 

m Rawat dl "'mah (Ho,,.. Can} Rp 300,000 

IV Rawat l,mp {Palcft/ 



I Rawat inap kelas Ill Rp 150,000 

2 Rawat inap kclas II Rp 200,000 
3 Rawat inap kelas I Rp 250,000 
4 Rawat inap kelas VIP Rp 500,000 

5 Rawat inap kelas Super VIP Rp 600,000 

• Rawat inap Pcrinatologi Rp 180,000 

7 Rawat !nap HCU/Intcrmediatc Rp 300,000 

8 Rawat !nap ICU/JCCU/PICU/NICU Rp 500,000 

v T'lndakan Jl«IUc Rawat lnap (IMa.r PakffJ 

I Pasang Infuse Rp 15,000 

2 Pasang kateter Rp 25,000 

3 Buka katcter Rp 10,000 

4 Pasang mag siang/NGT Rp 20,000 

5 Transfuse Rp 25,000 

• Pasang Guide! Rp 15,000 

7 lntuhasi (Pemasangan E'JTl Rp 60,000 

8 Angkat jah.itan Rp 10,000 

9 Lavamcnt Rp 10,000 

10 Resusitasi sederhana Rp 25,000 

II Perawatan Iuka bakar 5·10 % Rp 25,000 

12 Pemwatan Iuka bakar 10-20 % Rp 30,000 

13 Perawatan Iuka bakar >20 % Rp 35,000 

14 Perawatan tracheostomy Rp 18,000 

IS Perawatan tali pusat Rp 10,000 

16 Perawatan payudara Rp 15,000 

17 Vulva hygine Rp 10,000 

18 Perawatan Iuka ringan Rp 15,000 

19 Perawatan Iuka sedang Rp 20,000 

20 Perawatan Iuka bcrat Rp 30,000 

21 Vaginal toilet Rp 20,000 

22 Vena eecti Rp 150,000 

23 Angkat Jahitan < 5 Rp 15,000 

24 Angkat Jahitan 5-10 Rp 20,000 



25 Angkat Jahite.n "' 20 Rp 25,000 
26 Tampon episkasis massif Rp 20,000 
27 Kumbang lambung Rp 50,000 

28 Resusitasi kardiopilmonar (RKP) Rp 65,000 

29 Pemakaian DC Shock Rp 50,000 

30 Pcmakaian suction Rp 10,000 

31 Nebulizer Rp 25,000 

32 Klisma rendah/tinggi Rp 20,000 

33 Pemberian mokan personde Rp 10,000 

34 Spoling post operasi Rp 15,000 

35 Pemakaian syringe pump Rp 50,000 

36 Pemakaian Infuse pump Rp 50,000 

37 Pemakaian Oksigen Per Tabung Rp 208,000 

38 Pemakaian Oksigen Per Liter Rp 50 

39 Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam Rp 200,000 

40 Pemakaian Ventilator/hari Rp <100,000 

41 Pemakaian selunut hipotermi Rp 35,000 

42 
Pemakaian Monitor/ hari ( non ICU, !CCU, 

Rp 100,000 NICCU, PICU, dan HICU) 

43 Rectal toucher Rp 10,000 

44 Pemasangan businasi Rp 10,000 

45 Pemakaian KllTditocoografi Rp 30,000 

46 Spuling Kateter/hari Rp 15,000 

47 Pasang tampon vagina/Uterus Rp 30,000 

48 Cabut tampon vagina/Uterus Rp 15,000 

49 Pasang batang laminaria Rp 30,000 

so Pa.sang nmgscl Rp 15,000 

51 AffWSD Rp 25,000 

52 Pemakaian Materas Dekubitus Rp 20,000 

53 Persiapan Pra Operasi Rp 25,000 

54 Lumbai pungksi Rp 300,000 

55 Pleura Pungks1 Rp 300,000 

56 Bone Marrow pungksi Rp 300,000 

1 



57 Pungksi abses hati Rp 300,000 

58 Pungksi asciter Rp 300,000 

59 Ukuor pungksi Rp 300,000 

60 Pungksi cairan amnion Rp 250,000 

61 Pcmasangan PICC Rp 250,000 

62 AiT PICC Rp 100,000 

63 Pemasangan eve Rp 350,000 

64 AffCVC Rp 100,000 

65 Perawatan Bayi Rp 50,000 

VI Kon.sul Rawat Inap 

1 Konsul Ookter Spesialis Rp 40,000 

2 Konsul Dokter Umum Rp 15,000 

va Tari,/ '1ln4akan Jledlk PeriflCltologf 

1 Pasang lnfuee Rp 15,000 

2 Pasang Jcateter Rp 25,000 

3 Buka kateter Rp 10,000 

4 Pasang mag siang/NGT Rp 20,000 

5 Pemasangan Kateter Umbilikal Rp 150,000 

6 Pemasangan Long Line Rp 250,000 

7 Pclayanan PMK/hari Rp 125,000 

8 Transfuse Rp 25,000 

9 Pasang Guidel Rp 15,000 

10 lntubaat (Pcmasangan ETI') Rp 60,000 

11 Penggunaan OxymclCr Rp 10,000 

12 Penggunaan Infant Warmer /hari Rp 30,000 

13 Pcnggunaan Fototerapi/hari Rp 30,000 

14 Penggunaan lnkubator/hari Rp 30,000 

15 Pcrawatan tali pusat Rp 10.000 

16 Rawat Iuka Rp 35,000 

17 Resuaitasi Bayi Rp 65,000 

18 Pcmakaian Suctian Rp 10,000 

19 Nebuliz.er Rp 25,000 

20 Pcmberian makan personde Rp 10,000 

I 



21 Pemakaian syringe Pump Rp 50,000 
22 Pcmakaian Infuse Pump Rp 50,000 
23 Pemakaian CPAP Rp 300,000 

24 Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam Rp 200,000 

25 Pcmakaian Ventilator Rp 400,000 

26 Pemakaian Monitor Rp 100,000 

27 Pemakaian Head Box Rp 150,000 

28 Pasang Businasi Rp 10,000 

D. TARIF PELAYAJll'Aft Till'DAKAft' IIEDIK OPERATIF 

•o 
JENIB PELAYAlfAJlf TARl1' 

• 

I Tindakan Operatif Kecil Rp 2,000,000 
2 Tindakan Operatif Sedang Rp 3,000,000 

3 Tmdakan Operatif Besar Rp 4,000,000 

4 Tindakan Operatir Khusus Rp 5,000,000 
5 Tindakan Penunjang Operatif Spesialis Anak Rp 350,000 

E. TARD' PELAYAlfAll' PERSALlNAN 

NO. JEllI8 PELA Y A!fAlf TARII' 

I PcrsaJinan Normal 

Dokter Rp 860,000 

Bid an Rp 760,000 

2 Peraalinan Patogis 

Dokter Rp 1,010,000 

Bidan Rp 860,000 

3 Tindakan Kuret dengan Ancstesi Rp 1,110.000 

4 Tindakan Kuret Biasa Rp 960,000 

5 Tindakan Ekstraksi Vakum Rp 1,000,000 

6 Jahitan Portio Rp 100,000 

7 Jahitan Perineum I dan JI Rp 45,000 

8 Jahitan Perineum III dan IV Rp 60,000 

• Manual Plascnta Rp 560,000 

10 Observasi/Peniiapan Operasi Rp 25,000 

i 



I I Tampon Vagina Rp 25,000 

12 Kuldosentcsis Rp 100,000 

13 Ekstraksi Polip Rp 250,000 

14 Dilatasi Servis Rp 55,000 

15 Amniotomi Rp 25,000 

... TARIJ' PBLAYAJll'All' PE1'UNJA11'0 Mm1s 
KO. JEillS PELA Y All'AN TARJF 

1 Torlf �n Laboratomtm 

4 ICon.ul Pffn4rlbaa.n Labonitorfum Rp 15,000 

• hnQantbflan .s«mp.l Daruh Rp 10,000 

c Kfmia Darah 

I Gluko1:111 Sewaktu Rp 30.000 

2 Olukosa Puasa Rp 30.000 

3 Gluksa 2 Jam PP Rp 30.000 

4 Glukosa Tolcransi Tc11t Rp 50.000 

5 Kolestcrol Rp 40.000 

6 Triglizerida Rp 40.000 

7 HDL Rp 45.000 

8 LDL Rp 65.000 

9 Asam Urat Rp 40.000 

10 Ure um Rp 40.000 

II Krcatimin Rp 40.000 

12 Bilirubin total Rp 45.000 

13 Bilirubin Direct Rp 45.000 

14 Alkali Plaspatae Rp 55.000 

15 lPK Rp 40.000 

16 SOOT Rp 40.000 

17 SGPT Rp 40.000 

18 Protein Total Rp 45.000 

19 Globulin Rp 40.000 

20 Gamma GT Rp 45.000 

21 Calsium Rp 40.000 



22 Nutrium Rp 40.000 

23 Elektrolit Rp 220.000 

24 Analisa Oas Darah Rp 300.000 

25 T4 Rp 200.000 

26 TSH Rp 200.000 

27 Albumin Rp 40.000 

28 PT4 Rp 250.000 

d. Duab Ratbl 

I Hcmatologi rutin automactic Rp 75.000 

2 Hemglobil manual Rp 30.000 

3 Lekosit Manua1 Rp 30.000 

4 Trombosit Manual Rp 30.000 

s Hcmatokrit Manual Rp 30.000 

6 Eritrosit Manual Rp 30.000 

7 Hitung Jcnis Lekosit Rp 50.000 

8 Retikulosit Rp 30.000 

9 Fe (Bcsi) Rp 45.000 

10 TIBC Rp 64.000 

II Gambaran Darah Tcpi Rp 125.000 

12 BMP dan Evaluasi Rp 84.000 

13 Waktu Darah Bekuan Rp 30.000 

14 W aktu Pendarahan Rp 30.000 

IS Waktu Prcthrombm ( PT) Rp 120.000 

16 APIT Rp 120.000 

17 Torombinc Time Rp 120.000 

18 Golongan Darah ABO Rp 25.000 

19 Golongan Darah Rhcsua Rp 12.000 

20 Retraksi Bekuan Rp 25.000 

21 Coombur Test Rp 40.000 

22 Rsci1!1tensi Osmotik Rp 40.000 

23 Reduksi Urine Rp 20.000 

24 Proten Urine Rp 20.000 

25 Urine Sedimen Rp 20.000 



26 Urine rutin Rp 40.000 

27 Urine Kehamilan Rp 30.000 

28 Planotcst Rp 30.000 

29 Narkoba ( 1 tes J Rp 50.000 

30 Narkoba { J tes ) Rp 100.000 

31 LED Rp 30.000 

� lmnwna.NnJlogf 

I HBS Ag ( Rapid ) Rp 50.000 

2 Anti HCV ( Rapid ) Rp 65.000 

3 Anti HJV { Rapid J Rp 65.000 

4 Widal Hapid Rp 50.000 

s VDRL Rp 50.000 

6 ASTO Rp 50.000 

7 RF Rp 50.000 

8 Widal Aglutinasi Rp 75.000 

9 DDR Rp 50.000 

10 Sputum BTA Rp 50.000 

I I Pengecctan Gram Rp 50.000 

12 J=� Rp 50.000 

13 •=· Rp 50.000 

14 Analisa sperma Rp 200.000 

IS Rival ta Rp 25.000 

16 Nonne Rp 25.000 

17 Pandi Rp 25.000 

18 Hitung ael Rp 30.000 

19 Hitung Jenis sel Rp 50.000 

20 BJ Rp 25.000 

21 pH Rp 14.000 

22 CK Rp 70.000 

23 CK-MB Rp 121.500 

24 LOH Rp 70.000 

25 Tropoin T Rp I 11.000 

26 Myoglobin Rp 116.000 

I 



27 HbAic Rp 125.000 

28 CRP (Kwantiitatif) Rp 46.500 

29 Malaria (Rapid) Rp 130.000 

30 Tubercu1rn;is {Rapid) Rp 116.000 

31 DHF lg G/lg M (Rapid) Rp 200.000 

32 H pylori Rp 135.000 

33 Rapid Test {Covid) Rp. 150.000 

n Tarl,f Pcnwrlballaan Radfo dlaf,no.«e 

•• Konn.l Pe,_,.,kNan. Radio� Rp 15,000 

•• Ta.rl,/Pclapinan � Dan:rh 

1 Go!, Darah Rp 25,000 

2 Whole Blood / Tanpa Cross Rp 360,000 

3 Pocked Red Cell / Tenpa Cross Rp 360,000 

4 Trombocite Concentnu / Tanpa Cross Rp 360,000 

s Cross Matching Rp 100,000 

6 Plebtomi Terapeautik Rp 250,000 

7 Komponen Plasma Rp 100,000 

8 Komponen TrombocilC Apheresis Rp 100,000 

9 Komponen P!.asma Athercsia Rp 360,000 

10 Plasmapheresis Teraupetik Rp 3.500,000 

1 1 Lcokoaphercsis Teraupetik Rp 2.250,000 

12 Trombocitcapheresis Teraupetik Rp 6.700,000 

13 Erytrositapheresis Teraupetik Rp 5.000,000 

14 Komponen Plasma Rp 5.000,000 

IS Komponen Trombocite Apheresis Rp 5.000,000 

e. Tari/ p_..,.uc-1an Ra.dlo Deqnofffk 

�baon Bftferlulna 

I Photo abdomen 1 posisi Rp 150,000 

2 Photo abdomen 3 posisi Rp 255,000 

3 Photo ekstrcmitas alas 2 posisi Rp 170,000 

4 Photo ekstn:mitas bawah 2 posisi Rp 170,000 

s Photo Gigi biasa Rp 90,000 

6 Photo Jaringan Lunak Rp 150,000 

I 
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7 Photo KcpaJa (Sinus, Mastoid) Rp 170,000 

8 Photo kolumna Vertebaraslis Rp 190,000 
9 Photo Pelvis 1 posisi Rp 150,000 

10 Photo thoraks Rp 150,000 

11 Photo Bone Survey Rp 985,000 

12 Photo Ccphalometri Rp 300,000 

13 Photo Panoramic Rp 300,000 

h�n K1uu,u: 

1 U S G 2 Dimensi Rp 150,000 

2 U S G 3 Dimcnsi Rp 250,000 

3 U S G 4 Dimensi Rp 350,000 

hm.rlksaan d•"6<ffl kontras 

1 BNO-IVP Rp 630,000 

2 Fistulografi Rp 490,000 

3 Cystografi Rp 490,000 

4 OMD Rp 560,000 

5 Cor Analisa Rp 420,000 

• Colon in Loop Rp 590,000 

m 
Tari/ .Pclayclnan R•habilftaat Jlecffk 
(F1$iotnapq 

• Prondur Dfagno.a It 

1 Evalua1:ii Fungsional Rp 30,000 

2 Tes Kekuatan Otot (MMTj Rp 25,000 

3 Tes Lingkup Geralr: Sendi/ROM Rp 25,000 

4 Pcngukuran Panjang Anggota Gerak Rp 25,000 

5 
Prosedur Diagnosa Ft Lainnya (VAS, Tes 

Rp 25,000 Koordinasi 

• n.lotffvpl T•rap1. La.tthan (TLl 

l Tempi Dengan Bantuan Rp 35,000 

Terapi Latihan Aktir Tempat Lain (PNF, Bugnct 
2 

""'· 
Willyam Flex.ion Exe, Mo. Kenzie Exe, Rp 35,000 

Frcnkel's Exe Latihan Kcscimbangan 

c :n Jfanlp1da.f lflucv.loskehrta.f La.fnnyg 

l Traksi Manual & Mekanik Rp 70,000 



l 

2 TL Ambulasi & Berjalan Rp 35,000 

3 11, Gcrak Paksa Anggota Gerak ( Ho!d & Contrax 
Rp 70,000 Rilex 

4 Terapi Manual Pada Pcrkngketan Scndi (T'raksi- 
Rp 70,000 Translrur.i) 

Rp 35,000 
5 Tcrapi Percgangan Otot Dan Tendon (StrechingJ 

' 
Tera pi Percgangan Fascia (Friction, EOurege, 

Rp 35,000 Petrissage, Skin Rolling, Stroking) 

7 
Terapi Koreksi Ocformitas Lain (Koreksi Postur, 

Rp 70,000 Manual Therapy) 

• Pnn«lv.r IUlot.rapl LQ.innya 

I Diathermi (SWD, MWDI Rp 60,000 
2 Terap1 Panas Lainnya : US, IRR Rp 60,000 

3 Ft Kombinasi Rp 60,000 

Ft Lainnya (TENS, Laser Therapy Shoulder Wall, 
4 Paralel Bae, Static Bicycle, Quadriceps Bend, Rp 60,000 

Vibrator, Mirror Exe 

• 
Inunobflt.a.ri, hMkanan Dan hnghfft.tian 
.... 

I lmobilisasi, Tekanan Lainnya (Tapping) Rp 70,000 

r Tfftqri hmapc:uan 

I 
Prceedur Penanganan Pernapasan La.inn ya 

Rp 70,000 PosturaJ Drainage 

2 
P=ggun,an Alai Bantu Untuk lmmobih!lasi 

Rp 70,000 Muskuloskelete.J, Pem.bidaian, Pembalutan 

IV. Tarlf hJ.aMa.nan Dlagno.rtik EJektrom.dik 

•• Jrortn1I hmfflkscuin .BJ.ktronNd'fk Rp 15,000 

•• h1rwrlkaaan s.dff'hana 

I Fotal Dopler Rp 15,000 
2 CTQ Rp 15,000 

3 Tonometri Rp 20.000 
4 Funduscc:opi Rp 30,000 
5 Visus (Koreksi) Rp 15,000 

' 
Kampimetri Rp 15,000 



c. .PefflfflJr:sa,.n s.dang 

1 EKG Rp 50,000 

2 EEG Rp 285,000 

3 Slip lamp Rp 50,000 

4 Audiometri Rp 50,000 

5 USO Mata Rp 50,000 

• Cardio Toco Grafi (CTG) Rp 50,000 

7 Anel Test Rp 50,000 

8 Biomctri Rp 50,000 

9 Facialis Farese Rp 50,000 

10 Genios.copy Rp 50,000 

1 1 Peak Flow Rate Rp 50,000 

12 Retinometri Rp 50,000 

13 Free Field Test Rp 50,000 

14 Sprometri Rp 50,000 

15 Timpanometri Rp 50,000 

16 Peak Flow Rate Rp 50,000 

17 Gonioscopy Rp 50,000 

G. TARIF PELAYAJIIAN PElroll'.JANQ ll'ON' KBDIS 
ac. .JIClfl8 PELAYA11A1' TARII' 

I 
TarlJ hmmkasoon Knehat«n dan 

.Pela:ganan Tun K .. ehatan 

1 Visum et rcfcrtum (Hidup) Rp 50,000 

2 Visum ct refertum {Mayatl Rp 50,000 

3 Otopsi/Bedah mayat Rp 250,000 

4 
Pelayanan Tim Kesehatan diluar Rumah Sakit/ 

Rp 750,000 Harl 

n TarlJ .PelaJICUlan Ambulance 

1 Mobil Ambulance Bia.sa 

- Dalam Kota (1-5) km Rp 150,000 

- Luar Kota ( per km I Rp 12,500 

2 Mobil Ambulance Khusus 

- Datam Kota 11-5) km Rp 150,000 

i 



• Luar Kote. ( per km J Rp 12,500 

3 Mobil Jene.zah 

• Oale.m Kote. (1·5) km Rp 150,000 

· Luar Kola ( per km ) Rp 12,500 

4 Mengantar/ menjemput pasien de.lam kota Rp 150,000 

5 Mengantar/ menjemput pa.sien lue.r kota per km Rp 12,500 

Tarif diate.s sudah termasuk BBM 

Pasien Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku 

• Ambule.si e.ntara ruangan Rp 20.000 

m Tari,/ Perawat.an feruuah 

I Perawatan Jenazah Rp 400,000 

2 Penyimpanan mayat l X 24 Jam Rp 100,000 

H TARIF PELA YAK 1'101' llEDIS . 

NO • • nuns PELA.YANAN TARir 

I Tarl,f Pwla.pman &fubuf Kachat.an 

I Sewa Ruang Perlemuan pcrhari Rp 500,000 

2 Sewa Kantin perbula.n Rp 500,000 

n Tari,/ .PwlaJIGnan .PwrnbaJcanvt Sampah Jledlk 

I 1-5 kg Rp 50,000 

' 
5-!0kg Rp 100,000 

3 10-20 kg Rp 150,000 

B. PEU.YANAN KEBERSIHAN 

STRUKTUR TARIF TARJF BARU DASAR 
No 

JENIS RETRIBUSI TARrF SATUAN 
PRTIMBANGAN 

PENETAPAN TARIF 
a b d e 

I Rumah Tinggal ( Rumah Mewah) UNIT Besa.ran biaya 
15.000 Retribusi 

' 
Rumah Tmggal f Rumah UNIT merupakan biaya 
Menen ah' 10.000 yang dibebankan 

3 Rumah Tinggal (Rumah UNIT de.lam rangka 
Scderhan · 5.000 memenuhi 

4 Rumah Susun UNIT 
kebutuhan bie.ya 

10.000 

5 Rumah Toko UNIT 
penyelenggaraan 

25.000 layanan atau biaya 

A I ��la .lfak.Clft, Cqf• dclll 
operasional berupa 

•n : biaya petugas dan 

• Jumlah kursi 20 ke atas UNIT biaya penunjang 



100.000 lwnnya dengan 
7 Jumla.h kursi di bawah 20 UNrT mempertimbangkan 

50.000 kemampuan 
8 Pede.gang kaki lima UNrT masyarako.t dun 

20.000 kinerja petugas 
B Hot.l: dalam melakukan 
9 Hotel Berbintang Unit pengawasan, serta 

150.000 meningkatkan 
10 Melati UNrT Pendapatan Asli 100.000 Daerah yang dapat 
II Losmen/ Penginapan UNrT menunjang 75.000 pembangunan d1 
12 Rumah Kos (5 S/d 10 Kamarf UNrT Kabupaten Pinrang 

50.000 

13 Rum� Kos (11 S/d 20 Kamar UNrT 

keatas 75.000 
c l'erhng.lcelan: 

14 bengkel kecil UNrT 

25.000 
15 bcngkel sedang UNrT 

50.000 

16 bengkel beaar UNrT 

100.000 
D .,..,_clcvl #obU : 

17 kecil UNrT 

50.000 

18 &.a,- UNrT 

100.000 
� lndllffti : 

19 kecil UNrT 

50.000 

20 ==• UNrT 

100.000 
21 Bo= UNrT 

200.000 
F r.,quu.ap.n: 

22 Pergudangan UNrT 

100.000 
G a.du� Pwrwmwml 

J'lrn:u k4II : 

23 Bioskop UNrT 

100.000 
24 Gcdung PcrtunJukan/ Keaenian, UNrT 

S<rl>a � • 100.000 
H .Perko:ntotWl'I : 

25 KMtor sw� kecil (Bank UNrT 

kate n unit 100.000 
26 kantor swasta sedang (Bank N\ UNIT 

kate ri Caban-, Telkom PLN 250 000 

I Rvmah B«ldt dGn Sarano 

4-Nhat«ru 

27 Rumah Sakit awasta UNrT 

200.000 
28 Poliklinik/ Balai Pengobatan UNrT 

100 000 

29 Rumah Beraalin UNIT 

150.000 
30 Apotek/ Toko obat UNrT 

I 



100.000 

31 Laboratoriwn UNIT 

100.000 

32 Praktek Ookter UNIT 

100.000 

J &znztui hndt4Uca" : 

33 Tempat Pelat.lhan UNIT 

50.000 

" 
Sarana Olclllraga : 

34 Gedung Olahra,ga awuta kecil UNIT 

50.000 

35 Taman H1buran/ Rekn:a$i UNIT 

200.000 

36 Termmal UNIT 

200.000 

I 



C. PELA.YANAN SEDOT KAKUS 

STRUKTUR T ARIF TARIFBARU 

N, 

JENIS RETRIBUSI PERO ·1.5 m' P[R l,S ·2,5 IA' SA TUAN 

• • ' 
d 

' Kantor pcmcrintah, 
I BUMN, BANK dan Rp400.000,00 Rp800.000,00 Sekali Scdot 

Penisahaan Swasta 

2 Rumah Masyarak.at Rp I S0.000,00 Rp2SO.OOO.OO Sekali Sedot 

l Rumah lbadah Rp0,00 Rp0,00 Sekali Sedot 

' 
Fasilitas Umum RpJ00.000,00 Rp600.000,00 Sekali Sedot 

' 
Hotel, Penginapai, dan 

RpJS0.000,00 Rp700.000.00 Sebli Sedot 
w""" 

6 
Rumah Mak.an, Restoran. 

RpJS0.000,00 Rp700.000,00 Sekali Sedot 
K.lfc dan Wart.op 

D. PELA.YANAN PENOELOLAAN AIR UMBAH DOMESTIK 

NO JfNIS llfT1U9USI SATIJAN HARGASAT\JAN (Rp.) 

Pembuang;m Air Lim bah 
Domest1k oleh Swasta di 

1 IPLT(lnstalasl Per Rit/Kendaraan lS0.000,00 
Pengolahan Lumpur 

Tlnja) 

E. PELA.YANAN PARKIR DI TEP! JALAN UMUM 

NO JENJS PELA YANAN TARIF 
SA TUAN (Rp) 

1. PARK.IR DI TEP! JAU.N UMUM 
11 Sepeda Motor 2.000 sekali parkir 

21 Mobil (Sedan, takm, mini bia, pick up, 
3.000 aekali parkir jeep, dan eejemanya) 

31 Mobil fbua aedang,dan truck aedang) 4.000 sekah parkir 

'I Mobil (kereta gandengan, kcreta 

tempel�--·�a beu.r,truck beaar, dan 5.000 aekah parkir 
ae'enian 

51 Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 48.000 
I (aatul 
Toh= 

61 Kendaraan Dinaa Roda 4 {empatJ 72.000 
1 [aatu] 
Tahun 

1 



F. PELA.YANAN PASAR 

No T; 

·- 
d.iJCllil Tarif 

,.._ 

I T; A ... 3 ,00 Pctakl I Ian Paw 

Los Ro 3.000 Petak/ Han Pasar 
......... 2000 Petak/ Hui Pasar 

2 T, n Kiot1 Ro 3.000 Petak/ Hui P11$11r 
to, R• 2.,00 Petak/ ll1ri Paw 
,.,_ 

Ro 2.000 Pna/Huifa,ar 

3 rt c 

··� 
2.,00 Petak/ I lui Pasar 

Loe Ro 2.000 Petak/ Han Pa.w 

......... R• 1.,00 Pctlk/ Han Pasar 

• rt D 

··� 
Ro 2.000 Pctlk/ Hui Paw 

.... 

:§ 
1.,00 Pctlk/ Hlli Paw 

,.._ 
1.000 Pctlk/ llui Pasar 

BUPATI PINRANG 

• 

"' ' 



LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 
NOMOR I TAHUN 2024 
TENT ANO 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

STRUh.TUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA 

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEOIATAN USAHA BERUPA PASAR OROSIR. PERTOKOAN 
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA l.Al.NNYA. 

No Fulliw S.t •• D T•rir 

I 
y..., M21Tahun IS0.000,- 

2 
... M2/Tahun 100.000,- 

3 
Oudang SRO UnilfTahun S0.000.000,- 

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN !KAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN 
HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN 
TEMPATPELELANGANIKAN 

STRUKTUR T ARIF TARIF BARU 
NO OASAR PERTNBANGAN TARI' 

JENIS RETRJBUSI TARIF SATUAH 

• • ' 
d 

• 
1 

"" """""'  
Rp  

""" 
...� 1. Waktu ope1asioual r8latrf singkat 

"""""' 
J>m 05.00 ., 

08.00 .... 
2 Penggunaan berslfat sosial untuk 
pelayanan masy.nkat dan mendorong 
penumtuian lkonomi masyr.ikat 

' 
Parkir TP1 Motor Rp 2.000 Unit 1. Memenuhi biaya opeta:sional 
Pinrang 

Mobil Rp 5.000 Unit 1. Memenuhi biaya opetasiooal 

3 T.wnbakan Perahu Rp 7.000 1 Kali 1. Memenuhi biaya oper� 
Perahu Sandar 

' """ Uh"' Rp 4.000 Me�r 1. Memenuhi biaya operasional 



C. PENYl!:DIAAN TEMPAT KHUSUS PARK!R DI LUAR BADAN JALAN 

NO JENIS PELAYANAN TARIF SATUAN (Rp) 

TEMPAT KHUSUS PARKIR 
I) Sepeda Motor 2.000 Dua Jam pertama 
2) Mobil {Sedan, talc$i, mini bis, pick 

3 000 Dua jam pertama 
I. 

up, jeep, dan stjcnisnyat 
3) Mobil (bus sedang,dan truck 

4.000 Duajam pertama 

-· 4) Mnbil (kCTcta. gandcngan, kercta 
tempelan ,bu1

0

�aar,truck bcsar, 5.000 Duajam pertama 
dan. ·cnisn· a 

Sctclah 2 (duaj jllm pcruuna sampai dcngan 12 (dua belas) jam dan 
,. ketentuan angka I dikenakan tambahan tarif Rctribusi eebcsar 50% 

(Lima puluh pereen) dari tarif Rctribusi yang dikcnakan. 

Sctelah 12 (dua bclas) jam dari kctentuan angka 1 dan angka 2, 
3. dikcnakan tambahan tarif Rctribuai acbeaar 100% (eeratus pcnicn) dari 

tarif Rcuibuai yang dikcnakan. 

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA 

STRUKTUR T ARIF 
NO 

JENIS RETRIBUSI TARF SATUAN 

MESS 

1 PEMDA Pengi,aPM Umt.n Rp 100.000 

°"""""" JAKARTA 

MESS 

2 ,...,, Penginap.w, urrun Rp 100 0011 

°""""'" MAKASSAR 

3 
RUMAH 

PenghuniRumM Rp 350.0011 
""""""" DINAS 

4 
AUL.A RSUD 

••• Rp 500.0011 Per Hari 
L.ASINRANG 

"'""' s RSUD 

""'"' 
Rp 500.0011 Per Bulan 

L.ASINRANG 

I 



E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONOAN HEWANTERNAK 

S1r1.1ktur T.,;f 

No Jrnis TarifDaru Dasat l'ertimbanpn 
Jeni, Lay....., 

'"'"" 
T11tif s.,- 

Penctapan Tarif 

' 
Rwnah Potong Besaran braya 
llewan Sap; Rp 25 000.- "'� Rdribusi mcrupakan 
.. Pancriksaan Ante ... biaya yan11 

mortem {teb<:lwn 

··- 
d1bebankan dalam 

di JIOIOOII @I post 
rangk.a memenuhi 

mortem {Sdetah di 

-� lr:ebutuhan biaya 

b. Pc:mokaian Rp [5.000.- "'� 
penydenggaraan 

"""""• 
layanan atau bi1y1 

,. Pcmaklian Tanpat Rp. L�.000.- "'� 
operasional berupa 

t>anotongan biaya petugas dan 
Tanpat Pelayuan Rp. 5.000.- biaya penunjang 
Daging lainnya dengan 

mempertimbanglr:an 
kemampuan 
masyarakat dan 

kinerja petugas dalam -,- 
wasan, 

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN 

., 
ObjelrJJer,is ... - 

' 
Puyllllll )IN kl,pal 

' ·� KIP'i Nb!!) Dermaga 

• Speed boats a5 PK 11¢oo:i.oo .... , ....... 

- Speld Boat 85l,< 200PK 11»10.oo:i.oo Stklli r ll:llbll,1wl 

• Speed fklill > 200 PK Rp2I) oo:l,00 ... , ....... 

• �Ferr,200GT 
RpXt oo:i.oo ... r ........ 

. ""'"" 
Rp1600:'.),00 

_,_ 

' Jasa TM't,;if klpll di W" jlrn.,._ Rp so oo:i.oo 
,,,_ 

" -- 
' 

Pa MasoAt Pelabihn un� � 

- 
.... ., Pl'"ora,g sotili-* 

" --- 
' 

Pas Masuk � yrlltJl "'8ndarNl yang me,,,et,e,ai,g 

Ksld.1l'NII � 1'11!*1• - din 

-· Rp2.(XXl,00 '* urit Mkll ...... 

I "--'a mca cl blwa'l 500 cc ___. 

I 



molar mnk oorm, )'1(11Ma. !Uru<i dlll 

� Gcb,ga, 111/Sec>eda lttJr 
dlll ,ejerlilny• 

Sepecla molar p: �a:)� Diaty, 1\13.000,00 I* un,t llllbli ..... 
Hant<y oa.t,an, Horda 500 a: <la! 
Mtldaui nm, 3 {TOSSA, V... ltml!i, 

- 
l<'MldlrM, Gaqs, IV/ 8-q 

l"«,i;leraa, 111,rnob ben4II Motlil t.v,g, 
mobil bak !!Wllin � date Rp6000,00 I* llflll setall ..... 
cabin pqq � denglll s "'* 

111*1 Pd 141, mctl pk 141 pa', 

Mrld•, Hluldcu* cabindan Njelilnyl 

� Golor!iJ111 rw Penurnpa,g 

KendwU'I b8i'nllll:M � Mobil Jlep, 
5«1111, Mlnltiul din lljl .. .,, �Ill "'5.000.00 Pl'""* Mkll n-.. 

pqa'lg ..:llpll denglll 5 "**. Ml*1i 
mobil )11'111 _.,, SUV, MPV, lCGC, 
(Hcw>da City. TO)'OII Yail, Mrtlubilfli ,9) 

l'Mldna,, Golong;lfl VI 8llrS1i 

l'Mldara111111,,,.... berup1 Mobil 8,rq 
{TNCklT.,.s) ...... ledq, denglll Rpl0000.00 I* uni ll9tali mau. 

Pl'iq sari.,.; lebll da'I S.7 -- cw, 
j blfi !181)111 Tn.dl. llidq. TNCk 

muat pasi", Tn.dtloluku� S-7rMW 

l<endnlll Gaqsl VI� 

!Wodarilifl biOIJU berupa Mobil Bui, 
I* un,tseka,I mau. 

..... ... ... . , 

- 
... Ri,12.000,00 

Hjl lilhfl lllpll'li ,....,.,, t,,..(30 Nell) 
MDJWIOI .... 8ul kid, El. ..... 

l(en6n;lfl �Ill w e.q 

l<enda'alll bemllb ben4II Mobil Ba-q 
{TNCkllqlol ...... PIW...-..i 1ebl! iai Ri,15000,00 I* un,t '8kall mad. 
7-10 mew din tljl,Wlya. NP1'1 TII.O 
IA'lgkl, i'..ek fl'IO, Mi¥• (llklnl 7· 
10 meter) 

�Golong;lfl w� 

KendnanblmlCb'unllJk� 

be!\.lpl mobl IM lltllrWl � lltill llp20.000 00 Pl' ri: Nklll __. 
ca.17-10 mlllr, Ill*' 8j1 AIW', Bii 
pPIS31a, 811 bew bpMrt8I 52 .... 
....... 

l'Mldara111 � VII 

.,...,.... .. ban,..,. Olr\ll)I mobl blnisl 

-. rmb,I pend t,eriuj( grdlngln Ri,17.000.00 
per __ ....... 

- kendaraan ... bin1 i*uran ""'111111 
lebih 11111 1().12 mellf, --' , ... 

i.'C,lki l)tr1*nnl beslr, truci itnon 

Kwlda'alll Golafva'I VII Ap20000,00 perlnl�� 

1 



Klnlaraan bail- � rnobi biaq 
mm. rnobi ta'VD, kllndaraan ;11;1: bent 
i.t;ino pqll'lg llbtl dai 12·16 ...... 
Nl)e,11 Trudi; l*1lllg (lffllll'Ol'IP mtnillld 
s 11U111tio; lfl'W'II, n.u. �•. I.Wtled, 

"""" 
Ko,oi,,...,,� ll( 

Kend ............. bsupl rnobi ba"q 

'°"'°""· mobil tqW. undaraan ... � 

""'"""' 
I* lri: letall � 

...._. � t.et,11 dlrl 1e mnw. 

� Turd '-9i ga,,;terg, Trude 
gneng, Trude�Ubn: 

..... I* vnil IIKali rnaj; 

llperi e-. Loiid9r 
P;:125 000,00 

' 
Pas Masul<Pllalluhirl unU; � � lid;lli "*,yet.,•ig 

Ken4erwl Gokng .. � mcb'Wi ...... ,. 

.. .. - 
Sepeda rnollrd � 500,:,:...,. l!di' mnk Rp2o:xl.00 .... 

hm:18. yilllW. IIIMI dan gemt.-. thl:lni 

Ke.idalM1 

- """'"" - 
.., 

- .. I* ri llklll 
Slplda rnotlr p, 500 ec) Ml*1I C),gjy, Ha191 

"'""" 
.... 

�' Han:1a 500 ec dan kerdn;n itdi 3 
{TOSS-.. Via-, Nozoml, Kaisar) 

Kendna,�IVl&.q 

Kendna'I bem- bsupl Motil ti.al;. motiil t.; 
..... - 

muata, ��cabnpa,jq .... ., 

- � dingal 5 lmWSE!l)eft ftt 141, mobl pike up 
PIS, mda. ta,,; doJJlil cabn A'I I •••Y• 

�N'I Goicng«i lVI Plflumpq 

�- bihl- binlpaMobil.lllp, Sadan, ........ 
Mnbl,s dan ..,.....,a oeopl pa*"'9 � 

""'""" - dtrlfil.-i 5 ,......, "'*1 mobil )Siii l8dml, SUV, 
MPV, LCGC, (Hg,da c:i!y, TO)O!I Yft, M,ll!D9hi ell) 

Keniln.-i Gokng.-i VI b'q 

�bei11W berupaMotilllillq 
.... - {Tn.di!Tqlol .-.i .i.,g, dirQal'O � Rp10000,00 .... 

.... i.bt, dl,I $-7 llftlfdan j Nijiseprll 

Trude ....... Truc:k rr-.iat pasir, Truc:k bo:tc utura'l $-7 

- 
Kenda'H!Gdqar,VI� 

........ Knlnant11o,nob � Mobil fQ. � llbll Rp12.000.00 

- <ml S-7 mew dlll lijel'IMyi llf*' ll!ldi.,n, M(JO 
•Ill) Amblllance ... &.. kd, 9. .... 

"4!ndau1 � Wllillq 

l(,endna, be.11- bsupi Mobil 8-q pe,risebli 
{Tn.dilT.l........, � let.ill dlll 7·10 metw Rp15.000.00 

- ,:i.n Mje, .. ., .. ....- Truc:k tqij, tNclc pu,o, nc:11 
iahter (INllli'O 7-10 mn<) 



��vr� 

� be,,, .... lllllk � � ,n;t,11 

Rf,20.000,00 .... - bu9 uklnn � lebill ui 7-10 ffllilr, M!*"II Eb 

- AKAP. Ills ?ri 111 Sil bes. IIPM'P �-- .. _ 
� Golor'4j;m, VII 

� ....... t.,, ..... blrupl mooit..q�bl. 
...... - mob,lptnd briutgnlq.,..,.� .. Rp17 (D).00 ..... 

bent ukurWi � Id. d-1 10-12-. Mpeit 
Tn.d tar,gld pe.i.,oi1• ties.. ndc � 

��Ylll 

� t.uw � mobll i.q tront:in. 
.... - mobol !qtl, .......... IUI bmC � ?8fiang Rp2(I (D).00 .... 

letih Mi 12-16 ""*'"· Mperli Trudi; Pl"flllll 
(ll!lllll"iyll iTiolilTAi 5 Sll!OJ g;mer>). wc:t< lrailef. 

-·- 
--· � be.ii .... berupa mooi taq �loo. 

.... - 
mobil � � .i. t.il uwan panJilflll Rp2'2 (D).00 

- lebill dari 16 _., NpeMI Turdr. la-9" IJ"i0el'9. 
Tn.dP*IO. Tn.:I. �albme 

...... 

lllll)8i1 . Exca¥alD. l!lllltlr Rp25COO.OO perlril,et.i; 

- 
• 

Ptlly- JNa Klptlsbvtian.n 11111111• 

' f'ernaa.an � 4alain � Si.ngai dan � 

. ...,., .... Rp75.COO.OO ,,,,_ 

' 
PatMasuk �I.WlllkPwp� Rp 2.C00.00 ..... - 

.... 

3 
Sew.IT.,_./� (l...,wiayahKawau, Rp 50(D),OO Per 1111111 pli'l!lgi 
PwlhNn Miil "-i•lllli•Wl � _.., 

t 



G. PELA YANAN TEMPAT REKREASI, PARIWJSATA DAN OLAHRAGA 

STIIUICTUR TARIF 
No 

JENIS RETIIIBUSI TARIF SATUAN 

• • ' 
d 

I OBJ EK WISATA 

A SUULI 

Tlket masuk dewaSil Rp 20.000 Orans 

Tlket mnuk anak (Mu 12 tahun) ,, lS.000 Orang 

II TEMP AT OLAH RAGA 
A GEDUNG OLAHRAGA lASINRANG 

Sewa Geduna Harlan 

" 
500.000 Hui 

Sewa Gedun an-an /jam � 20.000 Jam 

• GEDIJNG OlAHRAGA ANOI MAKKULAOE 

a. Sewa Gedung Pengantin/Event ,, 1.500.000 Hari 
b. Sewa Gedun- Pertemuan/Seminar/dll I 

" 
1.000.000 Hari 

c STADION BAU MASSEPE 

,. Sewa lapaoeiin latlhan Hariiin Rp 50.000 Jam 
b. Sewa lapangan Pertanding.a/Event ,, 3.000.000 1 kali 

c, Sl!wa lapilngan Non Event ,, 1.000.000 1 kall 

d. Sewa lapangan Pertunjukan Menuunakan 
Rp 10.000.000 1 killl 

Pi!n u 

D 1.APANGAN TENNIS 

a. Sewa lapangan latihan Hillian lap. l din 2 Rp 2S.000 Jam/tap. 

b. sewa Lapangan Pertilndingii/Event Lap. 1 dan ,, 500.000 Harl/lip. 
2 

Sewa Lapangan Pertilndmgan Non Event Rp 250.000 Hari/Lap. 

H. PENJUAL'.N HA.SIL PRODUKSI USA.HA PEMERINTAH DAERAH 

I. PENJUALAN BENIH PAD! 

NO NAMABAMNG SPE.SIFIKASI SA TUAN TARIF !Rp.) 

I 8enih PM!I Pokok !nH,� Rp./k.l 
lS.500 

2 �nih Pa-di SelN!r In Hibnda .. , .. 
13.000 

t 



II. PENJUAI.AN BENIH/BlBIT !KAN 

JENIS HARANG SPESIFIKASUUKURAN SA TUAN TARIF 

Biblt/benih ikan - Ulruran 2 -3 cm Ekor ,,. 

Blblt/benlh lkan 
- Ukuran 4 -5 cm 

Ekor 
300 

81bit/benih lk;m - Ukuran 6 -8 cm 

""" 600 

Bibit/benih lkan • Ukur,n 9 -11 cm Ekor 
1.000 

IU. PABRIK ES BALOK 

NO JENIS RETIUIIU51 SA TUAN 
HARGA SA TUAN 

. 

1 Es Balok Per Balok 
15.000,00 

I. PEMANFATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENOGANGGU PENYELENOOARMN 
TI.JOAS DAN F'UNOSI ORGANISASI PERANOKAT OAERAH 

I. SEWA Al.AT BERAT 

Sewa den anBBM 

No �nis Allit 
per hart per J•m 

• • 
1 

Motor Greder 146.429 1.026.000 

2 
Bechoe Loader 127.857 896.000 

3 
Wttell Load9r 127.857 895.000 

• BuldoHr 122.857 860.000 

5 Excavator 127.857 895.000 

6 Baby Wales 103.571 726.000 

7 Stone Wales 103.571 725.000 

• DumTruk 46.428 325.000 

9 
Concrete Mixer 28.571 200.000 

10 
com-rnor Air 21.428 185.000 

I 



II. SEWA Al.AT LABORATORJUM 

NO Ur11l•n "'-t Ntwon T,rif 
1 Labora Penetratioo test set Hao 32.200,00 
2 Alr C.ontent ci Fresh Mixed conc:rate Hari 15.000 00 
3 Vibe nme set 

- 
34.100 00 

• Vortical lode,C,, Set Hari 26.600 00 
5 Modulus cl Elactici In Concrete Test Hao 19.500,00 
6 E<.om� Machine 3000 Kn Hari 115.300 00 
7 

J2!>'.!'l<l °"'" Hao 33.100 00 
8 waterbath I ru1 tank Hari 18.500,00 

' 
Air Pcrmmbil" cl Pc Fineness Devla! Hari 3.000 00 

10 

-·- 
Hari 21.800 00 

11 Loss and Heab Hao 112.200 00 
12 

""""' '°'"' 
Hari 11.300,00 

13 Rash arid Fire Point Hari 19.800 00 
14 Ductflltv cl bltumloous material test Hari 69.300 00 
15 Automatic bituminous Hari 67.300 00 
16 .. k.lemen Beam Hari 43.500,00 
17 I :  washi3 f8" dia.· 8� Hao 'l.'100 00 
18 moisture tester Hari 24.700 00 
19 Aowatch I kuat t.ekan mortar 

- 
'13.800,00 

20 Calibration Anvil Hari 55.100 00 
21 Sal!!Q!.e exteruder Hao 32.800 00 
22 Snn limit test set Hari 23.600 00 
23 !] · IC ravi vacum mathode Hao '17 .600,00 
24 C.ombination �eameter test set Hari 16.200 00 
25 C.om . meter test set Han 21.000 00 
26 Moisture content test set Hari 159.100 00 
27 Uncomruied test set Hari 56.500,00 
28 C.onsllldatlon test set Hari 60.300 00 
29 Tiaxial test set 

- 
434.300 00 

30 . ital lJTM Soil 

- 
613.400 OD 

31 E-Dlrect shear test set Hari 89.800,00 
32 Standart testl 

""' 
Hao 2.400 00 

33 Wet washi sieve fB"dla. · 4" Hao 3.500 00 
34 Gilson Sam 

"" 
Hari 30.400,00 

35 

� 
Han 5.200,00 

36 Hari 5.200 00 
37 Electric Siever shaker Hari 27.100 00 
38 Sand E ulvalen test set Hari 11.600,00 
39 � test  Hao 29.800 00 

Aggregate Crushing value ACr dan TfV 
.. 154mm Hari 15.500 00 
. , Bulk d test .. Hari 54.900 00 

Spesiflc gravity clan absortion of coarse 
42 � ate - 

78.800 00 
43 lk Im 

"""""'"" 
Hari 37.600 00 

.. llmba an d" ital Hao 7.000,00 
45 Labora.JQ!t mixer Hari 46.000 00 



... Slum Test set 

""" 
s.200,00 

47 

"""' "°' """ 
31.500 00 

48 Dinamle cone � Harl 9.400 00 
<9 Plate bead!![ test set Harl 255.600 00 
50 TVA etrometer Harl 26.800 00 
51 Dutthoone � 

""" 
140.900 00 

52 Soodlr hldrolik Harl 532.300 00 
53 Concrete rube mold Harl 2.900,00 
,. 

Conoete 

-- 
Harl 2.900 00 

55 -., 

""" 
34.000 00 

56 Mortal mixer ' labora a al .... 181.300 00 
57 Wadah I n 

""" 
100,00 

58 vecum Harl 19.300 00 
59 1.o,_- 

""" 
72.700 00 

60 .. ! fHanclukl 

""" 
500,00 

61 hidrometer ana . test 
Harl 21.100 00 

62 >m,a<h Harl 60000 
uno::impacted void content ci fine 

63 ate 

""" 
18.200 00 

" 
-.nom- Harl 500 00 

65 � tula 10 an blade 
""" 

100,00 
Labu dengan kapasitas 50 ml (vlurr.etik. 

66 
"'"'' """ 

700,00 
67 Pi atau �n keteUtlan 0,1 mm Harl <0000 

L.abu dengan kapasitas 250 ml (vOlumetric 
68 

"""' 
.... 1.600 00 

69 Satu set Alat I TIUk Noda Harl 22.700 00 
Timbangan analitis dengan kapasitas 1200 

70 nram 
""" 

139.200 00 
Solubility ci Asphalt Materials in 

71 Trid11oroeth test set 

""" 
45.400 00 

72 

"" 
1 Balance 210 er x 0.1 r 

""" 
82.400 00 

73 Beaker Glass 1000 ml 
""" 

1.200,00 
74 Piknometer 30 ml 

""" 
1.200 00 

75 Reflux extractor test set 
""" 

18.200 00 
76 Water content In oleum cducts 

""" 
12.500 00 

77 Sa Viscometer test set Harl 56.800,00 
78 Thermometer I am Harl 1.400 00 
79 Marshall test machine Hari 102.200 00 
80 Pemanas El I Harl 22.700,00 
81 1 set alat U I PRO Hari 102.200 00 
82 

''"'"'"' - """ 
102.800 00 

83 Concrete .... _ 
""" 

7.900,00 
84 

_, 
Ta .. 

""" 
20.500,00 

85 -Limit Han 22.200 00 
86 Limit .... 22.200 00 
87 

""' ""' """ 
34.100 00 

88 c.ordril Beton 
- 

134.300,00 
89 

"'""''- """ 
138.900 00 

90 HVORAULIC CONOl.£T[ SEAM TESTING MACHINE Harl 44.300 00 
91 Hammer Test Harl 94.500,00 

t 



Ill. PEMANFAATAN ASET DAERAH (GEDUNO, INDOOR DAN AUL-\) 

NO 
STRUKTUR TARIF 

JENIS RETRIBUSI TARIF SATUAN 

1 
GEOUNG 

""'"" 
Rp 1.000.000 Per Acara/1� 

PKK 

INDOOR 
2 KANTOR 

""''"' 
Rp 1.000.000 Per Acara/lvert,1-iai 

BUPATI 

AUlA 

3 MASJID AL- 

"'' 
Rp 2.500.000 

"' """""" MUNA WHIR 

IV. SEWA GEOUNG PABRIK ES 

NO JENIS RETRIBUSI P£R8Ul.AN (Rp) P£RTAHUN (Rp) 

2 
Pabrik Es Balok 

3.382.SOO 40.000.000 
(Dhew11kan) 

V PEMAN�"MTAN ASET DAERAH (GEDUNO OLAHRAGA) 

•• 
STRUICTUR TARI' 

J£NIS RETRlBUSI TARlf SATUAN 

• b 
' 

d 

n TEMPAT OLAH RAGA 

• GE DUNG Ol.AHRAGA ANDI MAXICUlAOl 

a. Sewa Gedun<> Pen<>antin/Event • 1.S00.000 Hari 
b. Sewa �uns Pertemuan/Semlnar/dll I ., 1.000.000 Hari 

B lAPANGAN INDOOR 

1. Sewa la"�"gan latihan Harian 

" 
20.000 Jam/Lap. 

b. Sewa lap,mgan Pertandinsi/Event 

" 
500.000 Harl/Gedung 

c. sewe 1ap.ingan Pers.ihalwitan Non Event 

" 
300.000 1 hll/Gedung 

BUPATI PINRANG 

t-- 
lRWAN HAMID t 



�PIRAN Ill 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

A. RETRIBUSI PBO 

Struktur dan besaran tarif pclayanan PBO ditctapkan sebagai berikut: 
a. Bangunan Oedung 

Retribusi dikenakan kepa.da pemohon PBO atu layanan pemerikasaan 
pemcnuhan atandar tcknis, pencrbltan PBO, inapcksi Bangunan Gedung, 
pcnttbitan SLF SBKBG, eena pcncetakan plakat SLF. 

Rumus PerhitungBn Retribusi PSG: 

Nilru Retribusi (Nr) LU x (!lox SHST) x lt x lbg 

LLt 1:JLl.i + LBil 

Keterangan: 

LLt : Lurui, Total Lantru 

$HST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelunmya dk.enal 
dengan Harga Satuan Bangunan Gcdung Negara 

llo : lndeks Lokalitas yang merupakan pcrsentaee pcngali terhadap SHST 

It : Indeks TerintegraSJ 

lbg : lndeka Bangunan Gcdung Tttbangun 

LLi : Luu Lantai ke-i 

LBi : Luu Basement ke-i 

If ; lndeks F\mgsi 

Bp : Bobo! Parameter 

Ip : lndeks Parameter 

Fm : Paktor Kepcmilikan 

b. Prasarana Bangunan Gedung 
Tan! Retribusi Perizinan Tert.entu at.as pclayanan PBO untuk Prasarana 
Bangunan Oedung dihitung berdaaarkan Volume M dikalikan lndeka 
Prasarana Bangunan Gedung (II dikalikan lndeks Bangunan Gedung 
Terbangun {lbg) dlkahkan harga satuBn Rctribusi prasarana bangunan 
Gedung (HSpbg) atau dcngan rwnus: 

VxlxlbgxHSpbg 

e lr"ldcks Terintegrasi 
lndcka terintegrasi eebagrumana dimak3ud pada angka I dihitung 
bcrdasarkan indeks fungsi tit) dikeliken fakt.or kepemilikan (Fm) atau dengan 
rumus: 

lfxL(bpx Ip) x Fm 

d. Standar Harga Satuan Tcrtinggi (SHS'J1 
l SHST yang digunakandalam Perh1tungan 

Bangunan Gedung Negara Scdcrhana 
Rp.5.520.000,·/m2 

Retnbusi merupakan SHST 

dan ditet.apkan sebesar t 



e, lndekll Lokalitas (!lo) 
lndcks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut: 

lndelm l.ala.lltu ..._ 
........... 

J- J- J- Jalan ........ 
Nasional l"rov!noi Ka bu paten Linglrungan 

-· 
o.s o.s o.s o,, 

Hunian 

'"""' 
"""""""' 

o, 0,5 o,, o,, 

.... o,, o,, o,, 0,3 

"""" Non MOO'O 0,5 o,, 0,5 o,, 

,.,.., PAUD 1/d 
o.i 0,' o.i 0,' SLTA 

..... ,. "'"""""' 0,2 0,2 0,2 0,2 

- Sotial 
0,3 0,3 0,3 0,3 Bu.days 

Khu.us o,, o.s o.s o.s 

f. lndeka Terintegrasi (It) 
I. Tabel Jndeks Terintegrasi {It) 

'"'""' llobotl'¥1meter( 1.-.dek-..-er(I ,,, .. , 

"'"' 
....... Pua meter 

"" 
.. , ,, 

, .... 0 , 
<om- 

,., •• Seoem .... 

' b. TldakSecleft\llM 

' 
�UMKH· ,., 

- 
,., ,.�nen 

' 
_, 

b. ,..,,,ane,, 

' ,._ 
Ketlngg"'n ,.s ") MenglkutlTai..t...,.•Mengllw!I 

,. 0.15 eft51enluml;>hu,n T1�� 
<IOOm'dan ., mllhl..lnt.111 
., ..... 

,. 0.17 
:>IOOm>oan 
,,_ 

·-- 
0 

'" -- ' Sotiell!ludayl ,., Faktorl(_.,iNUn(Fm) 11. NeQ&rl 
' �- b . .....,!"II� 

C.mpw....,. -� ' luu<5100 ,., 
m"<uon<2 

··- ,. 
• •• wn>SOOm' 

""n:>211ntal 

I 



2. Tabel Koefisien Jumlah Lantai 

Jumlah Lant.Ill koeflsen Jumlah Untal 

Basemen 3 Lapis + ( n ) 1.393 + 0.1 ( n )  

Basemen 3 UJpis 1.393 

Basemen 2 lllpis 1.299 

Basemen 1 La 

" 
l 197 

1 1 

2 1.090 

3 1.120 
4 1.135 

5 1.162 
6 1.197 
7 1.236 

8 1.265 

• 1.299 

10 1.333 

11 1.364 

12 1.393 

13 1.420 

14 1.445 

15 1.468 

16 1.489 
17 1.508 
18 1.525 

19 1.541 
20 1.556 
21 t.570 
22 1.584 

23 1.597 

24 1,610 

25 1.622 

26 1.634 

27 1.645 

28 1.656 
29 1.666 

30 1.676 
31 1.686 
32 1.695 
33 1.704 

34 1.713 
35 1.722 
36 1.730 

37 1.738 

38 1.746 
39 1.754 
40 1.761 

t 



41 1.786 

42 1.775 

43 1.782 

44 1.789 

45 1.795 

46 1.801 

47 1.807 

•• 1.813 

49 1.818 

5-0 1.823 

51 1.828 

52 1.833 

53 1.837 

54 1.841 

55 1.845 

56 1.849 

57 1.853 

58 1.856 

59 1.859 

60 1.862 

60 +'fl' 1.862 + 0.003 'n' 

Ketrerangan : 
1. Untuk Basemaen disebut Koefeslen jumlah Lapls 
2. Untuk Lanta, disebut koefislen jumlah lantal 

Koeflslen jumlah lantal/lapis digunakan sesual 
3. dengan jumlah lantal atau lapls basemen pada 

bangunan gedung 
Dlatas 3 lapis basemen, koefislen dltambahkan 0.1 

4. 
seuec lapisnya 
Oiatas 60 lantal, koeflslen d1tambahkan 0.003 

5. I set ap lantalnya 

Koefislen Ketln9glan BG "' 

O: I W X Kl l l + 'S'  (LBIXKBU 

U: LL/+ 1: LB/) 

Lii : Luas Lantai Ke-I 
KL : Koefislen Jumlah lanta! 
Lb! : Luas Basemen ke-1 

Kbl : Koeflslen jumlah lapls 

I 



g. lndeks Bangunan Gedung Terbangun {lbg) 

l. Tabel lndeks BG Terbangun (lbgl 

Jenrs Pembangunan Indeks Bangunan Gedung 
Terbangun ( Ibg ) 

Bangunan Gedung Baru 1 

RhabllJtasl/Renovasi 
Bangunan Grdung 

•• Sedang 0,45 x 50% • 0,225 

b. Berat 0,65 x 50% • 0,325 

Pelestarlan/Pemugaran 

•• Pratama 0,65 x 50% • 0,325 

b. Madya 0,45 x 50% • 0,225 

,. Uta ma 0,30 x 50% • 0,150 

2. PrallllJ"ana Bangunan Oedung 

...... ...... 

BltRAT/PBU 8&DAIIIO/PZK 
.., ..... ..... ..... 

Pl!.m:BAIIGUJII KON8TRUIUU KOlt8TRtlK81 
...... 

.....""". "" .... ....... BICBIISAR 
•o ............. 

• 
..,,,,.,. 

65'11, DAJU. ..... .., 

OAOOUOAR BAIIOUJIAJI 
O&DUlfO owu•o 

...... IIIDIUCS t•DEKS 

' ' 
a • s 6 

' Konttn.,kai 
Le m1 1.00 0.65 ll 5°" 0.45 11 SO'II, p,:mbcu.e.1/p,: Tanggul/ m1 1.00 0.65115()'11, 0.45 11 SO'II, """"" , ,.,.. retaining 

- ' 
··all 
,..,,,., m1 1.00 0.65,. 50% 0.45" SO'II, 
boa, 

ka�hng/p 
e .. il 

!Constn.,ka.i 
a. ra 

"" 
LOO 0 65 " SO'II, 0 4 5 x 50% 

' 
,-.o� 

-""'-- "'"""" 
m2 LOO 0.65 x 50% 0.45" 50% 

Konslnlkai 
J- m2 1.00 0.65 x 50'% 0.45" SO'II, 

-=- ... m2 1.00 0.65" 50% 0.45" SO'M, 
a ... ,..,... ' 00  0.65 x 50% 0.45 x 50"K, 

- .... 
m2 

tcrbuka 
Kon,tn.ok .. m2 1.00 0.65 x 50% 0.'f5" 50'% 

• 
p,:rker111an 
upal, beton 

Konuurksi m2 LOO 0.65" 5Cl'II, 0 45 x 50% 

' 
p,:rl<erasan 

-- Kon1tn.,kai .Jembatan. m2 LOO 0 65 " SO'II, 0 4 S " 50% 
6 p,:nghubung 

m2 1.00 0.65 x S0'11, 0 45 " SO'II, Box a.,/1.'fft 

I 



Kon•trui<Bi m2 • 00 0 65 >< 50% 0 45 x 50% 

' 
p::r,ghubung 
(icmbata_ --· 
Brltar Un 
Konstrukei m2 LOO 0 65 :,: 50%  0.45:,: 50% penghubung 

' 
{icmbatan 
pcnycbrang 
orang/ benmg 

Konstruksi m2 LOO 0.65:,:� 04Sx� p::r,ghubung 

' 
(J,,mOOuu, 

""""" �h/unde,p 
ro Kon1truksi Kolam m2 • 00 0.65:,:5()% 0.45:,: 50% ......,,,, renan- 
-- 

>«>•m m2 LOO 0.65:,: 50% 0.45:,: 50% 
............. pengo!ah.a 

n air 
.-eul!OU"di 
bawah 
t.anah 

•• Konstruksi m, LOO 0.65:,: 50% 0.45:,: SO'!!. 

sepric !Wik. 

1unmr 
re1apan 

ia Kon1trukai Mena .. 
"'' ml 

LOO 0.65 x 50% 0 4 5 :,: 5()%  
-- 

_..,, 

Cttobon" "'' m2 LOO 0.65 >< 50% 0.45 x 50% 

ta K<>n,trul<si Per S m2 LOO 0.65 >< 50% 0 4 S :,: 50'IG. 

- .. 
•• Ko,ntruksi 

..!! 
Unit LOO 0.65 x 50% 0.4.Sx:l,0% 

monumcn Unit LOO 0.65 • 50% 045x50% P,uuno 

"' """"' 
Unit LOO 0.65 >< 50% 045:,:50% 

... 

Di luu Unit LOO 0.6.Sx 50% 0.45 x 50% 
nd 

" 
Kon1trukai !natalaei Unit LOO 0 65 x 50% 0.45:,: 50% 
inau,,ta,i t hatnk (lua" 

"""" 
maksunu 
m ,0 

m2), 
apabila 
unit 
lebih 
dan 10 
m2 

dil<cnaka 
n biaya 
u,,mbaha 
n eer m2 

tnatalasi Unit LOO 0.65 x 50% 0.45 :,: 50% 

tclcpon/k ,_ 

omunilcaf.i maka,mu 
m to 
ml), 
apab,la 

=" lebili 
dan 10 
m, 

dikcnalca 
n bia··a 

I 



="""• 
n per m2 

lnal1llaai Un11 LOO 0.65 x 50'M. 0.4Sx 50% 
pengolaha '"u 
" 

mak•imu 
m ,o 

""'· apabila 
unit 

Jebih 
du, IQ 

m> 
dikenaka 

"- tambaha 

" 
,m, 

" 
Konatrukai 

"'""""' 
Umt dan LOO 0.65 x 50% 0.45 x 50% 

n:ldamc/ papa 
'"'"" 

,,,,_,,.. 

"-· 
iklan hona,. 

Papan Unit dan LOO 0.65 x 50'M, 0.45 x � 

�- 
,,.,_,,. 

tberdni hannya 
aendiri 

•u" 
,.ro.,. 

tcm�k 
' 

" 
Fonda Ii Unit LOO 0.65x 50% 0 "5 x 50% 

mesin (di� ..... 

bon - 
" 

Konatruk.ai. Unit LOO 0.65 x 50'M, 0 4 S x 50'II, 

=a� jtinggi 
tclevi•i makaima 

1 LOO m, 
.elebihn 

,. 

dihitung 
kelipatan 

" ' 
" 

Konatruksi LOO 0.65 x 50'M, 0.45" 50'M, 

antcna radio 
II &anding 
-.-denga.n 

Kchngguon LOO 0.6Sx 50% 0.45x 50% konetruQ{ 3- 
25-50 m 

... l<al<i : 
Ketinggian LOO 0.65 x SO'M. OAS x 50'M, 

51-75 m 
Ketinggian LOO 0.65 x 50% 0 45 ll 50'll. 

76-100 m 
Ketinggian LOO 0.65" SO'H. 0 45 x 50'M, 

!01-125 
m 
Kcttnggian LOO 0 65 x SO'K. 0 45" 50% 
126-150 
m 
Ketinggian LOO 0.65 x 50% O 45 x 50'M, 

diata, 150 

m 

2J Si1tem guy 

1 



wire I Kctingguui LOO 0 65 x 50% 0.45 x 50% ... _ 
0-SOm 

kaw11.t kelmggian ' 00  O.bS x 50% 0.45 x 50% 

:U-7:S m 

kf,t,npn LOO 0.65 x 50'!f, 0.45 x 50% 
76-100 m 
kc:tinggi11.11 LOO 0.65 x 50% 0.45 x 50% 

d111tas 100 
m 

20 Konstruk1i 
11.ntena (� 

Menara Betsama telek.omuruka 
•) 

• 
Unit ' 00  065x 50% 0.45x 50% 

Ketmggian 

·-· dari 25 m 
,, Umt LOO 0.65 x 50% 0.45 x 50% 
ketinggian 
25-50 m ,, Unu LOO 0 65 x 50% 0.45 x 50% 
kc:tinggian 
d111.ta1 SO 

m 

Menara Mandiri 

• Unit ' 00  0.65x 50% 0.45x 50% 

ketmggian 

"'"""" dari 25 m 

• 
Unit LOO 0.65 x 50'M, 0.45 x 50'M, 

kc:tinw-n 
25-50 m 
,, 

LOO 0.65x 50% 0.45 x 50% 

Ketinggian 
dlll.lDI SO 

m 

" 
Tangki ta.own Unit LOO 0.65 x 50'M, 0.45 x 50'M, 

'""""""""'" 
" 

�k.el)aan 
drain.oo,e 

I" Saluran mO LOO 0.65 x 50% 0.45x 50% (dalam perailj 
21 kolam LOO 0.6S x 50% 0.45x 50% 
= "- m2 

23 Konstrukli LOO 0.65x 50% 0451<50% 

1  �nyimpanan 
m3 

""' 

Ket£rangan · 
I. RB . Ru"8k Bcrat 

2. RS : Ru&ll.lt Sedang 
3. Jeni, k.on1trul<.ei ba.ngunan lalnny1 yang tem,-euk. prasaran.oo blln111nan g,:dung I 

d11etapbn oleh pemerintah d.aerahd11erah 



8. PENGGUNAAN TENAGA KER.JA ASING 

KO URAWf TARD' (Rpl K&TltRAKGAB 

I Pl."ngesahan Rencana USD$100/Bwart ...... ,..... 

Penggunaan Tenaga /Ore.ng/Pcrjabat Retribusi tetap 
KetJa Aaing = haru• diJElkukan 

dalam 11atuan Mata 
u Ru lah 

BUPATI PINRANG, 

• •  

,4 
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